
PENEGAKAN HUKUM Dl BIDANG HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL: STUDJ KASUS TINDAK PIDANA HAK 

CIPTA Dl BIDANG FII,M 

TESIS 

WIUSNU HERMAWAN FEBRUANTO 
r<P~.0606151564 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM PASCASARJANA 
JAKARTA 

DESEMBER 2008 

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



PENEGAKAN HUKUM Dl BIDANG HAK KEKA YAAN 
INTELEKTUAL : STUDI KASUS TINDAK PIDANA HAK 

CIPTADIBIDANG FILM 

TESIS 

Diajukan sebagai sala~ satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Hukum 

WHISNU HERMA WAN FEBRUANTO 
~.0606151564 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTASHUKUM 

PROGRAM PASCASARJANA 
JAKARTA 

DESEMBER 2008 

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



PERNYA T AAN ORISINALITAS 

Tesis ini adalab hasH karya saya sendiri, 

dan semua sumber baik yang dikutip maupuo dirujuk 

telah saya nyatakan dengan benar. 

Nama : Whisnu Hennawan Februanto 

NPM : 0606151564 

To,..Toq"'N~ 
Tanggal : 19 Desember 200 

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



Tesis inidiajukanoleh 

Nama 

NPM 

Program Studi 

Judul Tesis 

PENGESAHAN 

: Whisnu Hermawan Februanto 

: 0606151564 

Pascasarjana 

Penegakan Hukum di bidang Hak Kebyrum 

lnrelektua1: Studi Kasus Tindal: Pidana Hal: Cipta 

Di Bidang Film 

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima 

sebagai bagian petsyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar 

Magister Hokum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hokum, 

Universitas Indonesia~ 

DEWAN PENGUJI 

Penguji/Pembimbing Dr. Cita Citrawinda, S.H.,MIP ( 

Penguji!Ketua Sidang Dr. Nurul Elmiyab, S.H.,M.H ( 

Penguji Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H ( ) 

Ditetapkan di Jakarta 

Tanggal 19 Dcsember 2008 

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syul-ur saya panjatkan kepada Tullan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan 

rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan 

dalam rangka memenuhl salah satu syarat untuk mencapai gclar Magister Hukum 

"Jurusan Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dnri berbagai 

pihak, dari rnasa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Sangatlnh sulit 

bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkl!n 

terima kl!sih kepada : 

(I} Dr. Cita Citrawinda Priapantja,S.H., MIP selaku dosen pambimbing yang 

telah menyediakan waktu, termga, dan pikiran untuk rnengarahkan saya 

dalam penyusunan tesis ini; 

(2} Pihak -pihak yang Ielah banyak membantu dalam usaha memperoleh data 

yang saya perlukan; 

(3} Orang tua dan Mertua saya yang ada di Bandung dan Siantar, lstri 

Monarika Silalehi dan anak kembar saya yang bemama Aqwika Deviena 

Hermawan dan Aqwina Anggie Hermawan yang sangat saya cintai yang 

telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan 

(4} Sahabat- sababat saya yang sangat mendukung dalarn penu!isan Tesis ini 

seperti saudara Andri, Regen Silalehi dan Arnsal yang Ielah banyak 

membantu saya da1am menyelesaikan tesis ini. 

Akhlr kala, saya berharap Tuban Yang Meha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat 

bagi pengembangan ilmu. 

Jakarta, 19 Desember 2008 W enulis ~ 
( Whisnu Hermawa ~·c rutd!o ) 

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

Nama 
NPM 

- Whisnu Hermawan Februanto 

Program Studi : 
0606151564 
Hukum Bisnis 

Depart omen 
Fakultas 
Jenis Karya 

Pascasarjana 
Hukam Universitas Indonesia 

: Tesis 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalli Nonekslusif (Non-exclusive Iloyalty­
FreeRight) atas kllrya ilmiab saya yang berjudul : 
Penegakan Huknm di bidang Hak Kekayaan Intelektual : Studi Kasus 
TindakPidana Hak Cipta Di Bidang Film. 

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan)_ Dengan Hak Bebas Royalti 
Nonekslusif tru Universitas Indonesia berbak menyimpan, 
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 
merawat. dan memublikasik:an tugas tesis saya selama tetap mencantumkan nama 
saya sebagai penulislpancipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya. 

: Jakarta Dibuat di 
Pada tanggal : 19 Desember 2008 

ang meoyatakan 

( 

( Whisnu Hermawan Fe u to ) 

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



ABSTRAK 

Nama : Whisnu Hermawan Februanto 
Program Studi: Hukum Bisnis 
Judul Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan lntelektual : Studi Kasus 

Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Film 

Tesis ini mengangkat pennasalahan mengenai perkembangan perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film dan 
faktor-faktor apa saja yang memp~ng~ruhi terjadinya pembajakan di bidang karya 
film dan apakab upaya penegakan hukum di bidang karya film telab berjalan 
efektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukwn normatif 
yaitu mengkaji peraturan perondang-undangan di bidang Hak Cipta khususnya 
karya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yang 
terkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang Hak 
Cipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini 
ditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secara 
terang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakan 
hukum terhadap palanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belum 
optimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan 
budaya. 

KataKunci: 
Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta, Penegakan Hukum. 
Pembajakan Film. 
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ABSTRACT 

: Whisnu Hermawan Februanto 
: Business Law 
: Intellectual Property Enforcement : 

A Case Study of Copy Rights Infringement in Movie 
Rights 

Thi~ thesis focuses on the progress of Intellectual Property Rights protection in 
Indonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect movie 
piracy and whether the law enforcement efforts fur movie piracy are effective or 
not. Research fur this thesis uses the nonnative law method which focuses on 
reviewing the laws related to Copy Rights specifieally those that are related to 
movies/films, the TRIPs-WTO Agreement and international conventions in Copy 
Rights fbr movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerning 
which is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta 
This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due to several 
factors such as economic, social and culture. 

Keyword: 
Law No. 19 year 2002 on Copy Rights, Law Enforcement, Movie Piracy. 
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1.1 Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Kemajuan pesat .di bidang ilmu pengetabuan dan teknologi (iptek) telah 

mempengaru.bi beberapa aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah perubahan 
. 

mendasar dalam pola perdagangan antar bangsa, dan perubahan mendasar dalam 

pola kegiatan ekonomi masyarakat . ' Di bidang investasi dalam perdagangan antar 

bangsa disepakati pula suatu prinsip Trade Related Investment Measures 
' 

(TRIMs) atau perdagangan terkait investasi yang intinya adalah setiap kegiatan 

investasi yang menghasilkan output yang diperdagangkan seeara internasional 

dan tidak boleh dibambat. Selanjutnya disepakati pula kegiatan perdagangan 

terkait hak cipta (Trmie Related Intellectual Rights I TRIPs), yaitu setiap ciptaan 

yang diperdagangkan secara intemasional mensyaratkan ciptaan tersebut hams 

dilindungi dari peniruan (pembajakan). Oleh Karena itu, setiap negara diminta 

untuk memiliki undang-undang hak cipta.' Indonesia masuk sebagai a:nggota 

WTO (World Trade Organization) dengan menandatangani Persetujua:n TRIPs 

pada tanggal 15 April 1994 dengan meratifikasi basil Putaran Urognay yaitu 

Agreement Establishing the World Trade Organization dengan terbentuknya 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentuknn 

Organisasi Perdagangan Dunia. 3 

Hak Kekayaan Intelektual (HKl) adalah hak yang timbu! a1as basil olah pikir 

otak yang mengbasilkan suatu prnduk alau proses yang berguna untuk manusia' 

Pada intinya HKl adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu 

kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKl adalah karya~karya yang 

1 Doli D.Siregar, Mano}emen Aset dalam Strotcgi Pertalaan Konsep Pcmhangunan 
Berkelanjutau Secara Nasiooaf DaJam Komeks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Ero 
Glabalisasi dan Otanomi Daerah, (Jakarta: PT,Kresna Prima Persada, 201)4 }, haL3. 

2 tbid, ha1.9. 
3 DR..Cita Citrawinda,SH,MlP, Buku Kltliah Hak Kekayaan fttteldiual, (Jakarta: 

Universitas lndonesia),2007, hal. 2. 
4 Rahman Usman, Hukum flak Atas Kckayaan Jnteiektval, Perlimlungan DarJ Dimensi 

Rukumnya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), hal2. 

1 Universitas Indonesia 
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timbul atau labir karena kernampuan manusia5 Namun Hak Kekayaan lntelek!ual 

banya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan 

dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu memainkan suatu peranan 

dalam bidang ekonomi Dari sudut pandang Hak Kekayaan llltelektual pertumhuban 

peraturan di bidang HKI sangatlah diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, 

peoghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rnsa aman, tetapi juga akan 

rnewujudkan ildim kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan 

~karya yang lebih besar, lebih balk dan lebih banyak. 6 Ken;'lllllan di dalam 

implcrnentasi hukumnya terbukti tidak sejalan dengan gagasan aw.!lnya bahwa 

pernbeutukan sistem HKI dihatapkan dapat ~ pertumhuban ekonomi dan 

peningkatankesejahternan lndonesla.1 

Salah satu yang rnenjadi obyak HKI adaJah Hak Cipia, sesnai deagau Pasal I 

angka 1 Undang - Undang Noroor 19 1ahun 2002 ten1aog Hak Cipta (sehmjuloya 

disinglrnt UUHC) disebutkaa bahwa : "Hak Opta adalah hak elc;ldusifbagi pencipla 

atau penerima hale untuk mengumumlrtm atau memperbanyak ciplaam;ya atau 

memberikan ijin. untuk itu dengan h'dak mengwangi pembatasan-pembatasan menurut 

perafttran pero:ndang-undangan yang berlaku"8 Perlindungan hak cipta khususnya 

terlllldap ciptaan film menjadi masaJah serius. Babkan Indonesia pernah dikecam dunia 

internasional karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta khususnya perfilman. 

Indonesia sejak 1ahun 2000 merupakaa salu·satunya negara ASEAN yang rnasih masuk 

dalam katsgori Priority watch List (daftac negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) 

untuk kasus-kasus HKI.' Banyaknya kasus pelaogga.ran HKI di Indonesia jika tidak 

! Buku fanduan Hale Kekayaan lntelektuai. (Jakarta: Direktorat Jendro! Hak Kekayaan 
Inte1ektual, 2006), bat .7 

(, Abdul Bari Azed, Rangkaian Kebijakan Direkforat Jendernl HKl Dalam Membangun 
Sistem HKI Nasional, makalah disampaikan pada pembukaan pelatihao kons:ultan HK.l dl 
Universitas Indonesia, Jakarta tangga1 23 JtJti 2005, menyalakan bahwa era saat ini adalab eca 
HKl, bukan hanya karena keikutserlaan rndonesia dalam pembentukan Badan Perdagangan Dunla 
(WTO}, tetapi karena fenomena global yang bersentuhan dengan aspek hukum dan laju 
perekonomian negara. 

1 Agus Sardjono, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektnal Indonesia Antara 
Kebutuhan dan Kenyataan, pada pidato pengukuhan Guru BesarTetap dalam llmu Hukum 
Keperdataan PadaFakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal27 Pebruari 2008, hal.l9. 

s Pasall Undang~Undang Nom or 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta 
, Sunra Pembaharuan, Rabu 19 Juli 2000, lihat juga katagori Special JOI US Trade 

Representativ£/USTR (Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat) dimana dalam 
prakteknya laporan tersebut dibagi dalam tiga katagori, yailu : 

2 Universitas Indonesia Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



ditangani segera dan secara serius dikhawatirkan selain dapat mengancam reputasi 

Indonesia di mala dunia in!ernasional, juga akan menghambat J.TU:SU!mya investasi 

Sebalilmya, juga akan menyulitkan ekspor prnduk-produk buatan Indonesia ke rnanca 

negam.10 

Pembenahan sistem penegakan hukum di bidang HKl mulai geOOJr dilakukan 

oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya sebingga pada boian 

November 2006, level Indonesia telah turun menjadi Watch List dan dengan status barn 

itu dibarepkan akan mengubah pandangan investor asing babwa Indonesia kini sudab 

membecikan perlindungan HKI sccara konsisten sehingge peran penegekan hulrum di 

bidang HKl turut serta mencip!ldcan ik:lim yang kondusif 11 bagi investor yeng akan 

menanamkan modalnya di Indonesia 

Tabell 

Berikut ini menunjukkan data lima tahun terakhir mengenaijwnlahkasus yeng ditangani 

oleh PoldaMetro Jaya sehubungan dengan penegakan hukum 
-~ 

Tahun Jumlab Ka.sus Tersanpa Barang Bukti Ktterangsn 

2004 8 g • Film : 84.000 • Pabrik ' -

• u.gu, 17.000 • Dup!ikator : 3 

r--2005 46 52 • Film: 306.694 • Pabrik . -
• u.gu, 100.285 • Dupli.kator : 12 

2006 623 <574 • Film: 3.911.422 • Pabrik 2 

• u.gu, 1.795.726 • DuplikBIDc ' 12ll 

2007 295 330 • Film : 2.557.179 • Pabrik . 2 . 

• Laguo 1.559.833 • Duplikator ; 168 

2ll08 155 179 • Film' 3.223.188 • Pabrik . -. 

• u.gu, 1.872.532 • Ouplikator: 132 

. Sumber: Data darl Dlt Reskrimsus Po1Ja 1-l'.etru J"'-ya 

a) Priority FOreign Country, artinya pada tingkat ini pelanggaran atas H.KI yang diJakukan oleh 
mitra dagang Amerika tidak dapat ditolerir lagi, sehingga negara yang bersangkutan bisa 
dikenakan tindakan pembalasan (retaliasi). 

b) Priority Watch List, artinya pada tingkat ini pclanggaran atas HKI tergolong berat sehingga 
Amerika S¢rikat merasa pertu memprorli.askan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di 
suatu negara mitra dagangnya, 

c) Watch List, arlinya pada tingkat ini negarayang masuk dalarn dafiar ini cukup diawasi karena 
tingkat pelanggaran HKI masih belum ter!alu beral. 

lO Joseph Pandi, Pilih Berania:t.· Mafia Pelanggar(ln HKI atau Kita Me11ghadapi 
Hambatan Atas Masuknya !nvestasi Kesi11i, Jakarta: Perhimpunan Masynrakat HKI Indonesia, 
2001, hal.51. 

11 Prof. Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Fakollas Hukurn 
Universitas Al~Azhar Indonesia., 2001), hal 37. 

3 Universitas Indonesia 
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Pembajakan terbadap karya clpta yang saat ini paling rnarak adalah 

pernbajakan karya clpta film yang diwujudkan ke dalam VCD/DVD. Semakin 

rnaraknya pembajakan VCD/DVD film disebabkan semakin banyaknya 

pennintaan rnasyarakat atas barang-barang bajakan tersebut. Selain 1m tingginya 

permintaan disebabkan karena semakin rneningkatnya suatu karya cipta seni film, 

dituana para pencipta lebih sering untuk menciptakan film yang baru, hal ini 

rnengakibatkan rnasyanakat merasa rugi apabila barus membeli VCD/DVD film 

yang original (ash) dengan barga yang sangat mahal, sedangkan VCD/DVD film 

tersebut banya digunakan alau dilihat sekali saja. Selain itu kualitas VCD/DVD 

film bajakan marnpu menyerupai VCD/DVD film original sebingga dengan 

semakin banyak permintaan masyarakat alas barang-barang bajakan sudab barang 

tentu akan meningkatkan produksi terbadap barang-barang bajakan tersebut di 

pasaran baik dengan makin banyaknya pabrik-pabrik CDNCD/DVD yang sampai 

saat ini ada 30 (tiga pulub) pabrik" disamping itu juga berkembang iudustri 

rumaban I home industry dengan menggunakan alat duplikator" Pembajakan ini 

sudab barang tentu memberikan kerugian yang sangal besar terbadap negara 

maupun terbadap para pencipta. Terbadap negara adalah barkuranguya pemasuken 

ncgara dari seklor pajak 14 yaitu dengan baredarnya VCD/DVD film bajakan ini 

sudah barang tentu barang-barang tersebut tidak membayar pajak baik dari unsur 

pajak Pengbasilan (PPh) maupun dari unsur Pajak Pertarnbaban Nilai (PPN). 

Sedangkan terhadap pencipta adalab mengakibatkan menurunken babkan 

mengh.ilangkan kreativitas seseorang untuk melakukan peningkatan karya 

intelek:tualnya, 15 tennasuk penelitian dan pangembangan yang mampu 

12 Libat Tabel 2 Data dari Direktorat Jendral Jndustri Agro dan Kimi:::. Departemen 
Perindustrian Republik Indonesia, tahun 200& menyalakan bahwa pabrik CDIVCDIDVD di 
Indooesia sudah sebanyak 30 pabrik yang semuanya ada di pu!au Jawa. 

u Lihat Tabel 3 Data dan Gambar alat duplikator sebagai alat untuk mclakukan 
pembajakan melalui media CDIVCD!OVD yang dilakukan olcb para pembajak yang berhasil 
diungkap o(eh Polda Metro Jaya. 

14 Jenny Siscawati Dwi Lestari, Tesis yang berjudul Timiakan Pemlmjakcm Film Cerita 
Dalam Media Cakram Optik Daf<11n Tinjauan Undang-Undung Nom(}r 19 tahun 20()2 tentang 
Hak Cipla dan Kaitannya Dengan Hilangnya Pendnpatan Negara dmi Sektor Pajak, 2006, 
baU77. 

10 Uhat Juga pendapat dad Emawati Junus yang menyatak:an bahwa pentingnya 
perlindungan hak: cipta didasarkan beberapa alasan, yakni: 
a) Mendorong krcativitas dengan menghorrnati lwya ciptaorang lain; 
b) Meningkatkan ikllm usaha di bidang hak cipta sehingga investor berkeing.inan 1mtllk 

menanamkan modalnya di Indonesia; 
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menghasilkan teknik maupun teknologi baru yang dapat berguna bagi kehidupan 

manusia dimasa yang akan datang. Untuk menciptakan suatu karya inovasi dan 

invensi in!elektual roernerlukan waktu yang relatif sangat Ilana dan biaya yang 

sangat besar sehingga sehagai seorang inventor akan dapat menikmati basil karya 

ciptanya secara ekon?mis. Sementara itu kegiatan pembajakan, pemalsuan, dan 

peniruan tanpa seijin penciptanya adalah suatu pekerjaan yang mndah dilalmkan 

dan sangat tidak bertanggung jawab. 

Di Jakarta banyak ditemui barang-barang VCD I DVD film bajakan mulai 

daci mall-mall, pertoknan-pertokoan habkan sarnpai kepada ped8gang ka_lci lima. 

Saat ini !llllsyilraket Jakarta sudab tidak malu-malu lagi ataupun merasa taknt 

untuk membeli barang-barang hajakan tersebut. Pembajakan kaset, CD, VCD dan 

DVD di Indonesia kian marak saja dan tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat 

memprihatinkan, sebab tindakan perobajakan tetsebut jelas merupekan 

pelanggaran terhadap bak cipta yang merupakan bak eksklusif peneipta atau 

penerima bak. Konseknensinya, setiap panggandaan atau perhayakan1• dan 

pengumuman17 haruslah dengan seijin pemegang bak cipta, 111 

Darnpak dari kegiatan pembajakan bak cipta tersebut telah sedemikian 

besarnya sehingga mempengarubi tatanan kehldupan bangsa di bidang ekonomi, 

hukum dan sosial budaya. Di hidang sosial budaya, misalnya dampak semakin 

maraknya pelanggaran bak cipta akan menimhulkan siknp dan pandangau bahwa 

pambajakan sudah merupakau hal yang biasa dahun kehldupan masyarakat dan 

tidak lagi merupakan tindakan rnelanggar undang-undang (wet de/icten). 

Pelanggaran bak cipta selama ini lebih banyak teljadi pada negara-negara 

c) Adanya kepastian hukum pada masyarakal pencipta. 
Hal ini disampaikan oleh Emawati Junus pada Makaiah, "SubsJansi Undang-Undang Hcik Cipta 
dan lmplementasinya " yang disampaikan pada Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Kanwil 
Depkeb dan HAM RI bekerjasama det1gan PUSJEM Hl<.l Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan 
APOMINDO KOMDA DIY, di hotel Sallid, Yogyakarta tangg•l6 Septembec2003, ha!J 

!.O UUHC Nomor 19 tahun 2002, Pasal 1 menyebutkan balrwa, "perbm1yakun adalah 
penambahan ]umlah sesuatu Clptaan, baik secara keseluruhon maupun bagian yang sangat 
substaruial dengan menggunakan bahan·lmlum yang sama ataupun Jidak suma, termasuk 
meJtgalihwujudkan secara permemen aJau temporer". 

11 Ibid, Pasal 1 mcnyebutkan bahwa, "pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, 
pameran, pcngcdaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk 
media internet, atau melakuknn dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, 
didengar, atau dilihat orang", 

u;www .solusi hukum.com Jartikel, ten tang pembajakan hak cipta )'ang terjadi di 
pertokoan Glodog, diakscs pada tanggal27 Mei 2007. 
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berkembang (developing countries) karena pembajakan tersebut dapat 

memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil19 artinya bagi para pelanggar 

(pembajak) dengan memanfaatkan kelemaban sistem pengawasan dan 

pemantauan sarta penindakan terbadap pelanggaran bak cipta oleh para aparat 

penegak hokmn . Harus diakn~ upaya pencegaban (det~rent)20 dao lemahnya 

prioritas yang diberikan bagi HKI21 oleh pemerintah sangat kuraog. Disamping 

itu masih lemahnya koordinasi yang bannonis diantara para penegak hukum 

baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta instansi-instansi terkait 

lainnya, sehingga bal inilah yang menyebabkan upaya penanggulangan 

pembajakan di Indonesia tidak optimal 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, dari aspek yuridis diharapkan dapat memberikan perlindangan dan 

memberikan rasa keadilan terhadap para pencipta atas ciptaannya dalam bentuk 

seni film, dimana pemilik atas karya cipta tersebut mempunyai pengakuan secara 

lmkum dan penghargaan yang diterima atas usaha yang lcreatif, sehingga 

seseorang atau pencipta mempunyai bak untuk dapat memilik~ menjual, 

melisensikan atau mewariskan haknya tersebut sehagai suatu hak milik yang 

merupakan uassefl yang mendapat pengakuan hukum. maka hak cipta 

mendapatkan perlindungan secara huklliU. Dengan adanya perlindungan secara 

hukum, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran terbadap bak cipta yang 

dirniliki oleh seseorang, khususnya tcrbadap karya cipta seni film yang dituangkan 

ke dalam VCDIDVD. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah 

menerapkan sank:si pidana minimal dan denda yang cukup berat, sebagaimana 

dlotur dalam Pasal 72 yang mengatur tentang ketentuan pidana, 22 sehingga 

l<J Libat Tabel4, data keuntungan para pembajak,. mulai dari produsen, distributor sampai 
ke pedagang, data ini diperoleb dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Satuan lndustri 
P~;.rdagan:fl! Po1da Metropolitan Jakarta Raya pada bulan Agustus 200fl. 

~ Prof.DR. Eddy Damian,SH, Hukum Hak Cipta. (Bandung;PT.Alumni, 21}05), h:a\259. 
21 DR.Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan lntelektual Tantangan Masa Depan, 

(Jakarta, Badnn Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. I 57. 
n UlJHC NQmor 19 tahun 2002, pasal 12 ayat (l) menyebutkan bahwa, "harang siapa 

dengan sengaja dan lanpa hak melalwkcn perhuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayar 
(l) atau posa/49 qyot (1) dipidana den gem pi dana penjara masingMmasing paling singkat I (satu) 
bulan dan atau denda paliug sedikit Rp./.00(}.000,00 (satu }uta rupiah), Q/au pidana petljara 
paling lama 7 (Uffult) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milior 
rupiah)". Pasaf 71 ayat (2j menyebutkau, "barang siapa de11gan sengaja menyiarlwn, 
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ketentuan tersebut selmrusnya memberikan detteren/ effict (efek jera) terhadap 

para pelaku pemhajakan karya cipta seni film, serta memberi kepastian hulrum 

apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu Uudang- Undang Hok 

Cipta ini juga memberikan pedol!lll!l atau da'ar pegangan bagi aparat penegok 

bulrum untuk bertindok dalam rangka penegakan bukum hak cipta. Sedongkan 

apabila ditinjau dari aspek politik, pelaksanaan penegakan hulrum di bidang hak 

cipta dengan berlokunya Undang-Undang Numur 19 Tahun 2002 tenUlng Hok 

cipta, dibarapkan dapat mcmperbaiki citra bangsa dan meningkalkan barga diri 

bangsa, agar tidak dianggap sebagai negara pemhajok sehingga Indonesi• dapat 

lebih diterinm dalarn tata percaturanlpergardan Internasional, dengan demikian 

akan menimbulkan kepercayaan dunia internasional untuk menanamkan 

investasinya di Indonesia, yang sudah barang tentu okan membarikan peUl!!SUkan 

devisa negara. Selain itu hal tersebut untuk mengbindari tekanan-tekanan dari 

pihok asing, yang diwujudkan dahun bentuk pemboikotan komoditi ekspor 

Indonesia ke negara-negara lain di dunia. 

Dari sisi aspek ekonomi, diharapka.n juga adanya peningkatan dari segi 

penerinman pajok dari kegiatan perdagangan basil karya cipta seni film berupa 

VCDIDVD yaitu dengan adanya pemhayaran PPN atas perdagangan barang­

barang tersebut. Sebab dengan adanya pembajokan ini sudah harang tentu akan 

merugikan secara ekonomis bagi negara-negara yang menjadi produsen dari 

harang-barang basil karya intelektnal tersebut. Sedangkan dari sisi aspek sosial 

budaya dan kernasyarakatan, penegokan ini dihl!l>lpkan bahwa negara marnpu 

meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi lebih disiplin, talrt hukum, 

mematuhi dan menghargai hukum serta mengetahui aturan bukum tentang hok 

cipta_ Selain itu juga negara mampu merubah pola pikir dan perilaku budaya 

masyarakat yang lebih mengbargai dan menghormati hok cipta orang lain. 

Sedangkan penindokan yang dilokukan oleh aparat penegok hulrum terhadap 

pelanggaran hak eipta yang selarna iill berlangsung, belum memberikan efek 

penjeraan (deterrent effect). Padahal pembajakan hok eipta iill merupakan sindikat 

memamerkan, mengednrkan, alau menjual kepada umum suatu Clp!aan a/au barang hasil 
pelanggarau Hak Cipta atau Hak Terkail sebagaimana dimaksud pada czyar (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahrm dan alm: deHda paling banyak Rp.500.000.(}00,00 
(lima ralus jut a rupiah)". 
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internasional dan dimasuki oleh kejahatan terorganisir (organized crime). Bisnis 

pembajakan bak eipta sangat menggiurkan, karena keuntungan yang bisa diraup 

sangat besar dan cepe!, sementara resiko relatif rendah (luw risk- high profit), hila 

dibandingkan dengan resiko berdagang narkoba atau senjata. 

Bertitik tolak dari uraian tersebul, maka penulis ingin mengkaji lebih 

dalam mengenai pelanggaran HKI khususnya yang berhubungan dengan 

Pelanggaran Hak cipta yang teijadi di Indonesia dan memahami tentang masalah 

dan Jldctor-Jldctor yang mempengarnhinya serta mengupayakan 

penanggulangannya dalam melawan pa.;·a pembajak di Indonesia sehingga 

penegakan hukum lebih efektif dan pembajakan dapat dihapus dari bumi 

Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalaban yang akan disngkat dalam penulisan ini adalah, sebagai 

barikut: 

a. Bagairnana perkembangan perlindungan HKl di Indonesia 

khususnya pennasalahan- permasalahan dalam penegakan hukum di 

bidang bak cipta khususnya karya film ? 

b. Faktor-fuktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan 

atau pelanggaran bak cipta di bidang karya film ? 

c. Bagairnana upaya penegakan hukum di bidang hak cipta khususnya 

terbadap pelanggaran bak cipta di bida.ng karya film '/ 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian : 

Sesuai dengan pokok permasa1ahan diatas, maka penelitiatJ. ini bertujuan 

untuk mengungkapkan dan menganalisa hal ~hal sebagai berikut : 

a. Mengkaji bagairnana perkembangan perlindungan HKI di Indonesia 

khususnya permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum di 

bidang bak cipta dalarn media cakra.m optik basil karya film. 

b. Mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang fah.-tor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan atau pelanggaran 

Hak Cipta di bidang karya film. 
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c. Mengkaji bagaimana upaya penegakan hukwn di bidang hak cipta 

khususnya terhadap pelanggaran hak cipta di bidang karya film di 

Jakarta. 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi balk secara 

teoritis kepada disi~;lin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti hukum maupun 

kepada para praktisi hukum serta meningkatkan. pengetahuan dan wawasan serta 

· mengembangkan teori-<eori hukum yang tepa! dan tentunya dapat digunakan 

dalam praktek hukum yang herimplikasi terhadap penegakan bukum di bidang 

l.ak cipta, khususnya karya film. Pemikiran-pemikiran serta hasil penelitian ini 

memberikan tllasnkan akan pentingnya memahruni secara komprebensif mengenai 

penegakan hukum di bidang HKI bagi para penegak hukum (Kepolisian, 

Kejaksaan dan Pengadilan serta iruitansi-instasi pernerintah lainnya yang turut 

serta mempengaruhi dalam kebijakan di bidang HKI) dan juga para pengusaha 

serta masyarakat dalam mendukung perang melawan pembajakan. 

Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat jnga mengkaji kendala­

kendala dalam praktek penanggulangan pemhajakan dan penegakan hukum di 

bidang hak cipta yang menjadi dasar dan acuan bagi tegaknya hukum di bidang 

hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor !9 Tahun 

2002 tenlang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia. 

1.4 Keraogka Teoritis dan Konsepsional 

1.4.1 Kerangka Teori 

Dalam sebuah penulisan penelitian ini, lendasan teori merupakan pisau 

analisis atau paradigma yang dignnakan dalam mengupas masalah yang disajikan 

dalarn penelitian.23 Sehingga dengan melibat permasalahan yang dibadapi peneliti 

maka akan ditemukan teori~teori yang relevan dan berkaitan deogan obyek 

penelitian. Berkenaan dengan penulisan tesis ini maka teori-teori yang digunakan 

antara lain, yaitu : 

Hukum yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai sarana social 

engineering, huk:um merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk 

mengubah prilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang 

11 Drs. Hariwijaya dan Triton P.B.Ssi.Msi, Telmik Pettulisan Skripsi dau Tesis, 
(Yogyakarta: Oryza, 2007), haL47 
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telah ditetapkan sebelumnya dan tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dieapai 

oleh hukum, yakui "keadilan dan loopastian hukum". Salah satu kekhasan yang 

me:nbedakan hukum dengan ilmu lainnya adalah bahwa hukum memiliki 

kekuatan memaksa. Unsur "paksaan" yang panting hagi hukum berwujud bukan 

dalam "peksaan psikis", melainkan dalam fakta bahwa tindakan-tindakan paksaan 

tertentu sebagai sanksi oleb peraturan-peraturan yang membentak tata hakum24 

Hakum dipandang sehagai "peraturan tentang tindakan manusia terbadap 

sesamanya yang ditegakan oleh suatu otoritas politik yang berkuasa"." Dangan 

demiklan, hukum harus dipabami ·sebagai suatu perintah (positif), dengan kriteri 

sesuai hukum positif atau bertentangan dengiln bukum positif. Pada toori ini, 

hukum selalu merupakan hukum positif dan positlvisme hukum terletak pada 

lllkta bahwa hakum itu dlbuat dan dihapuskan oleh manusia. Hukum harus 

dipisahkan dari nilai-nllai moralitas, apelagi pendapat umum terkait dengan 

keadilan, perikemanusiaan maupun hak-hak asasi ruanusia. Oleb loorenanya, 

pertimbangan hukum pun tidak harus menghlraukan nllai-nilai moralitas (abstrak). 

Dalam upaya untuk menjelaskan hakikat suatu norma adalah suatu 

perintah, maka inilah cara Austin mengkarakterisasi hukum, "Setiap hukum atau 

peraturan adalah suatu perintah11
•
26 Atau lebih tepatnya, "hukum atau peraturan 

adalah satu spesies dari perintah-perintah". Perintah adalah suatu pernyataan 

kehendak dari seseorang individu yang obyekuya adalah perbuatan dad seseorang 

individu lainnya. Jika seseorang mengbendaki orang lain agar dia berbuat 

menurut suatu cara tertentu dan jika seseorang menyatakan kchendekuya kepada 

orang lain menurut suatu cara tertent-u, maka pernyataan kehendak seseorang ini 

24 .Hans Kerlsen "General theory of Law and State" sehagaimana telah dialih baha.sakan 
nleh Drs.Smnaedi dalam bukunya berjudul "Teori Umum Hukum dan Negara,., (Jakarta : Bee 
Media Indonesia, 2007), hal.35 

2 ~ Bandingkan, Drs. H. Ahmad Kamii,SH,M.Hum dan Drs.M.Fauzan,SH, " Kaidah­
kaidah hukum Yurisprudensi", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), ha1.22, yang 
menjelaskan Oahwa sanksi yang dapat ditimpahkan penguasa terhadap individu yang melanggar 
aturan hukum, mesli sesuai dengan keteutuan hukum, hal in! bermakna, bahwa: 
a) Sanksi alau akibat hukum yang ditim.pahkan kepada pelanggar hukum, harus sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku; 
b) Penguasa tidak boleh menjatuhkan snnksi hukum yang melampaui batas kewenangannya; 
e) Penguasa barus bertindak dibawah otoritas hukum (must be acl only in conf()rrrtity with and 

under the authority of law) artinya bahwa, tidak sab dan tidak dibenarkan suatu lnstansi 
penguasa bertindak dan menjatuhkan sanksi di luar jalur fungsi dan kewenangan. 

26 John Austin, "Lektures on Jurissprudence" edisi ke lima, 1885, haUi8, sebagaimana 
Ielah dialib bahasakan oleh Drs. Somaedi dalam bukunya berjudul "Teori Umum Hukum dan 
NegarJ.", (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), baL36. 
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merupakan suatu perintah. Perintah, disebabkan oleh bentuknya, berbeda dari 

permintaan, dari suatu 11permohonan )'ang sangat mendesak" semata. Perintah 

adalah suatu pernyataan kohendak seseorang dalarn bentuk imperatif (kebarusan) 

babwa seseorang yang lain harus berbnat mennrut snatu eara tertentu. Seseorang 

individu terutarna mungkin memberi bentuk imperatifkepada kehendaknya ketika 

dia memilik~ atau pereaya dirinya memilik~ suatu kekuasaan tertentu atas 

individu lain, ketika dia berada, atau mengira dirinya berada dalam suatu 

kedudukan untuk menjalaukan kepatuban." Perintab adalab suatu nerma hanya 

jika perintah ini mengikat individu terhadap siapa perintab i11i ditl;illkl<n, hanya 

jika individu ini harus melakukan apa yang diharuskan oleh perintah tersebut. 

Ketika seorang dewasa menyuruh seorang anak untuk melakukan sesuatu, ini 

bukan kasus tentang perintab yang mengikat, betapapun besarnya superioriras 

dalam kekuasaan dari ornng dewasa tersebut dan betapapun imperatifuya bentuk 

perintah tersebui. Narnun jika orang dewasa itu adalah ayah atau guru dari anak 

tersebut, maka periutab tersebut mengikat bagi si anak. Apakab suatu perintab 

mengikat atau tidak mengikat, bergantung pada apakab individu yang memerintab 

itu diberi "kekuasaan" untuk mengeluarkan perintah tersebut atau tidak:. Asalkan 

saja dia diberi kekuasaan, maka pernyataan kohendaknya adalab mengikat, 

sekalipun d1a tidak memiliki suatu kekuasaan nyata yang lebih tinggi dan 

pemyataannya kurang memiliki bentuk imperatif. Sanksi juga sebagi ciri dari 

hukmu yang merupakan akibat dari perintab-perintab yang telab dibuat dan 

berlaku dalam rnasyarakat, karena perintab-perintab tersebut akan "mandul" 

apabila tidak ada sauksi yang mengikat dan memaksa rnasyarakat untuk dapat 

mematubinya. 28 Bila teori ini diaplikasikan kepada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia maka dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, Polisi adalab 

organ yang mendapat kewenangan dari otoritas pnlitik dalam bal ini Pemerintab 

11 Opcit, Han Kelen, hal.36 
's Bandingiw.n juga pendapat Austin tentang sanksl dalam buku TeQri Hukum yang 

dlkwnpu!kart oleh Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Pd.D dalam program Magister Ilmu 
Hukum Program Pasca Sa.rjana Fakullas Hukum Universitas lnd()nesia, bal,112, yang menjelaskan 
bahwa : ... sanksi tidak menjelaskau mengapa hulrum dirubah dan menepatkan penekanan rasa 
ketakutan yang tidak pada tempatnya. Esensi dari sistem hukum adalah fakta yang melekat yang 
didasarkan pada herbagai foktor psikologis, !iehingga hukum dt'terima ole/: komunitas dan 
mengingat komrmitas tcrsebut, sedangkan elenum sanksi bukan merupkan suatr~ yang penting 
dalom mrmjalonk.an sis1em tersebui. Hukum dianggap sebagai lrewajihan ya11g memaksa fapi 
bukan merupakan kewajiban lwrena. adanya paksaau, sebab hulmm tergautung kewenangan ... •· 
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Republik Indonesia yang bertugas menjalankan perintah atau amanat Undang­

Undang Republik Indonesia. Sebarusnya Polisi banya bertindak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang, tidak kurang tidak lebih. Tindakan 

Polisi yang yang kurang dari undang-undang menyebabkan undang-undang tidak 

erektiJ; sebaliknya tindakan berlebihan merupakan abuse of power. Bahwa bnkum 

dibuat untuk dijalankan sehingga akan menjamin terwujndnya ketertiban 

masyarakat dan tentunya dalarn menjalankan hukum tersebut tentunya selalu ada 

paksaan berupa sanksi. Pengaturan sanksi hukum sebarusnya dijalankan sesuai 

ketentuan dan tidak dapat dijalankan berdasarkan pertimbangan subyektiJ; artinya 

tidak boleh diskriminatif atau babkan menentukan tindakan hukum berdasarkan 

lremauannya sendiri. Begitupun terbadap penegak hukum lainnya Kejaksaan dan 

Pengadilan serta para pengacara tentunya mempunyai sikap atau knmitmen untuk 

menjalankan hukum secara proporsional dan sebarusoya para penegak hukumpun 

tidak dapat diperjualbelikan. 

Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila 

hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, teryata tidak erektif. Gejala-gejala 

semacam itu akan timbul apabila ada faktor-fuktor lertentu yang menjadi 

pengbalang dalarn tegaknya huknm yang berlakn di masyarakat. Falrtor-fuktor 

tersebul dapat berasal dari pembentuk bukum, penegak bukum, para pencari 

keadilan (justitiabelen), rnaupun golongan-golongan lain di dalam masyaralret. 

Faktor-taktor itulah yang barus diidentifikasikan, oleh karena merupakan suatu 

kelemahan yang teljadi kalau banya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa 

mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau 

hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, 

make prosesnya tidak banya berhenti pada pemiliban hukum sebagai sarana saja. 

Kecuali pengetahuan yang rnantap tentang sifut hakikat huknm, juga perlu 

diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum scbagai sarana (untuk 

mengubah ataupun mengatur perilakn warga masyarakat). Sebab sarana yang ada 

membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana 

apakah yang tepat untuk dipergunakan. 29 

19 Dr.Soerjono Soekanto,SH,MA Pokok-Pokok Susiologi Hukum, (Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada, 1999), hal ,119. 
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Dalam membahas pennasalahan penegakan hukum maka konsep yang 

disampaikan oleh Lawrence Meir Friedllllll1 tentang tiga unsur sistem hukum 

(three elements of legal system) yang terdiri dari komponen-komponen sebagai 

bcrikut 30 
: 

a. Struktur Hukum (Structural Component) 

b. Substansi Hukurn (Substantive Component) 

c. Kultur I budaya Hukum (Legal Culture) 

Menurut Friedman "the structure of a sytem is its skeletal framework, it is 

the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones 

that keep the process flawing within bounds ..... "31 Jad~ struktur adalah kerangka 

atau rangkanya, bagian yang telap bertahan, bagian yang memberi semacam 

bentuk dan batasan terbadap keseluruban . Di Indonesia misalnya, jika berbicara 

tentang stuktur sistem hukum Indonesia, maka tennasuk didalamnya stuktnr 

institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepelisian, Kejaksaan dan Peogadilan. 

Disa.mping itu juga struktur sistem hukum di Indonesia berbicara tentang hirarki 

peradilan umum di Indonesia. mulai dari yang terendah adalah Pengaditan Negeri 

hingga yang terpuocak adalah Mahkamah Agnog Republik Indonesia. 

Perkembangan hukum senantiasa menurut adanya visi dari proses yang secara 

sadar diarahkan kepada pertumbuhan dan pembangunan hukum itu sendiri, karena 

itu tidak bisa tugas ini diserahkan kepada institusi-institusi penegak bukum saja 

sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial." Pada kenyataannya, 

institusi-institusi penegak hukum di Indonesia, seperti Direktorat Dirjeo HK1, 

Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Bea Cukai mempunyai jurisdiksi sendiri· 

sendiri dan weweuang yang dibutubkan dalarn hal perlindungan HKI. Di sisi lain, 

adalah suatu kenyataan bahwa masing-masing jurisdiksi yang dirniliki dan 

wewenang yang diberikan kepada institmd-in~i:itusi tersebut dibatas1 dengan 

~0 Lawrence M. Friedman, The Legal System, 1915. yang dite-rjernahkan <lleh Lili 
Rosyidi dan l.B. Wyasa Putra. Hukum Sebagal Suctu Sistem, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1993), him. 93 

11 Lawrence M. Friedman, The Legal Syslem, A social science Prespectivc. (Russel 
Foundation: 1975), hall4. 

ll Arlijo Alkostar, "Pembangunan Hukum dan Keadilan," dalam Moh. Mahfud MD. 
(ed), Kritik Sasial Dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta: UU Press, 1999), haL 335. 
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cakupan dan tujuan wewenang yang diberikan pada masing-masing institusi 

tersebut. 

Selanjutnya menurut Friedman " _____ the substance is campused of 

substantive rules and rules about how institutions should be have. .... ,.JJ . Jadi. 

yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adalah aturan, nonna dan 

pola perilaku nyata manusia yang berbeda da1am sistem itu. Substansi juga berarti 

produk yang dihasilkan oleli oraog yang berada di dalam sistem bukum itu, 

mencah.-up keputusan yang dikelllll!kan, aturan barn yang disusun. Substansi juga 

mencakup living law (hukum yang hid up), bukan saja aturan yang ada dalam kitab 

Undang-Undang atau law books. Sararni. perundang-undangan (Substantive 

Component), yang berlaku di Indonesia kbususnya Undang-Undang Hak Cipta 

merupakan perangkat hukum yang telah memberikan peritudungan cukup 

memadai namun disamping itu diperlukannya juga aturan-aturan lain yang hidup 

dan berkembang di masyarakat Indonesia . 34 

Akhirnya pemabaman Friedman tentang " ·---· the legal culture, system­

their beliefs. values, idias and expectations ..... ". Jadi kultur hukum menurut 

Friedman adalah sikap manusia terbadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, 

nilai, pemikiran serta harapan . " Legal culture refers, then to those parts of 

general culture~costum, opinions, ways of doing and thinking~thaf bend social 

forces to ward or away from the law and in particular Wl{YS ". 35 Pemildran dan 

pendapat ini sedikit bayak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan 

kala lain kuitur atau budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagahuana hukum digunakan, dihindari atau 

disalahganakan . Tanpa kultur atau bndaya hukum maka sistem hukum itu sendiri 

tidak berdaya. Gagasan sub-budaya hukum dimulai dari pembabasan tentang 

kebudayaan yang herlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebndayaan 

dirumuskan sebag.ai seperangkat nilai -nilai sosiai uroum seperti gagasan-gagasan, 

n Opcit, Lawrence M. Friedman, ha1.14 
J
4 Ban-dingkan juga dengan pendapat Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH, dalam bukuuya 

berjudul Sis~sisi Lain dari Hukum di lndr.mesia, (Jakarta: Penerbit buku kompas, 2006), hal4l, 
yang intinya " ..... sistcm perundang-undangan perlu disempumakan, karena Indonesia adalah 
1\egara berdasarkan hukum, tetapi pada akhimya masalab hukum adalah masalah manusia, bukan 
sistem perundang-undangan belaka. Masalah hukum bukan semata-mata urusan undang-unclang 
(affair of rules), teiapl juga urusan perilaku man usia (affair of behavior) .. ., .. "' 

35 Opc!t, La:wren.:;e M. Friedman, hal20. 
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pengetahuan, seni, lembaga-lembaga, pola-pnla sikap, pola.pnla perilaku dan 

basil-basil material. 36 Sub budaya hukum sangat penting la:rena menjadi penyebab 

atau penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.37 Koentjaraningrat 

mengemukakan bahwa hubungan antara kebudayaan dengan hukum digarnbarkan 

sebagai barikut: 

" Suatu sistem budaya terdiri dari lwnsepsi-konsepsi yang hidup dalam 

alam pikiran sebagfan besar masyarakal mengenai hal-hut' yang harus 

mereka anggap amat hernilai dalarn hidup. Karena itu suatu sistern nilai 

budaya biasanya beifungsi sebagat pedoman tertinggi bag,i kelakuan 

manusia. sistem lata kelakuan manusia yang tingkatannya lebih konkret, ... 

seperti norma-norma hukum, dan aturan-aturan khusus, semua 

herpedoman kepada sf stem nilai budaya ". 38 

Dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para pakar hukum 

tersebut dapat diketahui bahwa hukum dengan kebudayaan mempuyai huhungan 

yang sangat era!, yaitu hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya 

suatu masyarakat, dengan kala lain hukum merupakan penjehnaan dari sistem 

nilai-nilai budaya masyarakat. 

Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unslli sistem 

hukum ilu adalah sebagai berikut: 

a. Struktur diibaralkan sebagai mesin; 

b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; 

e. Kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang 

memutuskan untuk mengh.idupkan dan mematikan mesin itu. serta 

memutuskan bagairnana mesin itu digunakan. l!' 

36 Bud! Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kelwyaan lnteleklr10l dan Budayq 
Hukum, cet l. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), haL145, 

11 SQejono Soekanto et.,al, Disiplin !fukum dan Disiplin Sasial, (Jakarta; Rajawali Pers, 
1998), hal. 164. 

16 Koentjamningrnt, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangtman, Cet. 13, (Jakarta : 
Gramedia, 1987), hal. 25. 

v.; Prof.Dr.Achmad Ali,SH, MH, Keterputukan ffukum Di lndone\~ia, (Bogor ' Ghalia 
Indonesia, 2005), hal.4. 
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Teori ekonomi yang belurn begitu lama dikena~ telah digunakan juga 

dalam pemecaban masalah-masalah hukurn sebegai suatu pendekatan yang 

digunakan oleh Studi economic analysis of law dan studi komparalif hukum 

ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan doktrin hukum kepada analisis biaya dan 

keuntuogan (cost and benefit) serta pada konsep efisiensi ekonomi yang memberi 

kemungkinan untuk meoarik kesimpulan tertentu mengenal konsekuensi dan nilai­

nilai sosial dari pada aturan hukurn tertentu. Sebingga dapat dia:tikan hahwa 

hukurn ekonomi adalah rangkaian perangkat peratunm yang mengatur kegiatan 

ekonorni yang dilakukan oleh pelnku ekonorni. Dari blltasan tersebut dapat 

diuraikan menjadi dua unsur, yaitu : 

a. Perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan yang secara 

substansial mengatur seluruh atau sebegian kegiatan ekonomi pada 

umumnya; 

b. Kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatau produksi dan 

kegiatan distribusi. Kegiatan produksi dan kegiatan distribusi pada 

dasarnya berbada dalaru dua ranah bidang bukurn utama, yaitu ranah 

hukurn privat dan ranah hukurn publik. 40 

Konsep manusia sebagai pengganda (maximizer) yang rasional daripada 

kepentingannya sendiri, mengandung arti bahwa orang mempunyai respon 

terhadap insenstif yaitu jika keadaan sekeliling seseorang beruhah sedemikiau 

rope hingga menyebabkan dia dapet meningkatkan kebuasannya dengan berubah 

sikap dan dia nkan melakukan hal demikian. Gagasan dasar dalarn analisis 

ekonomi tersebut sebenarnya secara relatif adalah sederhana yaitu adanya asumsi 

hahwa pelaku pelanggaran atau kejahatan adalah berdasar pertimbangan cost and 

benefit. Seorang caJon pelaku kejahatan yang rasional diasu.'!'_sL'<:an sehagai 

seorang pengganda keuntungan (profit marimizer) yang menimbang-nimbang 

untung ruginya rnelakukan kejahatan tersebut jika keuntungan yang diharapkan 

dari kejahatan itu lebih kecil dibanding biaya yang nkan timbul. Dalam 

memperhitungkan biaya kerugian kejahatan yang nkan timbul (expected cost) ada 

dua fuktor yang barus dipertimbangkan : 

A'} Pro( Dr. Sri Redjcki Hartono.SH, Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang : Bayumedia 
Publishing, 2007), haLlO. 
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a. Kemampuan aparat untuk menangkap dan mengadili penjahatnya; 

b. Hukuman maksimum yang dibarapkan. 

1.4.2 Landasan Konsepsional 

Dalam rangka memberikan arah pembalmsan yang jelas dalam penelitian 

bukum ini, mal<a penulis al<an memberikan beberapa defmisi operasional 

terbadap istilab-i<tilah yang akan sering digunal<an dalam penelitian ini, sehingga 

tidak menimbuikan kerancuan dalam penelitian dan pembabasan ruang lingknp 

penelitian, sebagal berikut : 

a: Peneipta 

Pencipta suatu Ciptaan merupal<an Pemegang Hak Cipta atas 

Ciptaarmya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalab 

Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang 

menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima 

lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. 

Keadaan beralihuya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang Jain 

yang menerima hak tersebut dilakal<an Pencipta melalui proses 

penyerahan (assignment) atau pemberian lisensi (licensing) kepada 

seseorang:lll 

b. Hak Cipta 

Hak cip1a adalab hak eksklusif bagi pencipta at au penerima 

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaa.nnya 

atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan~ 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 42 

c. Pemegang Hak Cipta 

Pemegang Hak Cipta adalab pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, 

atau piliak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain 

yang menerima lebih lanjut hak dan pihak yang menerima hak 

tersebut.43 

41 Prof. Tim Lindsey, BA, LL.B, BLilt, Ph.D dan rekan, Iiak Kekayaan Jntelektual suaiu 
penganta, {Bandung:: PT.Alumnt. 2006), haLl 10. 

~z tJUNo.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasa! langka L 
' 3 lbid, pasal I, angka 4. 
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d. Perbanyakan 

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, bail: 

secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan 

menggunakan baban-baban yang sama ataupun tidak sama, termasuk 

mengaiihwujudkan secara permanen atau temporer.44 

e. Masa Berlaku Hak Cipta 

Menurut UUHC No. 19 Tahun 2002 ketentuan di alas sudab 

termasuk dalam pengaturannya. Dalam UUHC yang bam ini Ielah 

diadakan pembaban-perubaban tentang masa berlaku perlindungan 

Hak Cipta untuk ciptaan-ciptaan tertentu seperti fotografi, 

database, dan karya basil pengalihwujudan serta perwajaban karya 

tulis yang diterbitkan menjadi berlaku selama 50 tahun sejak 

pertama kali diumumkan. 45 

f. l'elanggaran Hak Cipta 

Umumuya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut 

digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif 

atas ciptaannya. Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian 

substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta 

diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian 

yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah 

bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembada atau 

bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak hams dalam jumlah 

a tau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bag ian substansiaL 

Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian punting, bakan 

bag ian dalam jumlah besaran (Pasal 1 ayat 6; Penjelasan Pasal 15 

(a)). Jad~ yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualilatif 

bukan ukuran kuantitatif.46 

g. Pelanggaran Pidana 

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

menetapkan babwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa bak 

~· lbid, pasat l angka 6 
45 Opcit, Prof. Tim Lindsey,BA,LL.B,BLitt,Ph.D dan rckan, ha1122 
4~ Ibid, hal122 
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melakukan perbuatan mengumumkan atll!.l memperbanyak suatu 

Ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar 

pertunjukan, yang dilindungi Hak Cipta dikategorikan 

sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan!atau denda paling 

sedildt Rpl.OOO,OOO,OO (satujutarupiah) atau pidana penjara paling 

banyak Rp 5 milyar (Pasal72 ayat 1). UUHC No: 19 Tahun 2002 

Pasal 72 mengatur secara rincian dalarn delapan ayat berikutnya, 

pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang lain dengan mac!llll­

macam ancaman hukuman.. Keseluruhan rincian ancaman hukutruro 

pidana sebagairnana diatur dalam Pasal 72 ayat 1 s.d. ayat 9 UU 

No.l9 tahun 2002.41 

h. Dewan Hak Cipta 

Untuk membantu Pemerintah dalarn memberikan penynlnhan dan 

pemhimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak 

Cipta Dengan Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil 

pemerintah. wakil organisasi profes~ dan aoggota masyarakat yang 

memilild kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri4~ 

i. Dasar Perlindungan Hak Cipta 

Dasar perlindungan bak cipta dimulai sejak Jndooesia merdeka 

adalab dimulai dengan adanya undang-undang hak cipta pertama kali 

yaitu UU No. 6 tahun 1992 yang kemudian di!akukan perubahan­

perubahun beberapa kali sampai terakhir diterbitkan UU No 19. Th 

2002 lontang Hak Cipta yang mana UU Hak Cipta ini dianggap 

sebagai undang-undang yang merupekan basil harmonisasi dari 

perjanjian dan konvensi internasionat 

J. Fibn 

Karya seni dan budaya yt.tng merupakan media komunikasi massa 

pandang, dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan 

47 Ibid, haJ 124 
~., lJU No,l91ahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 48 
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dlrekam dengan pita seluloid, pita video, plringan video, dan/atau 

bahan basil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis 

dan ukuran melalui proses kimiaw~ proses elektronik, atau proses 

lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukan dan/atau 

ditayangkan dengan sistem proyeksimekanik, elektronik, dan/atau 

lainny-•." 

k. Sensor Film 

Penelitian penilaian terhadap film dan reklame untuk menentukan 

dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukan dan/atau ditayangkan 

kepeda umum, baik secara utuh maupun seteiah peniadaan bagian 

gambar a tau suara tertentu. 50 

I. Penyidik Pelanggamn HKI 

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan deparlemen yang Ungkup 

tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak KJ:kayuan 

Intelektual dibari wewenang kbusus sebagai Penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tabun 19&1 tenlllng 

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang Hak Cipta.' 1 

m. Penegakan Hukum 

Kegiatan menyerasikan bnbungan nilai-nilai yang teJjabarkan di dalarn 

kandab-kaedah yang mantap dan mengejawantab dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tabap akblr, untuk menciptakan, 

mcmelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hid up. 52 

n. Penegak lrukum 

Aparat yang melaksanakan alan menjalankan bukum }"ditu Polisi,Jaksa, 

Hakim, Pengacara termasuk Lembaga Pemasyarakatan yang 

4
'1 UndangMUndang Nomor g Tahun 1992 tentang Pcrfiteman, Pasa1l, huruf (l), Lcmbar 

Negara Republik Indonesia ahun 1992 Nomor 32. 
'" lhid,Pasall huruf(4). 
'' Opcit, UU No.l9 tahun 2G02 tentang.Hak Cipta, Pasal 71 
n Prof Dr. Socrjono Soekanto, SH, M.A, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhf Penegakan 

Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), haL3. 
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melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di masing-masing lembagannya.53 

Selain itu ada beberapa peraturan pelaksana yang sampai saat ini 

masih berlaku yaitu : 

I) Peraturan Pemerintah RI No. 14 T ahun 1986 Jo Peraturan 

Pemerintoh RI No 7. Tahun l 089 tentung Dewan Hak Cipta. 

2) Pcraturan Pemerinlah R! No. I Tahnn 1989 tentang 

Pcnerjemahan danlatau perbenyakau Ciptaan untuk 

kepentingan Pendidikan, llmu Pengetabuan, Penelitian dan 

Pengembangan. 

3) Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan Berne Convention For The Protection Of 
Literary and Artustic Works. 

4) Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan WIPO Copyrights Treaty. 

5) Keputusan Presiden RI No.l7 Tahun 1998 tentang 

Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum 

Secara Timhal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya 

Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan 

Masyarakat Eropa. 

6) Keputusan Presiden RI. No. 25 Tahun 1989 tentang 

Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum 

Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik 

Indonesia dengan Amerika. 

7) Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang 

Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Huknm 

Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antar Republik 

Indonesia dengan Australia. 

8) Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1994 temang 

Pengesahan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta 

antara Republik Indonesia dengan Inggris. 
-·-···----

n_ Drs.R. Abdussalam,SH, MH, Penegaknn Rukum Di Lapmrgan Oleh Polri, {Jakarta; 
PT.Gagas Mitracatur Gcmilang, 1997}, hal.J.I~ 
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9) Peraturan Menteri Kehakiman Rl No. M.01- HC.03.01 Tahun 

1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. 

10) Keputusan Menteri Kehakiman Rl No. M.014.PW.07.03 

Tahun 1988 Tentang Penyidikan Hak Cipta. 

11) Surat Edaran Menteri Kehakiman Rl No. M.OLPW. 07.03 

Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana 

HakCipta. 

12) Surat Edaran Menteri Kehakiman Rl No. M.02.HC.03.0l 

Tahun 1991 tentang Kewajihan Me1arnpirkl!n NPWP daiarn 

Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencawan 

Pemindahan Hak Cipta Terdaftar. 

l.S Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam ponulisan tesis ini adalah metode 

penelitian yuridis normatil; yaitu penelitian alas dasar hukum yang dikonsepkan 

dan dikernbangkan atas dasar dokrin aliran positivisme yang berciri lex: atau /age 

bukl!n lagi sebagai ius.54Dengan demikian penulis menitikbemtkan penelitian 

terhadap data sekunder " dengan menggunakan studi kepustakaar, berupa hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier 56 mengenai penegakan 

hokum eli bidang HKI khususnya pelanggaran Hak Cipta film. 

Pada tipe ini peneliti mengungkapkan seeara komprebensif tidak banya 

segi kelemahan, kekurangan, keceroboban dan kerugian tetapi juga keunggulan, 

j
4 S<>etandyo Wignj(!soebroto, Hukum Pamdigma, Melmie dan Dinamika Masalahnya, 

(Jakarta : Elsam dnn Huma, 2002), ha1.147-1S2. 
H Bandingkan Ronny Hanitijo Soemitro, Ma:rofah-Masalah Sosiologi Hukum 

(Ban dung.: Sinar Datu, 1984}, hal.ll 0. Demikian juga Soerjono Soekanlo, Penganlar PeneliiiarT 
Hukum, qakarnt: UI Press. I 986}, hai.S2. 

li Bambang Sunggonu, Metodologi Peneli1ian Hukum Sualu Penganfar. (Jakarta : PT. 
RajaOrafindo, 2001) baUl6·117. Bandingkan pendapat Prof. Abdulkadir Muhamad dalam 
Hukum dan PeneliJian Hukum, (Bandung ; PT. Citra Adiiya Bakti, 2004), hal 82, yang 
menje!askan bahwa bahan hukum dapat dikiasifikasikan menjadi 3 (tiga) galongan, yaitu : 
a) Bahan Hukum Primer (primary law material) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan me:ngikat bagi 
pihak~pibak berkepentingan (kontrnk, konvensi, dokumen hukum dan putusan bulrom; 

b) Bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terbadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jumal hukum, laporan hukum 
dan media celak atom elekcronik); 

c) Bahan hukum tertier (tertiary lmv marerial) yaitu bahan hukum yang member! penjclasan 
tcrhadap bahan ltukum primer dan baltao hukrnn sekunder (rnncangan uodang~undang, kamus 
hukum dan ensiklopedta). 
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kelebihan, keuntungan atau manfaat sekaligus menunjukan solusi yang paling 

baik yang perlu dilakukan oleh pembuat Undang-Undang atau diambil oleh 

decision maker. Tipe tinjauan yuridis ada.lah tipe pembahasan yang umum 

dipakai, tetapi tipe analisis yuridis adalah tipe pembabasan yang peling berbobot 

darl segi akademik dan teknik perundang-undangan.57 Selain itu, penulis juga 

menggunakan teknik wawancara tidak: berencana58 guna mendukung penelitian 

dan menunjang sumber data sekunder yang sudah ada. 

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan pendek:atan kualitatif dengao cam menginventarisir, menyusunnya 

secara sistematis serta kemudian menginte.rprestasikannya me1alui metode--metode 

penafsiran hukum, menghubangken satu sama lain, dikaitkan dengan 

permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara deskriptip analitis59 

sehingga dapat membantu mencari jawaban dari permasalahan yang diambil. 

Adapun caranya dengan menelaah dan menganalisa berbagai peraturan 

perundang-undangan setelah terlebih dahulu menginventarisasi dan menemuk:an 

a:zas-azas hukum serta menemukan hukum yang sesuai dengan penegakan hukum 

di bidang HKl khususnya pelanggaran Hak Cipta film di Indonesia yang 

selanjutnya disajikan secara sisternatis sesuai dengan permasalahan penelitian 

yang ada sehingga penelitian hukum ini bermutu dan sempurna.60
• Cara 

mengarnhil kesimpulan dilakukan secara dedulctif1 terhadap masalah-rnasalah 

konkret yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang HKl khususnya 

pelanggaran Hak Cipta fihn di Indonesia. 

Snmhar-sumber penelitian hukum yang menjadi baban peneliti adalah 

sebagai beriknt : 

a. Bahan hukum pnmer yakni bahan yang terdiri undang-undang, 

peraturan pemerintah dan atura.n lain dibawah undang - undang, serta 

data yang diperoleh dari basil studi lapengan dengan mengumpulkan 

}
7 Prof.Abdulkadlr Muhamad, Hukum dan Penelitian Hulrum, {Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004), hal. ll6 
S1l Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Jluk«m, (Jakarta: Rineh Cipta, 2007). haL96. 
52 Opclt,. Soetandyo Wignjosoebroto, haL215. 
w Opcit Pro£Abdulkadir Muhamad, baL127 
&l Jbid., Bam bang Sunggono, bal.38. 
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basil putusan pengadilan dan data - data lainnya haik dari instasi 

pemerintah maupun dari pihak swasta dan masyarakat di Jakarta 

yang dianalisis untuk menentukan konsepsi panyelesaian 

parmasalahan pambajakan hak cipta di Jakarta. 

b. Bahan hukum sekunder adalah hahan hukum yang diparoleh dari 

buku, teks, jurnal-jurnal asing, pandapat para srujana, kasus-kasus 

huknrn, serta lok.a karya yang dilakukan para p>ikar terk.alt tentang 

pemhahasan tentang penegakan hukum di bidang hak cipta 

khususnya pambajakan karya oipta film. 

c. Bahan tertier, adalah buku, leks, jumal dari disiplin ilmu selain 

hukum seperti, ekonomi, politik, kriminologi ensiklopedia, kamus, 

artikel haik dari berhagai media yang mendukung penelitian ini. 

l.O Sistematika Penelitian 

Bab I Pendahuluan, pada hab ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan 

yang menjadi da•ar panulisan, yaitu Jatar belakang masalah, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan penelitiau, kerangka teoritis dan konsepsional, metode 

penelitian dan sistimatika penulisan. 

Bab 2, dalarn hab ini akan diuraikan mengenai parkemhangan hukum Hak 

Cipta dan parmasalahan dalarn praktek, pada hab ini akan menguraikan pokok­

pokok bahasan yang menjadi sub hab pennlisan, yaitu sejarab perkembangan 

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, konvensi-konvelll!i internasionai di 

bidang Hak Cipta dan permasalahan Hak Cipta dalam praktek di masyarukat. 

Bab 3, da!am bab ini l!Y.an mengenai penegakan hukom di bidang film, dan 

pada bah ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan yang menjadi sub hab 

penulisan, yaitu pcnegakan hukum di bidang film di Jakarta dan menguraikan 

tentang faktor-fuktor yang mempengaruhi lemabnya penegakan hukum di bidang 

hak cipta khususnya karya film di Jakarta. 
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Bah 4, dalam bah inl akan diUiaikan tentang analisa implementasi 

penegakan hukum di bidang film (analisa kasus) dan konsepsi penyelesaian 

masalah dalam rangka meningkatkan peran penegak hukum dalam menekan 

teijadinya pelanggaran di bidang Hak Cipta karya film yang terjadi di Jakarta. 

Bab 5, dalam bah ini berisi keslmpulan dari penguraian bab-bab 

sebalumnya dan merupakan intisari dari penulisan basil peneUtian.Kesimpulan 

yang menjawab dari rumusan permasalahan yang dilakakan penelitian dengan 

saran yang barsifat aplikatif dan akademis. 
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BAB 2 

PERKEMBANGAN HUKUM HAK CIPTA DAN 

PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK 

2.1 Perkembangan Il.ulrum Hak Cipta 

Peranan hukum dalam pembanguanan ekonomi suatu haugsa merupakan 

sesuatu yang tidal< dapat diabadikan keberarlaannya. Sehingga songat jelas, jika 

kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan 

mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebalikuya hukum itu tidal< mampu berperan 

secara efektil; maka dapet dipastilom akan berdampak buruk terhadap 

pembangunan ekonomi. 62 Kondisi ini berlaku juga bagi Indonesia sebagai sebuah 

negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apelagi, 

latkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara bukum 

(rechtstaat). Dari sini tersirat pula hahwa Indonesia menghendaki dua hal, 

pertama, hukum dibarapkan dapat berfungsi secara efuktif; kedua, dengan hukum 

dapat berfungsi, maka pembanguan ekonomi akan mudah untuk direalisasikan. 

Hukum yang rnengatur ekonomi dan kegiatan ekonomi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat karena berbagai hal, antara lain meningkatnya 

pasar internasional sebagai pasar bebas dan laju investasi di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia.63 Pengaruh internasional yang begitu besar 

terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara berkernbang mampu 

mempengaruhl hukum dan perangkat hukom yang rnengatur perekonomian 

62 Bandingkan pendapat DR Johannes Ibrahim, SH. Mhum dan Lindawaty Scwu, SH, 
Mhum, Hukum Bisnis Dafam Persepsi Monusia Moderen. (Bandung : PT.Refika Aditama. 2004), 
hal.24, menyatakan bahwa hukum merupakan suatu bidang yang, periu dibangun untuk 
rnemperkokoh pembanguanan di Indonesia dalam menghadapi kemajuan serta perkcmbangan 
ilrnu, teknologi dan seni yang sangat pesat Masa:lah hukum bukanlah masalah yang berdiri scndiri, 
akan telapi berkaitan deng.an masalah-masalah kemasyarakatan lainnya t.erutama dalam 
pembanguanan ekonomi masyarakat. 

61 Bandingkan dengan pendapat Ennan Rajagukguk, Diktat Hukum lnvestasi di 
lnd<mesia, (Jakarta : Universitas lndonesia., 2006), hal. 19 yang ruenjelaskan bahwa beberapa 
alasan Jndonesia sebagai negara berkembang memeriukan investasi modal asing adalah sebagai 
berikut: 
a. alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan 

pertumbuban ekooomi (etxmomic growth), guna memperluas lapangan kerja; 
b. kedua, menghernat devisa dengan mendorong ekspor nonmigas; 
c. Ke!iga, alih teknologl dan memban_gun sarana dan prasarana serta mengembangkan dacrah 

!ertinggal. 
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nasional 64 Dengan demikian, hukum yang meugatur kegiatan ekonomi di 

Indonesia meugalami perkembaugan yaug sangat pesat, mulai dari bukwn 

perjanjian, hukwn mengenai bak-bak kebondaan, hukwn perusahaan, 64Ullpai pada 

hukwn perbangkan dan hukwn dibidang transportas~ bahkan hukwn bak milik 

. intelektual., 

Di dalam era globalisasi dimana perdagangan sudah melampaui batas­

batas suatu negara, maka hukwn suatu negara dapat borubah karena tekanan 

kepentingan ekonomi. Negara tersebut secara sadar mengubah undaug-undaognya 

untuk mendapatkan akses kepada pasar interuasional." Oleh karenanya slll!lu 

negara dengan terpaksa barus merubah undaog-undaognya untuk tidak kehllangan 

pasar pada negara yaug memiliki bargaining power tersebnt. Dalam bal ini dapat 

dikatakan bahwa suatu undaog-undang itu tidak akan berubah banya karena nilai 

yang dikandung undaog-undang itu tidak cocok dengan masyarakatnya atau hanya 

karena pertimbaugan adil tidak adi~ sesuai atau tidak sesuai dengan moral. 

Sentimentil moral dalarn boborapa bal tidak cakup dihangun atau dimobilisasikan 

untuk diterjemahkan kedalam hukwn Kepentingan ekonomi yaug lebih 

mendorong lahimya atau hapusnya peraturan perundang-undaogan.57 Hak 

kekayaan intelektual Ielah menjadi bagian penting suatu negara untuk menjaga 

keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi 

suatu negara saugat bergantung pada selctor perdagangannya, yang peda akhirnya 

ditentukan pula oleh keungguian komparatif yaug dimilikinya. Sementara itu, 

keunggn!an komparatif sangat tergantung kepada kemampuan teknologinya, yang 

salah satu unsurnya adalah pada bidang caknpan kekayaan intelelctual. Jad~ 

64 Bandinglum dengan pendapal Su!laryati Hartono, Hukum Elumomi Pembangunar. 
indonesia, (Bandung: Bina Cipta. 19&2), hat 6~7 , yang menyatakan bahwa " ... pembaharuan 
dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem 
hukurn yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas bukum yang sesuaijuga akan memperlancar 
terbentuknya stuktur ekooomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum 
yang !idak sesuatjustru akan menghamba! terciptanya struktur ekonomi yang diclta-citakan ". 

6s Sri Redjeki Hartono, Hvkum Ekonomi Imionesio, (Malan~r Bayumedia Publishing. 
2007), hal. 4. 

6(. Richatd C. Breden, The Globalization ofLaw and Business in !he 1990an, Woke Forest 
l.CM• Review, Volume 28 (No.3 Winter 1993). b.515, sebagatmana telah dialih bnhasa oleh Tengku 
Keizenia Devi Azwar, dengan tulisannya berjudul Gfobaf Efu>nomi dan PertJbahan Hulmm, yt1ng 
merupakan kumpulan tulisan yang diedit oleh Ridwan Khairandy, dalam buku " Masalah­
Masalah Hukum Ekonomi Kanlempqrer, (Jakarta: Fakullas Hukum Universilas fndonesia 
Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2606), haL563 

57 Opclt, Ridwan Kbairandy, hal.564. 
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dengan demikian kekayaan intelektual adalah salah satu bagian yang sangat 

strategis da1am kegiatan ekonomi suatu negara saat ini. 68 

Indonesia ada!ah salah satu negara yang ikut meratifikasi pengesahan 

Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Uadang-Uadang 

Nomor 7 tahun 1994." Konsekuensinya dari ratifikasi ini rnendorong Indonesia 
---~ 

hams rnelakukan harmonisasi hukum nasiona! terhadap beberapa persetujuan 

internasional yang tidak terpisab dari Persetujuan Pendirian Organlsasi 

Perdagangan Dunia. diantaranya TRIPs Agreement." 

Upaya ha:nnonisasi hukum nasional dalam bidang HKl Ielah dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia beberapa kali. Kebijaksanaan strategis pemerintah 

Indonesia dalam upaya membangun sistem hukum HKl yang dapat 

mengakomudir berbagai pihak baik nasional maupun dalam kaitannya dengan 

kerjasama interoasional.71 Langkah-langkah penyesuaian ini sekaligus meropakan 

kebijakan nasional dalam upaya membangun sistem HKl . Untuk itu, beberapa 

~~ Muhamad Djumhana, dao lt Djubaedillah, Hak Milik lnJelekJual Sejarah.Teori dan 
Prakteknya dl Indonesia. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003}, bal. tO, 

M Persetujuan WTO termasuk didal;unnya persetujuan mengooal pembentukan WTO 
(World Trade OrgonizaJion, yang mencakup: 
a. Persetuan multilateral dibidang perdagangan barang ( populer dengan stbutan GATT 1994). 
b. Persetujuan umum dibidang perdagangan jasafGATS ( General Agreement on Trade in 

Service) 
c. Persetujuan mengenai perdagangau da1am kaltannya dengan aspek bak kekayaan intelektual 

ITRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). 
d. Kesepa.katan mengena[ tata tertib aturan dan prosedur penyelesaian sengketa/DSB 

(Underslt:mding on Rules and Prosedures Governing the Settlement of Disputes) 
e. Kesepakatao mengenai mekanisrne peninjauan kernbali kebijaksanaan perdagangan I TPRM 

(I'rade Policy Review Mechanism} 
f. Persetujuan perdagangan pluriiaterat I PTAs ( Piurilateral Trade Agreement). 

m TRIPs Agreement menetapkan standar minimum, yalmi : 
a. Copyright and related right, including computer programs atrd databases; 
b. Tr(Jdemarks; 
c. Geographical indicazion; 
d. Tndl.fslrial designs; 
e. Patents; 
f. lnlegrated circuli, and 
g. Undisclosed infcrmaticn. 
Lihat Carlos M Correa, Intellectual Property Ri'ghts. the WTO and Developing Countrrles the 
TRIPs A~reemenl and Pclicy Option, (Malaysia: Zed Books Ltd. 2000) 

1 Uhat pendapat Romli A.tmasusmila, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan 
Penegak Hukum, (Ban dung: Mandar Maju, 2000), Hai.I94. Konstitusi seliap negara sudah pasti 
menegakkan tenlang hak, kewajiban, togas , wewenang dan langgung jawab baik negara dan 
penduduknya untuk mernpertahankan atau menyelamalkan negara . 
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kebijakan nasional dalam kerangka mendukung alas pembangunan sistem HKl di 

Indonesia dilakukan melalui lima langkah stralegis, yakni: 72 

a. Legislasi Konvensi lnternasional: merevisi atau III.erubah peraturan 

perundang-undaugan yang telah ada di bidaug HKI dau mempersiapkan 

peraturan perundaug-undangan baru di bidaug HKJ, juga memwrsiapkan 

penyertaan Indonesia dalam konvensi~konvensi internasional. 

b. Administrasi: menyempurnakan sistem administrasi pengelompokan HKI 

dengan misi memberikan perlindungan hukum dau menggalakan 

pengembangan karya-kalya intelektual. 

c. Kerjasama: meningkatlam kerjasarna terutama dengan pihitk luar negeri. 

d. Kesadaran masyarakat: memasyarakatkan atau sosialisasi HKJ. 

e. Penegakan bukum : membantu penegakan hukmn di bidaug HKI. 

Dari aspek kelembagaan pemerintah telah mengambil beberapa 

kebijakan dalam upaya rnembangun sistem HKI yang efektif. Hal ini 

dimulai dengan dibentuknya Diraktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merak 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Talmo 1988. Seiring dengan 

bertambabnya aspek-aspek yang menjadi obyek perlindungan HKI di 

Indonesia, pada tabun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 144, 

Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek diganti menjadi Direktoral 

Jenderal Hak Kekayaan lntelektual (Ditjen UM). Pada tahun yang sama, 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 189, Ditjen HKI diberi tugas untuk 

me~aksanakan sistem HKl nasiona1 seca:ra terpadu, tertnasuk untuk 

mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait. Atas upaya penataan 

kelembagaan ini~ Ditjen HKI saat ini terdiri dari Sekretaris Direktorat 

Jendera~ DL'<'ktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tala Letak Sirkuit 

Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Paten~ Direktorat Merek, 

Direktcrat Kerjasama dan Pengembangan HK1 serta Direktorat Teknologi 

" Informasi. 73 

12 Abdul Bari Azed, Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembangunan Nasional di Bidang 
Hak Kckayaan Intetektual dl Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Law 
Enforcement and Dispute Resolution in !PR Field-Comparing lnd6nesic, Japan and Countries in 
Asia, Surabaya 28 Januari2Q04. 

n Ibid, Abdul Bari Azed, Surabaya 28 Januari 2064. 
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Terkait dengan penataan kelembagaan da1am rnendukung 

pelaksanaan sistem administrasi dan dokumentasi HKI adalah dengan 

melibatkan Kantor Wilayab Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

di seluruh Indonesia untuk menerima permohonan pendaftaran HKI Pada sis! lain 

keterlibatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam menerima 

permohonan pendaftaran HKl adalah untuk memudahkan masyarakat, termasuk 

masyarakat kecil untuk mengurus peadaftaran HKl mereka. Dalam hal kebijakan 

peda infrastruktur, ldni pihak Ditjen HKl telah memperolah bantuan deri 

International Bank for Recontruetion and Development Agreement antara 

Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang menghasilkan bantuan 

pinjaman luar negeri bagi Ditjen HKl untuk membiayai antara lain Preparing 

Automation Plan dan Automation Equipment. Sistem otomatis ini baru saja 

selesai dilak.sanakan. Diharapkan dengan sistem otomatis ini akan 

memberikan dukungan yang maksimal bagi pelaksanaan sistem administrasi HKI, 

menuju sistem pengelolaan HKI modern, yang akomodatif dan responsif 

terhadap kepentingan masyarakat. 74 Dengan dukungan sistem otomatis 

ini, akan membuka kemungkinan bagi Ditjen HK1 untuk memperluas 

jaringan online dengan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM di daerah. 

Outcomes dari sistem ini adalah adanya kemudahan dan manfaat yang sebesarM 

besamya bagi masyarakat pengguoa HKI dalam mendapatkao informasi HKI 

secara mudah dan efesien. 75 

Apabila memperhalikan bal-bal di alas, jelaslah bahwa langkah-langkah 

tersebut dilakukan dalam upaya mengefektifkan dan mengoptimalisasikan 

perlindungan HKI. Di samping, untok perlindungan HKI yang optimal dan 

efektif dan tentunya ditinjau dari sudut paodang okonomi pembangunan atas 

sisiem HKI nasional ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara 

lebih maksimal lagi. Oleh karenanya, harapan untuk menjadikan HKI 

14 Bandingkan pendapat A. Zein Umar Purba , 2001, Pokok-pokok Kebijaksanaan 
Pembanguanan Sistetn H'K1 Nasional ,Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13 April2001, haL 4-5, yang 
menyatakan bahwa Kebljaksana.an Pemerintab saat ini baru sebatas penguatan pada lnstrumen 
hukum, oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya eksploitasi ekonomi darl negara maju 
terhadap negara berkembang semestinya dalam upaya melakukan lmrmunisasi bukum dari TRIPs 
terhadap Undang~Undang Hak Cip1a. hal ini merupakan kebijakan pemerintah (Presirlen dan DPR) 
untuk melet.akkannya dalam rangka kepentingan Nasionai. 

H Opclt, Abdul Bari Bazed. Surnbaya 28 Januari 20(}4. 
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sebagai sarana alternatif guna menambah devisa negara benar~benar dapat 

tercapai atau diwujud.lam. 

Kebijakan nasional dalam kerangka merulukung atas pem!Jangunan sistem 

HKl di Indonesia khususnya sistem Hale Cipta, maka tidak terlepas dari aturan 

~ang tertuang dalam: I) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hale 

Cipta;16 2) Undang-undang Nomor 7 Takan 1987 tentang Perubahan atas undang­

undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hale Cipta;77 3) Undang-undang Nomor 12 

tahun 1997 tentang Perubahan alas undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang 

Hale Cipta sebagaimana Ielah diubah dangan undang-undang Nomor 7 Tahun 

1987;78 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hale Cipta.79 

Berikut di bawah ini uraian masing-masing perundang-undangan dalam 

bidang hale cipta di Indonesia, antara lain: 

a. Undang-Undang Hale Cipta tahtm 1982 

Pada tangga112 April 1982, oleh pemerintah Indonesia diputuskan 

untuk mencabut A.W. 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan 

sekaligus diundangkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang 

hale cipta yang dimuat daiam Lembaran Negara RI Tabun 1982 Nomor 15. 

Yang menjadi dasar pertimbangan dan melatarbelakangi penetapan 

Undang-Undang Nomor. 6 tabun 1982, sebagai berikut."' 

I) Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong 

dan melindungi penciptaan, penyebarluasan basil karya ilmu , 

seni dan sastra mempercepat pertumbuban, kecerdasan kehidupan 

bangsa, perlu dibentuk Undang-undang tenlang Hak Cipta. Undang­

undang tentang Hale Cipta, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912, 

perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan clta­

cita hukum naskmal; 

16 LembarNegara Tahun 1982 No.l5, Tambaban Lembar Negara No.3217 
n Lembar Negara Tahun 19&7 No.42, Tambahan Lembar Negara No.3362 
7

' Lembar Negara Tahun 1997 No.29, Tambahan Lcmbar Negara No.3679 
19 Lembar Ncgara RI Tahun 20{12 No.&5, Tam bah an Lcmbar Negara No.4220 
w EddyDamiah, '' Hukum HakCipta ", (Bandung; P1'.Alumni, 2005), hal. 141. 
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2) Bcrdasarkan hal tersebut pada angka 1 di atas maka pengaturan 

tentang Hak Cipta berdasarkan Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 

perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhau dan cita-­

cita hukum Nasional. 

Selain dua dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh pemerintah 

dikernukakan lima butir Jatar belakang dan beberapa pengertian umum 

yang digwmkan sehagai dasar untuk mengganti A.W. 1912 dengan UUHC 

1982 seperti dimuat dalam Penjelasan atas UUHC 1982 

(Elucidation), yang perinciannyaadalah sebagai berikut: 

1) Dalam rangka pembanguuan di bidang hukum derni l!lendorong 

dan melindungi penciptaan, penyebarluasan basil karya ilmu, seni 

dan sasta mempercepat partumbuhan, kecerdasan kehidnpan bangsa, 

perlu dibentak Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-Uundang 

tentang Hak Cipta, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912, perlu diganti 

karena sudah tidak sesuai dengan kebutubun dan cita-eita hukum 

nasional; 

2) Dalam undang~undang ini selain dimaksudka.n unsur barn 

mengingat perkembangan teknolog~ diletakkan juga unsur 

kepribadian Indonesia yang mengayorni baik kepentingan individu 

maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi 

antara kedua kepentingan dimaksud Walaupun dalam Pasal 2 

UUHC-1982 ini ditentukan hak eipta adalah hak khusus tetapi sesuai 

dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945, maka ia mernpunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat 

dibatasi untuk kepentingan urnum; 

3) Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak 

cipta, dalara undang-undang ini diadakan kelenJ:nan-ketentuan 

mengenai pendaftaran ciptaan. l'endaftaran ini tidak mutlak 

d iharusken karena tanpa pendaftaran pun hak eipta dilindungi. 

Hanya mengenai clptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan 

lebih memakan waktu pembuktian hak eiplanya dari ciptaan yang 
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didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan 

diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan 

dilakukan secara pasif artinya bahwa semua permohonan 

pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan panelitian 

mengenai hak pemohon kecuali jika sudah jelas temyata ada 

palanggaran hak cipta. Demikian dalam undang-undang ini dianut 

sistem pandaftaran negatif-deklaratii; sOparti juga yang dipargunakan 

dalam pandaftaran merek dan pandaftaran tanah. Pada umumnya 

dalam hal terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan 

kewenangan untuk mengarnbilkeputusan; 

4) Dalam undang-undang ini diatur pula tentang Dewan Hak Cipta 

yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada 

pancipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai 

fungsi ganda yaitu sebagai wadab untuk melindungi ciptaan 

yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung 

antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta 

merupaken hadan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan 

negeri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak 

Cipta diharapkan agar kepentingan para pcncipla akan lebih terjandn; 

5) Prinsip dalam pamberian perlindungan hak cipta yang dianul dalam 

undang-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua 

ciplaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat di 

mana ciplaan diumumkan untuk pertama kelinya. Ciplaan orang asing 

yang tidak diumumkan untuk partarna kalinya di Indonesia tidak 

dapat didaftarkan. 

b. Undaag-Undang Hak Cipta tahun 1987 

Pada tanggal 19 September 1987, UUHC 1982 telah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahuo 1987 tentang Hak Cipta, 

sejak tahun 1987 Pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu 
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untuk mengubah UUHC 1982 dengan mengemukakan empat dasar 

pertimbangan huknm yang termuat dalam Mukadimahnya: " 

1) Pemberian perlindungan bukum terhadap hak cipta pada 

dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan 

iklim yang Jebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya 

gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni. dan 

sastra; 

2) Di tengah kegiatan pe!aksanaan pembangunaa nasional 

yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra, temyata Ielah berkembang pula 

kegiatan pelanggaran bak cipta, terutama dalam bentuk tirulak 

pidana pembajakan; 

3) Pelanggaxan bak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang 

!liDmbahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakal 

pada umumnya dan minat untuk mencipta khususnya; 

4) Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran bak cipta 

dipandang perlu untuk mengubah dan menyempumakan beberapa 

ketentuan dalarn Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta. 

Selain empat dasar hukum yang digunakan untuk menguhah 

UUHC 1982, o1eh Pemerintah juga mengemukakan Jatar belakang perubaban 

UUHC 1982. Hal-hal ini dipaparkan dalarn Penjelasan Umum yang merupakan 

begian inheren dengan UUHC 1987, sebagai berikut: 

Pertumbaban dan perkembangan ihnu pengetahuan, seni, dan sastra, 

sangat besar artinya bagi peningketan tarafkebidupan, peradaban, dan marta bat 

manusia. Selain itu juga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

bangsa, dan negara. Hal iui mengingat bahwa pe1aksanaan pembangunan nasional 

yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan 

seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk 

111 Ibid, Eddy Damian, haL 144 
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mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat 

untuk mendorong melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut. 

Sehubungan dengan itu maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta te!ah disusun dan disabkan. Perlindungan hukum yang 

diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terbedap karya 

eipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan behwa perlindungan tersebut akan 

dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk rnelahirkan 

ciptaan barn di bid11llg tersebut di alas. 

Walaupun demikian di dalarn pelaksllllaall Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta bingga saat ini temyata banyak dijumpai terjadinya 

pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak 

cipta. Laporan masyarakat pada umumnya.. dan khususnya erat dengan hak 

clpta di bidang film dan rekarnan video, serta komputer, rnenyatakan bahwa 

pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu 

dengan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat yang 

membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta. Dalam 

pengertian yang lebih luas, pelanggaran tersebut juga akan membahayakan 

sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. 

Sudah tentu peakembangan kegiatan pelanggaran bak cipta tersebut 

dipongaruhi oleh berbagai faktor. Rendalmya tingkat pemahaman masyarakat 

akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh 

keuutungan dagang dengan cara yang mudah. ditambeh dengan belum cukup 

terbinanya kesarnaan pcngertian. sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum 

dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu 

mempero leh perhatian. T etapi di luar faktor terse but di atas, pengamatan terhadap 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan 

masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan, sebingga mampu menangkal 

pelanggaran tersebul Secara umur14 bidang dan arah penyempurnaan tersebut 

adalah: 

I) Ancaman pidana yang dinilai terlalu ringan, dan kurang rnampu 

menjadi penangkal terhadap pelanggaran bak cipta. Selain itu untuk 
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efektivitas penindakan, dipandang perlu menyesualkan ancaman 

pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalatn Pasal 21 

KUHAP; 

2) Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan 

ketentuan bahwa jYelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak 

pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan ke butuhan. 

Pelanggaran tersebut sebarusnya memang diper)akukan sebagai 

tindak pidana biasa, penindakannya dengan begitu tidak Jagi semata­

lllllta did"""'*"" pada adanya pengadnan; 

3) Akibat dari pelanggacan bak cipta bukan saja merugikan pencipta 

a tau pemegang hak cipta~ tetapi juga perekonomian pacia 

umumnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila ciptaan atau 

barang yang terbukti merupakan basil pelanggaran bak ciptu, 

dirampas untuk negara guna dirnusnahkan; 

4) Masalah lain yang perlu pula ditegaskan adalah adanya bak pada 

pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran, untuk 

mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk 

melakukan tuntutan pidana; 

5) Seiring dengan langkah di atas, untuk mencegah kerugian yang 

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dirasakan perlu 

adanya penambaban ketentuan yang selama ini belum ada. yaitu 

penegasan tentang kewenangan hakim untuk memerintahkan 

pengbentian kegiatan pembuatan, parbanyakan, pengndaran, 

penyiaran, dan penjuaian ciptaan atau barang yang merupakan basi! 

pelanggaran bak cipta sebelum putusan pengadilan; 

6) Selain itu, diperlukan beberapa penyesuaian ketentuan, baik 

berupa penghapusan atau penambahan guna menyesuaikan 

dengan kehutuban. Sebagai misal, palec antropologi seperti yang 

tercantum dalam l'asal 10 ayat (1). l'ada dasarnya bal tersebut jelas 

bukan merupakan ciptaan manusia, dan k:arenanya memang tidak 

tepat unluk dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak cipta inL 
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SebaHknya. program~program komputer atau .,Computer Ptograms 11 

yang merupakan bagian daripada perangkat lun.ak dalam sistem 

komputer dan pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang 

ilmu pengetahuan, merupakan hal yang perlu ditegaskan 

sebagai ciptaan yang layak diberi perlindung,an dalam 

rangka hak cipta, demikian juga seni batik. Penegasan 

serupa diberikan pula terhadap- karya rekaman suara atau 

bunyi dan karya rekaman video sebagai karya cipta yang 

dilindungi; 

7) Ketentuan tentang penerjemahan atau perbanyakan yang 

dikaitkan dengan kepentingan nasiona1, tetapi pelaksana­

annya diserahkan pa.da inisiatif perorangan, telah pula 

menimbulkan berbagai ketidakjelasan. Kesan bahwa 

ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan pengambil­

alihan yang terselubung, dan di lain pihak adanya kesan 

bahwa seakan-akan negara memberi kesempatan kepada 

warganya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang 

kurang wajar atau dengan dal.ih kepentingan nasional, perlu 

segera diperbalki. Dalam hubungan ini, apabila benar­

benar negara memerlukan untuk suatu alasan atau 

kepentingan yang jeJas, arah pengaturannya periu dengan 

tegas dikaltkan dengan pembebanan kewajiban untuk 

menerjemahkan atau memperbanyak~ atau memberi izin 

(lisensi) kepada pihak lain yang ditunjuk untuk 

meiakukannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia, 

negara yang akan melaksanakannya; 

8) Masalah jangka waktu perlindungan. Selama ini, kecuali 

untuk fotografi dan sinernatografi yang hanya diberi 

perJindungan hukum selama 15 tahun, karya cipta lainnya 

diberikan perlindungan hukum selama pencipta hidup dan terus 

berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta yang bersangkutan 

meninggal dunia. Ketentuan seperti sebenarnya tidak 
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memberikan gambaran tentang kebutuhan dan praktek 

pemberian perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta 

yang memang perlu dibedakan satu dengan lainnya. Jangka waktu 

perlindungan lrukum bagi bak cipta seorang pencipta fim dengan 

perusahaan rekaman, pada dasamya memang horus dibedakan yang 

sifutnya asli dan orsinil dengan yang sifutnya tururum atau derivatif 

Selain itu, jangka walctu perlindungan selama pencipta hidup 

dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta yang 

bersangkutan meninggal, secara umum juga memerlukan perhatian. 

Jangka walctu tersebut diuhah dan diperpanjang menjadi selama 

pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah 

pencipta yang bersangkutan meninggal. Perubahan ini 

bukan saja berkaitan dengan praktek yang dianut oleh negara­

negara lain yang secara umum memberikan perlindungan hingga 

50 tahun setelah pencipta meninggal, tetapi juga dalam rangka 

kebutuhan kita untuk menyesuaikan diri bilamana pada suatu saat 

akan mempertimbangkan keikutsertaan dalam salah satu 

pejanjian multilateral di bidang perlindungan bak cipta. 

Sekalipun jangka waktu perlindungan tersebut 

diperpanjang hingga 50 tabun, tetapi hal ini tidak perlu diartikan 

hahwa tidak ada lagi hatasan tentang fimgsi sosial alas suatu hak 

milil< seperti hak eipta. Batasan tersebut tetap ada, dan secara efelctif 

akan lebih mudah dilaksanakan melalui mekanisme "compulsory 

licensing" yang sekarang diatur delam Undang-undang ini. Selain itu 

undang-undang ini masih tetap memberikan sarana guna 

mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik 

sebagairnana lazimnya. Ketcntuan seperti Pz.sal 13, 14, dan 

Pasal 17 memberlkan kemungkinan kepada masyarakat 

untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindangi bak cipta 

sebagai salah satu hak milik. Kemungkinan seperti inilah yang 

memberikan batasan kepada hak cipta sebagai hak dan 

sekaligus memberi arti serta ujud fungsi sosial daripada hak cipta. Di 
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samping itu, memang diperlukan perpanjangan jangka waktu 

periindungan hukum bagi hak cipta di bidang fotografi dari 15 

tahun seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tabun 1982 

menjadi 25 tahun. Hal ini didasarkau atas pertimhangan tentang 

perlunya diperhatikan kemajuan teknologi futografi dan 

penyesuaiannya dengan praktek yang umum dianut oleh negara 

lain, ataupun dengan ketentnan dalam saJah satu perjanjian 

multilateral di bidang ini seperti diut.arakan terdahulu. Bertolak dari 

pernik iran tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan dan 

pembedaan bagi kelompok hak cipta berdasar sifat ciptaan tersebut, 

dabun undang-undang yang sekarang dijabarkan secara lebih rinci 

pengat1lll!lll1ya; 

9) Masalah lingkap berlakunya undang-undang bak cipta, khususnya 

yang menyangknt pemberian perlindungan hukum bagi bak eipta 

asing. Berdasarkau undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, bak cipta 

asing hanya dilinduagi apabila karya cipta yang bersangkutan untuk 

pertama kali diumumkan di Indonesia. 

Ketentuan seperti di atas selama ini menimbulkan berbagai ta!Siran dan sulit 

untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, penyempumaan dahun undang-nndang ini 

diarahkan untuk lebih memberikan kepastian dan kewajaran sesuai dengan cita 

dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat 

bangsa-bangsa yang sejabter!\, adil, dan saling menghormati. Hale cipta asing, 

dalam undang-undang inl akan dilindungi pula dengan ketentuan: a) dinmumkan 

nntuk pertama kali di Indonesia; b) negara dari pemegang hak cipta a sing 

yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenal 

perlindungan hak cipta dengan negara republik Indonesia; c) negara dari 

pemegang hak cipta asing yang bersangkntan ikut serta dalam 

perjanjian multilateral yang sarna di bidang hak cipta, yang diiknti pula oleh 

Negara Republik Indonesia. 
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c. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 

Setelah meratifik.asi WTO Agreement, Indonesia melakukan 

revisi terhadap berbagai undang-undang di bidang hak kekayaan 

intelektual yang ada. Pada intinya perubahan terhadap semua undang­

undang hak kekayaan intelektJml sebagai akibat penyertaan Indonesia pada WTO 

Agreement ditekankan pnda perlueya peneiptaan ildhn yang lebih baik bagi 

tumbuh dan berkembaug serta terlindunginya karya intelektual guna mei!U!C!ll'kan 

arus perdagangan internasional. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yang 

mengubahUndang-undang Hak Cipta yang berlaku saat itu (Undang-undang No.6 

Tahun 1982, diubah derlgan Undang-undang No._ 7 Tahun 1987), di.rebutkm! bahwa: ll1 

"Salah satu .perkembangan yang menonjol dan mempero/eh perhatinn 

seksama da/am masa sepuluh tahun lerakhir dan kecendt:rungan yang masih 

a/ran berlangsang di masa yang a/am datang adalah semaldn meluasnya 

arus g/obalisasi balk di bidang sosial. ekcnomi, budaya maupun bidang­

bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan. terutama karena 

perkembangan di bidang teknologi informasi dan transportasi Ielah 

menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan 

bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama." 

Konsep dasar hukum Hak Cipta seperti itu dianut dalam peraturan 

perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

penjelasan angka I Undang-Undang Hak Cipta 1997. Dengan demikian, 

yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan 

bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa 

terwujud khas dalam bidang kesusastraan. seni maupun nmu 

pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 Universal Copyright 

Convention (UCC), pada Pasal I, menentukan yang dilindunginya, yaitu 

bidang: kesusastraan, ilmu pengetabuan (scientific), dan pekerjaa.n senl (artistic 

worl<.l termasuk karya tulis, drama sinematografi. lukisan pahatan dan patung. 

Perubahan terakhlr ini me!iputi penyempurnaa.n dan penambahan. 

Penyempurnaan terdiri dari antara lain penyempumaan terbadap perlindungan bagi 

ciptaan yang tidak nda penciptauya, pengecualian pelanggaran hak cipta, jangka 

112 Undang~Undang: No.12 Tahun 1997, Pcnjelasan Umum alinca kedua 
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waktu perlindungan hak cipta, hak dan wewenung menggugat dan ketentuan 

tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Penarnbahan terdiri alas ketentuan­

ketentuan penyewaan ciptaan serta hak-hak yang berkaitan dengan hak eipta 

(neighboring atau related rights} yang metiputi hak pelaku (perfonners), produser 

rek:aman suara atau fonogram, da.t:i lembaga penyiaran (/?roadcasting 

organization) serta lisensi hak cipta 33 

Perubahan lain berkettan dengan perlwiya penegasan mengenai hak yang 

dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta karya film dan program komputer, 

juga hak yang dirniliki oleh produser :rekamao suara. 84 Perubahan ini dimaksudkan 

untukmenegaskan status hak cipta darisuatu karya yang tidak diketahui penciptanya 

dan belum diterbilkan, dan dalam hal demikian karya tersebut dimiliki oleh 

negara. Sedangkan dalam hal karya tersebut merupakankarya tulisdantelah 

diterbitkan, hak cipta pada ciptaan itu dipegang oleh penerbit. Penerbit juga dianggap 

pemegang hak cipta atas ciptaan yang diterbitkao yang hanya tneOO!lJJ!urnka nama 

""""""'penciptanya. " 

Masalah yang tetap menjadi persoalan hangat hingga sekamng adalab 

ulruran dibolehkannya penggunaan suatu ciptaan oleh pihak lain tanpa izin, 

namun tidak diklasifikasikan sebagai pembajakau Umumnya hal ini berkaitan 

dengan kepentingan pendidikan dan penelitian. Dengan perubahan 1997 ini 

dihapuskan batas I 0% sehagaimana diatur dalam undang-nodang sebelumnya, 

sebab dalam kenyataannya pembatasan yang sifatnya kuantitatif tidak dapal 

mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut undang-undang ini yang 

penting adalah pembatasan kualitati.t;86 dengan mengelompokkan jenis-jenis 

ciptaan berdasarkan kesamaan bentuk dan bidang ciptaan.87 Dengau undang-nodang 

ini juga ditambahkan suatu ketentuan untuk mempeJjelas jangka waktu 

pertindungan bagi ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh negara, yang dahan bal 

ini trnpa balas waktu . " 

n Achmad Zen Umar Purba, "Hak Kekayaan lnJeiekiual Pa.sca Trips", (Bandung : 
PT.Alumni, 2005), hat 106. 

84 UUHCNo.l2Tahun l997,penjelasanangka 2 
8

j Penjelasan angka 4 , J)el'ubahan pasal 10 A. 
e& Penjelasan angka 6, perubaltan pasall4 
17 Penjclasan angka 7, perubahan pasai 26 
u Penje!asan aogka 9, perubahan pasal27 A. 
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Selanjutnya undang-undang ini mengatur perlunya setiap ciplaan 

mencantumkan nama atsu idemitll.<;, termasuk nama sarnaran pencipta dalam setiap 

ciptaan. Pasal 28B mengatur tenlang penggunaan I Januari tahun berikutnya sebagai 

dasat ped1itungan jangka waktu perlirulungan. 89 Dalam undang-undang ini 

dicantumkan juga !Jab baru mengenai lisensi yang diperlukan untuk 

menampung praktek pelisensian hak cipta yang sudab lazim di masymabt. 

" Dengan undang-undang ini diatur pula babwa ciptaan atau barang sebagai oo;u 
pelanggaran hak cipta dirampas ncgara untuk dimusnabkan." Juga terdapat 

ketentuan tentang kewenangan PPNS dan hubungannya dengan pihak polisf 

dan penuntut umum, yang merupakan penyempumaan dari undang-undang 

sebelumnya-

Peru bahan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan tentang 

kedudukan penyidlk non~polisi guna membantu pihak polisi dalam 

menanganl kasus kejahatan di bidang hak cipta. Namun demikian 

diharapkan agar piliak polisi sendiri tidak barns melakukan pemeriksaan 

ulang atas basil yang Ielah dicapai oleh PPNS. Sebab PPNS pun dalam 

me1akukan tugasnya telah mendapat bimbingan dari polisi, jadi tujuan 

undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

("KUHAP 11
)
92 akan bisa tercapaL 93 Penyempurnaan paling akhir 

berkenaan dengan lingkup perlindungan yang bukan saja ditujukan 

pada warga negara Indnesia dan penduduk, tetapi juga roencakup 

bukan warga negara Indonesia~ bukan penduduk dan bukan bad an hukum 

asalkan ada kaitan dengan perjanjian, bail< bilateral apelagi muhilateraL"' 

Jenis-jenis ciptaan yang difindungi sesuai undang-undang Hak Cipta nomor 12 

tahun 1997, meliput~ yaitu: " 

1) Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis 

yang diterbitkan dan semua karya tu1is lainnya; 

~ Penjelasan angka 10, penyisipan pasal2S A dan pasal28: B. 
90 Penjelasan angka 11. penyisipan bah lli A 
11 Penjclasan angka 14, petubahan pasa14.S 
"' Lembar Negara l'abun 1981 nomor .76, Tambaban Lembar Negara nomor.3209. 
" Opcit. UU No.l2 Tahun 1997. penjclasan angka 15, Pcrubahan pasal47. 
~~ Penjelasan angka 16, perubahan pasal4&. 
95 Opcif, UUNo.l2 Talmn 1997, pasa11l, 
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2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan 

dengan cara diucapkan; 

3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

4) Ciptaan Fihn dengan a tau tanpa leks, 

5) Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin; 

6) Karya pertunjukan; 

7) Karya siaran; 

8) Seni rupa dalam segala bentuk sepertl seni lukis, gambar, seni 

ukir~ seni kaligrafi, seni pahat~ seni patung, seni terapan yang 

berupa seni kerajinan tangan; 

9) Arsitektur; 

10) Peta; 

ll) Seni batik; 

12) Sinematografi; 

13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya 

dari basil pengalil:twujudan. 

d. Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggantikan 

Undang-Undang tentang Hak Cipta yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1982, diubah deogan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, dan diubah 

lagi dengnn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut "UU 

Hak Cipta Lama"). Namun, Undang~Undang Hak Cipta ini baru mulai 

ber!aku 12 bulan setelah pengundaogannya langgal 29 Juli 2002.96 

Undang-Undang Hak Cipta memuat sistematika berikut: ketentuan umum; lingknp 

hak cipta; masa ber!akn hak cipta; pendal!aran ciptaan; lisensi; DeWllll Hak Cipta; 

hak terkait; pengelolaan hak cipta; biaya; penyalesaian seogkata; penetapan 

sementara pengadilan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan 

penutup. 

94 UU No. 19 tahun 2002 ten tang Hak Cipta, Pasal 78 
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Ada beberapa alasan diberlakukannya perundang-undangan barn berbagai 

bidang hak kekayaan intelektual, termasuk guna dapat memintngkitkan potensi 

daerah yang mengandung keanekaragaman budaya sebagai refleksi dari 

keanekaragaman etnik,97 sehingga dapat dimanfuatkan sebagai perllndungan bagi 

karya-karya intelektual yaog muncul ksrena kekayaan budaya dun etaik daerah 

tersebut. Selain itu, kita berkepentingan dengan hak kekayllJUl intelektual. Pada era 

seksrimg, pendekatau ini sudah barns dipergunakan seimbang dengan fukta 

bahwa konsep bak kekayllJUl intelektual tersebut pada mulanya memang berasal 

dari nuisyarakat Barat. Pada umumnya hak kekayaan intelektual telab dapat 

diterima di masYarakat non-Barat, termasuk kelompok negara­

negara berkembang. Jika orang mengatakan hak kekayaan intelektual 

masih kontroversial. hal itu terbatas untuk bidang tertentu, khususnya 

paten yang sarat dengan aspek teknologi. Untuk hak '-'ipta 

keterlibatan masyarakat nasional sudah sangat jelas, m.isalnya untuk 

penciptaan film, tarian1 patung dan barang-barang kesenian serta karya­

karya sastra. Dengan Undang-Undang ini pertumbuhan karya tennaksud 

diharapkan akan lebih meningkat lagi. 

Undang-Undang Hak Cipta memuat beberapa hal baru, yang 

membedakannya dari Undang-Undang Hak Cipta Lama seperti yang 

akan diuraikan di bawah ini. Namun demikian, penulisan di bawah ini bersifat 

komprehensif dengan menguraikan semua aspek yang terkandung dakun 

Uud--Uudang Hak Cipta tabun 2002, tersebut, yaitu:" 

a. Hak Eksklusif 

lstilah "hak khusus" seperti terdapat dalam Undang-Undang Hak 

Cipta lama diubah menjadi "bak eksklusif", 99 yang penulis sangat 

sependapat. jaun lebih tepat dan sama dengan istilah dalam konsep 

aslinya exclusive right. 100 Istilah "khususn tidak selamanya semakna 

dengan 11 eksklusifH .101 Undang-Undang mengenai bidang hak kekayaan 

97 Jbid, Pertimbangan a dan Pe.njelasan Umum. 
'is Achmad Zen Umar Purba, op cit., him. 64-!36. 
19 Ibid, P.asall bulir i 
1
.:

0 TRIPs Art.l3 
HH Libat Tim Penyusun Kamus Pusnt Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kamus Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka. 2000), blm. 289 dan 565. 
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intelektual yang lain juga mempergunakan lstilah eksklusif Hak 

eksklusif bagi pencipta (pemegang hak cipta) adalah hak "untuk 

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul 

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang­

undangan yang berlaku." 102 

b. Ftmgsi dan Sifat Hak Cipta 

Ketentuan dalam bagian ini mengandung dua aspek dasar, yakni: tentaug hak 

eksklusif dan bahwa hak tersebut 11fimbul s...~a otomatis\ walaupun 

ketentuan ini masih diikuti dengan bebelape "pembatasan'', yang akan 

dibicarakan kemudian Berbeda dari bidang-bidang hak kekayaan intelektual 

lain. hak cipta Whir bukan karena pendafuu:an, artinya, hak cipta tennasuk 

telah dimilikl olch penciplllllya pada saat lahirnya karya cipta yang 

bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari Hak Cipta 

Namun prinsip dasar ini tidak menghalangl pcncipta untuk mendaftarkan 

karyanya sepcrti yang diatnr pada bagian lain dari Undang-Undang ini 

Khusus untuk karya cipta dalam bcntuk karya sinematografi dan 

program komputer~ penciptanya umemiliki bak untuk memberikan izin 

atau melarang onmg lain yang tanpa pcrsetujuannya menyewakan Ciptaannya 

tersebut untuk kepentingan yang bersifut komersial" .'•' Jadi selain karya 

sinematografi, Undang-Uadang ini dengan tngas memasukkan program 

komptcr sebagai karya cipta yang dilindung~ sebagaimana yang kemudian 

diatnr dalam Undang-Undang ini. Manda! lain dari ketentuan ini menyangkut 

mengenai penyewaan. Masalah lain yang esensial dalam Undang-Undang 

ini adalah bahwa "Hak Cipta dapat beralih atau diillihkan, baik seluruhnya 

maupun sebagian", antara Jain karena pcwa:risan, hibah atau perjanjian 

tertulis.104 Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak 

cipta yang "dianggap sebagai benda bergetuk" .'OS Dalam kedudukan Hak 

Cipta, seperti juga bidang-bidang bak kekayaan intelektuallain, sebagai aset 

Ill! UU No.l9 tahon 2M2 lentang Hak Cipta, Pasa( 2 ayat (1) 
WJ Ibid, Pasal 2 ayat {2) 
tc! Jhiri, Pasal3 ayat (2) 
IIJl ibid, Pasal3 ayat (I) 
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sifat hak cipta yang dapat dialihlam ini menjadi sangat relevan dalam 

transaksi bisnis sebari-hari. ltulah sebabnya dalam Undang-Undang ini 

dipergunakan juga istilah "pemegang bak cipta" yang berdampingan 

dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai <iaPat diwariskannya 

bakcipta. 

c. Ciptaan Yang Penciptanya Tidak Diketahui 

Bagian ini mengatur mengenai an tara lain herbagai kacya lama seperti kacya 

pealaggahm prasejarab, keruudian sejarab dan henda budaya nasional 

lainnya yang haknya wpegang oleh negara."16 Sehmjutnya "negarn 

memegang llak Cipta atas folklor dan basil kebudayaan rakyat yang menjadi 

milik hersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, film, 

komjinan tangan, kcrecgrafi, tarian, kaligrafi, dan kacya seni lainnya".'07 

Ketentuan ini sangat penting terutarna, karem masalah akspresi fulklor 

merupakan satu dari tiga isu penting secara internasional akhir-akhir ini. 

d. Ciptaan Yang Dilindongi 

Tidak jauh herbeda dari UU llak Cipta Lama, karya cipta yang dilindungi 

dalam undang-undang ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastnl, 

yakni: a) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay ouO kacya tulis 

yeng diterbitkan, dan semua basil karya tulis lain; b) cernmab, knliah, pidato, 

dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c) alat peraga yang dibuat untuk 

kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) film dangan alao tanpa teks; 

e) drama atau drama musikai, tari, koreografi, pewayanga:n, dan 

pantomin; f) seni rupa dalam segala bentnk seperti seni lnkis, gambar, seni 

nkir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g) 

arsitektur; h) peta; i) seni OOtik; j) fotografi; k) sinematografi; I) terjemahan, 

tafsir, sadurnn, bunga rnmpa~ database, dan ksrya lain dari basil 

pengalihwujudan".w' Khusus tentang terjemahan ketentuan ini tidak 

mengurangi hak cipta - karya cipta aslinya. Hl9 Sebenarnya masalah 

database sudah lerdapat dalam TRIPs. namun dalam Undang-Undang llak 

lut. Ibid, Pasal 10 ayat (l) 
101 !bid, Pasal 3 ayat (2) 
101 Ibid. Pnsal12 a}at (1) 
101 Ibid, Pasal 12 ayat (2) 
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Cipta Lama substansi ini belum tennuat. Perlu pula dimaklumi babwa 

karya-karya berikut ini tidak dspat dilindJIDgi dengan hak cipta; basil rapat 

terbuka lembaga-lembaga Negara; peraturan perundang-undangan; pidato 

kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; putusan pengadilan atau 

penetapan bakim; atau putusan badan arbib:ase atau putusan badsn-badan 

oojenis lainnya. u 0 

e. Pembata.au Hak Cipta 

Bagian ini mengandung materi yang kerap dipersoalkan dalam 

masyarakat misalnya penggunalUl karya eipta yang dilinduugi untuk 

kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, 

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Begitu 

juga mengenai pengambilan karya cipta untuk keperluan pembelaan, 

ceramah~ pertunjukan atau pementasan. Selain itu, juga mengenai 

pembuatan duplikat eadangan program komputer oleh pemilik program itu 

sendirL Semua perbuatan tersebul menurut Undang-Undsng tidak merupakan 

pelanggaran buk cipta, dengan syarat sumbemya disebutkan.1" Dalam 

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, untuk kepentingan pendidikan dan 

penelitian dikenal pembatasan kuantitatif yakni tiduk dianggap 

sebagai pelanggaran buk cipta jika karya cipta yang dipergunakan itu tidsk 

lebih dsri I 0%. Begitu juga dengan pengranuman atau perbanyakan lambang 

negara dan lagu kebangsaan, serta pengumuman yang dL'!aii!pail<an 

pemerintah dan pengambilan berita aktual, asa1kan yang terakhir ini 

disebutkan sumbernya secaralengkap.m 

f. Hak Cipta Atas Potret 

Masalah potret kemp menitubuikan kesalabpalannan dalam masyarakat. 

Dengan Undang-Undang ini ditetapkan bahwa: 

"Untuk memperbanyak atau mengranumkan Ciptaannya, 

Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang barus terlebih dahulu 

mendspatkan izln dari orang yang dipotret, atau izin ahli wsrisnya 

t!Q Ibid Pasal 13 
111 Ibid: Pasal 15 
tr:l lbia', Pasal14 
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daJam jangka waktu sepuluh tahun setelah orang yang dijx>tret meninggal 

dunial'.llJ 

Dasar pengatumn ini adalah bahwa tidak semua orang akan setuju jika 

potretnya disiarkan umpa izinnya Namun, ketentuan ini lwlya berlaku atas 

petrel yang dibuat atas permintaan atau keinginan orang yang dipotret.H4 

Sebagai prinsip, dalam kaitan dengan pertunjukan umum 

ketentuan di atas tidak berlaku. Akan tetapi, pibak yang dipotret 

dalam pertunjukan itu dapat menyatakan keberatan jika potretnya 

diumumkan. 115 

' 
g. Hak Ekonomi 

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk men­

dapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi ini pada setiap 

Undang-Undang Hak Cipta se!alu berbeda, baik terminologinya, jenis 

hak yang diliputinya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi 

tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal~ dan 

mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak: 1) hak reproduksi atau 

penggandann (reproduction right); 110 2) hak adaptasi (adaptation right);m 

3) hak distribusi (distribution righl);118 4) Hak pertunjukan (public 

111 lbid,Pasall9ayat(l) 
n4 Ibid, Pasall9 ayat (3) 
m !bid, Pmsai2J 
w; Ba.k reproduksi adalah llak pencipta untuk memperbanyak ciptaannya guna 

mempcroleh keuntungan sccata ekonomi , hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 
19&7 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 dan Undang-Undang Nnmor 19 tahun 2002 
ten tang hak cipta . Hak ini juga dikenat dan diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi 
Universal. Sehingga di setiap negara yang mernilki undang-undang hak cipta selalu 
mencantumkanoya. 

117 
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penterjemaltan darl satu I:Jahasa ke 

bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi ceri1a fiksi dari 
kalangan non fiksi alau sebaliknya. Bak ini diatur, baik dalam Konvensi Berne maupun 
Konvensi Universal (Universal Copyright Convention). Karya cetak berupa buku, 
misalnya novel mcmpunyai hak tunman, yaitu di antaranya hak film (film rights), hak 
dramatisasi (dramatization righls), dan hak penyimpanan dalam media elektronik 
(electronic righl), Hak film dan bak drEUnatisasi, yailu hak yang timbul bila isi novel 
tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, 
balet, maupun drama musikaL 

"' flak distribusi adalah hal< yang dimiliki peneipta untuk menyebarkan 
kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk 
penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebul dikenal oleh 
masyarakaL Dalam bak ini termasuk pula bentuk yang dalam Undang~Undang Hak Cipta 
i987 jo Undang-Undang Hak Cipta 1997, discbut dengan pengumuman, yaitu pe:mba.caan 
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performance right); 119 5) Hak penyiaran (broadcasting rlght);120 6) Hak 

program kabel (cab/ecastlng rlght)/21 7) Droit de Suite; 122 8) Hak pinjam 

masyarakat (public lending right).m 

h. HakMoral 

Hak moral merupakan ciri khas dari hak kekayaan intelektual, 

termasuk Hak Cipta. Secara umum hak moral mencakup hak 

untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap 

terdapat dalam dptaannya. Kemudian pencipta juga dapat 

roencegah bentuk-bentuk distOrsi, mutilasi atau perubahan lain 

terbadap karya ciptanya.124 Penting pula diperhatikan bahwa Hak 

Cipta atas suatu ka:rya cipta 11 tetap berada di tangan Pencipta selama 

kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta 

dari Pencipta itu11
• 
125 Dengan ungkapan 1ain seseorang yang membeB 

karya cipta yang dilindungi seperti kaset atau buku tidak dengan 

sendirinya memiHki hak cipta atas karya termaksud. 126 Hak 

penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun 
dan dengan cara sedemiklan rupa sehingga ciptaan dapat diba.ca, didengar atau di1il1at olch 
orang iain. 

u9 Hak lni dimiliki para pemusik, dra.mawan. maupun seniman lainnya yang karyanya 
dapat terungkapkan dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini 
,dikenal dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal bahkan diatur tersendiri da\am 
sebuah konvensi, yaitu Konvensi Roma. Dengan pasti di setiap perundang-undangan Hak 
Cipta seti:p negara akan mengatumya. 

1 Hak untuk menyiarkan bentuknya bcrupa ruentransmisikan suatu clpiaan oleh 
peralatan tanpa kabel. Hak .penylaran ini meliputi penyiaran ulang dan menstransmisikan 
ulang. Ketentuan hak ini telab diatur dalam Konvensi Berne maupun Konvensi 
Universal, juga konvensl tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 
1974 yang dikenal dengan Relating lo the Distribution of Programme Canyng Signals Trans­
mitted by Satellite. 

111 Hak ini ttampir sama dengan hak penyiaran hanya sn.ja mentransmisikannya 
melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio' tertentu, dari sana 
disiarkan, program-program mela!ui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siarannya sudall 
-pasti bersifut komersiaL 

t22 Drail de .1Uitc adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14bis 
Konvemi Berne revisi Brussel 1948, yang kcmudian ditambah lagi dengan Pasal 14ter basil 
revisi. Stockholm 1967. Ketenluan droil de suite ini menurut petunjuk dar.i W()r/d 
Jntellecwal Properly Organizations (WIPO) yang ttrcanlum dalam buku Guide· to ihe 
Berne Convention. merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan 

111 Hak inl dimiliki oleh pcncipta yang karyanya tersimpan di perpuslakaari yailu 
diu berhak atas suatu pembayaran da.d pibak lertentu kan::na karya yang dieiptakannya 
seriug di~injam oleh masyarakat darl perpustakaan milik pemerintah tersebut 

1 ~ Ibid, Pasnl24 
m Ibid, Pas a! 26 ayat (1) 
126 Lihat penjelasan pasal 26 aYJlt (1) hal ini juga merupakan salah satu topik yang e~tlrup 
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moral juga tidak bisa dilepaskan dari informasl manajemen hak 

dari pencipta yang tidak boleh ditiadakan atau dirusak sebab 

informasi tersebut merupakan hak moral bagi penciptanya. 

Informasi manajemen hak adalah "informasi yang melekat 

secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam 

hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan 

tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan· hak 

maupun inforroasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode 

informasP~. 127 

i. Sarana Kontrol Taknologi 

Dalam undang-undang ini diperkenalkan lstllah 11 sarana kontrol 

teknologi11 yang berarti 11 instrumen teknologi dalam bentuk antara min 

kode rabasia, paSSVr'Ord barcode, serial number. teknologi dekripsi 

(decryption) dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk 

melindungi Ciptllan. "1
" Undang-undang ini melarang perusakan atau 

tindakan lain yang menyebabkau sarana kontrol teknok>gi rnenjadi tidak 

berfungsi.1
" Mengingat pesatnya kejahatan pembajakan, UndangUndang 

ini juga mengatur supaya ciptaan yang rnenggunakan alat produksi 

berteknologi tinggi khusrumya cakram optik (optical disc) mcmcnuhi semua 

peraturan parizinnn dan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi di 

bidangnya, 130 Seperti kita maklurn cakrarn optik merupakan material 

utama bagi industri rekaman seperti compact disc (uCD'j, video compact 

disc ("VCD'? atau digital video disc ('DVD'?. Pelanggaran bak cipta pada 

bisnis ini menimbulkan keprihatinan yang dalam bagi pengusaha 

fonogram. Ketentuan ini pada bakekatnya rnerupakan "pes an tarnbahan", 

sebab substansi pengaturan itu sendiri, yaitu mengenai "perizinan dan 

persyaratan produksi11 tidak terdapat dalam UndangwUndang ini. Dengan 

ungkapan lain tanpa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini pun 

kewajiban berkenaan persyara!an produksi tetap barus dipntuhL Dimuatnya 

alot di Komisi U DPR sewaktu membicarakan RUU Hak C!pta inL 
111 Ibid, Penjclasan Pasal 27 
m !hid, Pasal25 dan Penjelasannya 
129 Ibid, P:asa! 17 
!l!! Ibid, Pasal23 ayal (t) 
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ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari keprihatinan berbagai pihak atas 

leluasanya perbuatan pelanggaran atas bak cipta dengan menggnnakan 

sarana burteknologi tinggi yaug menghasilkan produk menggunakan cakmm 

optik. 

j. Masa Perlindungan 

Secara umum masa perlindnngan yang diberikan oleh bak cipta adalah 

sewmJT hidup dan 50 tahun setelah pellCipta meninggal dunia , 131 Khusus 

untuk program kornputer, sinematografi, fotografi, database dan kmya basil 

pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pe1tama kali karya tersebut 

diumumkan. Sedangkan untuk ciptaan perwajahan karya tulis yang 

diterbitkan berlaku 50 tahun sejak pertarna kali diterbitkan. Mengenai bak 

moral dalarn kahan bak untuk rnenuntut ngar nama pencipta tetap tercantwn 

dalarn eiptaaonya tidak memiliki batas waktu. Sedangkan bak moral 

berkenaan dangan larangan untuk mengubah swrtu ciptaan atau perubal1an 

judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu 

perlindungan atas ciptaan ta:rebut.132 

k. Lisensi 

Lisensi, seperti telah disinggung di atas> merupakan aspek 

penting dalam lalu lintas hak kekayaan intelektual. Selaii1 

mengungkapkan sifat-sifat umum lisensi, undang-undang ini 

mengatur beberapa bal, antara lain: a) adanya sistern royalti; b) bersifat 

ekaklusif atau non-ekaklusif; c) adanya pcrjanjian tertulis; d) larangan 

memuat keten!uan yang dapat meoimbulkan akibat bagi perekonomian 

Indonesia; e) wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual. 133 

I. Dewan Hak Cipta 

Hak kekayaan intelektual memerlukan langkah-langkah penanganan 

yang integratif. Untuk hak cipta, undang-undang menetapkan 

pemhentukan Dewan Hak Cipta yang bertujuan untuk "membantu 

Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan 

01 Ibid, Pasal29 ayat (1} 
m Ibid, Pasal 33 
m Ibid, Pasal45, 46 dan 47 
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serta pembinaan Hak Cipta" .134 Dewan Hak Cipta beranggotakan 

berbagai kalangan: pemerintah, organisasi profesi dan 

anggota masyarakat yang potensial untuk itu. Para anggota 

Dewan Hak Cipta diangka! dan diberhen!ikan oleh Presiden.m 

m. HakTerkait · 

Hak terkait adalab padanan neighboring rights at au related rights. 

Hak terkait merupakan hak eksklusif yang diperuntukkan bagi pelaku 

(performers), produser rekaman suara dan lernbaga penyiaran 

masing-masing, dalam hal pelaku untak memberikan izin atau roelarang 

pihak Jain "membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara 

dan/atau gambar pertunjukkannya. 1'
136 Bagi produser rekaman 

suara untuk 11 memberika.n izin atau melarang pihak lain, 

memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau 

rekaman bunyi." 137 Sedangkan hagi lembaga penyiaran untuk 

memberikan izin atau melarang pihak lain "membuat, 

memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya 

melalui transmisi dengan atau tanpa kabel.. atau melalui sistem 

elektromagnetik lain. nBS Jangka waktu hak terkait bagi pelaku adalah 

50 tabun sejak karya pertama tersebut pertama kali dipertunjukkan, 

atau dimasukkan ke media audio atau audio visual. Bagi produser 

rekaman suara juga 50 tabun sejak karya tersebut selesai disiarka~ 

sedangkan untuk lembaga penyiaran 20 tabun sejak karya itu pertruna 

kali disiarkan. 139 Berhubung statusnya yang ekuivalen dengan hak cipta, 

pasal-pasal yang relevan bagi hak cipta, dalam Undang-Undang 

ini secara mutatis mutandis dinyatakan berlaku bagi hak terkait.140 

134 lbid,Pasal48ayat{l) 
m Ibid, Pasal 45 ayat (2) 
116 Ibid, Pasal 49 ayat (1) 
m ibid, Pasal 49 ayat (2) 
135 ibid, f'asal49 ayat (3} 
131 ibid, Pasal 50 
14

" ibid, Pasal 51 
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fL Pendaftaran Ciptaan Dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual 

Telah diungkapkan bahwa perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud 

Hak Cipta bukan disebabkan oleb pendaftaran Akan te13pi pendaftaran 

tetap dimungkinkan Babkan dalam hal tertentu, pendaflaran diperlakan 

untuk penguatan pembuktianw Undang-Undang tentang Pendaftaran ini 

sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan, terbuka untuk 

umum. 142 Prinsip pokok terdapat dalam ketentaan yang menyatakan babwa 

"pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umnm Ciptaan tidak mengandung arti 

sebagai pengesaban alas isi, arti, maksnd, atau bentuk dan Ciptaan yang 
' 

didaftar.""' Pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pencipta atau 

melalui kuasanya yang adalah Konsultan Hak Kekayaan lntelektual dan 

terdaftar pada Direktomt Jendernl Hak Kekayaan !nteld<tual.144 

o. Biaya 

Bebarapa keteutuan baru dalarn Undang-Undang Hak Cipta, yang jnga 

dianut di semua Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang 

lain. Tekanan pengaturan adalah pada wewenang yang dimiliki 

institusi penyelenggara hak kekayaan intelektual, yang dengan 

persetujuan Menteri Keuangan dapat menggunakan sebagian dana 

penerimaan yang bcrasal dari penyelenggaraan hak kekayaan 

intelelctual, misalnya biaya pendaftaran, biaya tahunan dan lain-lain. 

141 Ismail Hutadjulu, seorang pencipta lagu Batak yang terkenal pada tahun 1942 telah 
menciptakan beberapa lagu daerah. Suatu ketike: Hutadjulu menemukan adauya sebuah 
album yang membuat lagu daerah oleh suatu perusabaan rekaman musik tanpa menyebut 
namanya sebagai pencipta lagu tersebut. Hutadjulu menuntut perusahaan rekaman musik 
tersebut di Pengadllan Negeri Jakarta Selatan dan memenangkanny.t, begitu juga pada 
tingkai banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung 
memenangkan perusahaan rekaman alas atusan, anlara lain bahwa transkrip Iagu Hutadjulu 
tidak leblh dari catatan sederhana, sehingga tidak dapat membuktikan kepem1likan 
Hutndjulu; perusahaan rekaman itu bukanlah perusahaan rekaman pertama yang 
merekam lagu-lagu seperti ilu; dan menu:rut Mahkamah Agung lagu-lagu itu merupakan 
lagu ~akyat, sellingga dengan demikian milil< masyarakat Batak, dan selanjulnya 
perusabaan rekaman tersebut tidak dapat dianggap melanggar bak cipta, Lihat maka!ah 
lndonesia Australia Specialized Training Project Phase II, INTELLECTUAL PROPERTY 
RlGHTS [ELEM:ENT ARY)2002. (Jakarta: Asian Law Group Pty Ltd, 2002), hal. 368-369. 

142 Ibid, Pasal 3.5 
ltJ Ibid. Pasal36 
144 Pasa"i 37 ayat {4) ju. Pasal 1 butir 15; Konsultan Hnk Kekayaan lntelektual ini 

juga berkiprnh unluk bidang~bidang hak kekayaan intelektual yang lain, dengan tidak 
mengabaikan kekhasan masing-masing bidang hak kekayaan intelektuaL Sebelumnya, yang 
ad3 istilah Konsultan Paten. 
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Penerimaan ini disebut penerimaan negara bukan pajak ("PNBP"), dengan 

prinsip begitu diterima wajib disetorkan langsung ke kas negara Baru 

kemudian Direklorat Jeuderal Hak Kekayaan Intelektual, mengajukan 

permohonan pencairan atllS jumlab berdasaikan prosenlllse yang teloh 

disetujui. Perlu dimaklumi, wewenang untuk mengelola sebagian PNBP 

ini dinrlliki jugs oleh berbagai inslan<;i lain.145 Ketentuan tentang biaya ini 

merupakan penceraban dalam pengelolaan sistem hak kekayaan ifttelektual, 

sebeb sebagaimana umumnya instansi pemerintah, dana 

rutin/pembangunan untuk pelaksanaan sistem bek kekeyaan intelektual 

sangat terbatas, padahal hak kekayaan intelektual merupakan sistem 

yang !eros memekar dari beroagai aspek. Yang pasti pacta era globalisasi 

dewasa ini pengelola hak kekayaan intelekrnal hams bersili!.t kompetitif 

terrnasuk di antara sesarna anggota sekawasan seperti ASEAN. Ini 

merupakan bagian dari upaya peningka!aa pendaflaran hak kekayaan 

intelektual yang maksimal, sejalan dengan keikutsertaan 

Pemerintah Indonesia pada berbagai kesepakatan dan forum 

internasional. Selain itu secara internal pelaksanaan sistem hak 

kekayaan intelektual hams memastikan dapatnya potensi daerah 

dimaksimalkan. Kunci dari semua hal tersebut adalab perlunya 

kelancaran arus komunikasi dan informasi. Ditjen Hak Kekayaan 

lntelektual telah mencanangkan program otomasi sebagai 

permu laan penataan sistem hak kekayaan intelektual yang modern 

dan kompetitif. Di · masa datang pendaftaran hak kekayaan 

intelektual bahkan memasuki era_ tanpa warkat (paperless) atau 

elektronik - seperti yang sudah diterapkan di berbagai negara.146 

Semua itu berujung pada kebutuhan biaya~ yang tidak hanya bisa 

ditangani secara rutin. Untuk otomasi saja misalnya Ditjen Hak 

1~5 Undang~Undang Hak Cipta Pasal 54 tentang PNBP secara umum,1ihat UU No. 20 
Tahun 1997 tentang PNBP, (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 43, Tambahan Lernbaran Negara 
No. 36&7); Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 57, Tambaban Lembaran Negara No. 
3694). diubah dengan PP No. 32 Tahun 199&, {Lembaran Negara Tahun 199& No. 85, Tarnbahan 
Lembaran Negarn No. 3760) 

146 Babkan d! dalam negeri pun sistem tanpa warkat atau scripless trading sudah 
dibe(lakukan di Pasar Modal. 
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Kekayaan lntelektual memanfaatkan pinjaman dari the World 

Bank, 147 Di masa datang PNBP merupakan sumber pembiayaan yang 

potensial. 14a 

p, Penggunaan Pengadilan Niaga 

2002_ 

Sistem hak kekayaan intelektual ingin mengambil manfaat 

kehadiran Pengadilan Niaga, yang seperti ketahui lahir 

bersamaan dengan pemberdayaan hukum kepailitan di 

Indonesia. 149 Pengadilan Niaga merupakan bag ian dari 

Pengadilan Negeri. Motif utama kehadiran Pengadilan Niaga 

dimaksudkan adalah untuk dapat menyelesaikan gugatan 

kepailitan secara cepat dan efisien, sebab kepailitan adalah 

masalah yang secara teoretis sederhana. Berhubung kehadiran 

kreditor sangat erat hubungannya dengan iktim investasi hak yang 

perlu Iebih diperhatikan dari sudut hukum, Penyelesaian masalah 

kepaiHtan akan berdampak amat besar bagi pembangunan. 

Undang-Undang Hak Cipta, dan semua Undang-Undang di bidang 

hak kekayaan intelektual yang lain (kecuali rahasia dagang) 

merujuk Pengadilan Niaga sebagai sarana penyelesaian 

sengketa perdata. Tetapi yang penting bukan hanya 

147 PenjeJasan dari Ary Ardanta, Direktur Kerjasama Ditjen HKI pada tanggaJ 6 Me! 

14* Masalah PNBP ini mendapat perhatian sangat luas dari para anggota, DPR dimulai 
pada pembahasan RUU tentangm Desain Industri sebab pada RUU inilah masalsh PNBP pertama 
kali muncul. RUU Desain Industri boleh di katakan merupakan RUU yang pertama dari 6 RUU yang 
merefoonasi legislasi hak kekayaan intelektuat Di DPR dipertanyakan dari sudut substansi, apakah 
tepat uang yang d!hasilkan dar1 satu instansi Pemerintah dipergunakan lagi oleh instansi itu. 
Kemudian, kckhawatlran bahwa PNBP akan mengundang: korupsi. kolusi, nepotisme ("KKN"), 
Tentling yang pertama setelab diberitahu hukum penggunaan PNBP pihak OPR <lapat meoerimanya 
begitu juga seteJah dijanjikan adanya pengawasan yang ketat Sebenamya yang perlu dipahami 
adatah sesuai dengan undang-undang, semua PNBP disetorkan langsung ke kas negara, tidak ada 
yang ditahan. Baru kemudian diajukan pennohonan penggunaan kepada Menteri Keuangan yang 
berdasarkan undang~undang berwenaog untuk itu. Jadj mekanisme PNBP harus memenubl 
tahapan-tah-apan tersebut. Sarna sekali bukan seperti perusahaan yang menerima dan 
mempergunakan penghasilan yang diterimanya, dan baru di akhir tahun dipertanggungjawabkan 
kepada RBpat Umum Pernegang Saham. Sistem PNBP dilaksanakan di bcberapa instansi pemerintah. 

14~ Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Perpu Nornor I Tahun 1998 yang disahkan 
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penelapan Peraturan Pem.erintah 
f'cngganti Undang-undang Nom or l Tahun 199& ten tang Perubahan Undang-tmdang lentang 
Kepailifan Menjadi Undang-undang. Undang-l.Jndang tentang kepailitan telab ada sejak 
Hlndia Belanda, yaitu Het Hcrz:iene Jnlandscb Reglement ("HIR''} S. l905 No. 217 jo S, 1906 
No. 348. Masalah kepailitan diaktualkan sebagai akibatkrisismoneter 1997. 
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institusinya, sebab seperti masalah kepailitan, Pengadilan Niaga 

hanya bisa bekerja berdasarkan hukum acara yang dibuat untuk 

itu, Undang-Undang yang menyangkut masalah hak kekayaan 

intelektual juga menetapkan hukum acaranya sendiri. 

Pengguna~n Pengadilan Niaga mendapatkan perhatian yang cukup 

serius dari kalangan DPK Persoalannya adalah apakah Pengadilan 

Niaga tepa! mengingat sebagian besar gugatan lebih ditujukan 

pada penolakan pendaftaran, yang merupakan tindakan yang 

datang dari lembaga negara yang karena itu, menurut anggota 

DPR, lebih tepa! ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

("PTUN"} Persoalan ini menyebabkan DPR meminta agar Pemetintah 

mengkonfumasikan lagi bal dimaksud kepada instansi yang kompeten, 

dan hal itu Ielah dilakukan oleh Perre:intllll."0 Secara praktis 

penggunaan Pengadilan Niaga untuk penyelesaian gugatan perdata di 

bidang hak kekllyaan intelektual "membantu" eksistensi pengadilan itu. 

Sebab dari lima pengadilan niaga yang ada saat ini151 hanya Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat yang barn berperan secara menolliol Ketentuan tentang 

Pengadilan Niaga ini secara mutatis mutandis berlaku bagi bidang­

bidang hak kekayaan intelektual yang lain, kecuali rabasia dagang, 

q, Balas Waktu Penyelesaian Perkara Perdata 

Penyelesaian perkllra yang cepat sangat diperlukaa Hal ini berkaitan dengan 

terbatl!Snya masa perlindungan bagi hak kekllyaan inrelektual. ltulah 

sebabnya babarapa upaya telab dilakukan untuk menyelesaikan perkllra 

seeara cepet Dalam Uadang-Uadang ini antara lain diatur bahwa gugatan 

wajib diputus dalam tenggaug waktu 90 hari terhitung sejak gugalan 

fSG Pih.ak Pemerintah telah mengadakan audiensi sebanyak 2 kali ke Mohkamah Agung, 
yailu tanggal 24 Mei 2002 dan tanggal 21 Mei 2002, masing-masing bertemu dengan Wakil 
Ketua MA E. Lotl.llung, Laica Marzuki dan Abdul Rahman Saleh, Dari kedua pertemuan itu, pihak 
MA mendukung ide penggunaan Pengadilan Niaga bukan PTUN, alas dasar kepentingan perlunya 
penyelesaian perkara, satu hal yang mutlak disyaratkan dalam transaksi yang berkaitan dengan 
kepentingan ekonomi. Itu!ah sebabnya da!am hukum acara tentang penggunaan Pengadilan Niaga itu, 
ditetapkan juga Batas waktu pcnyelcsaian pcrkara. 

m Libat Keppres No. 97 'fabun 1999 tentang Pembeni.ukan Pengadilan Niaga Pada 
Pengadilan Negeri Ujung Pan dang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Neg:eri Surabaya, 
dan Pengadilan Negeri Sem:ar:ang 
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didaftarkan di pengadilan niaga yang bersangkutan.m Kemudian perkara 

hak kekayaan intele!ctual tidak dapat dibanding tetapi langsung dikasasi153 

dan putusan kasasi harus dijatubkan dalam waktu paling lama 90 bari 

sete!ah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Aguug. '" Ketentwm 

seperti diuraikan ini jnga terdapet dalam Undang~Undang Hak Kekayaan 

lntelektual yang lain, kecuali rahasia dagang. 

r. Pidana Dan Denda Minimal ~ 

Salah satu yang membadakan Undang~Undang Hak Cipta ini dari Undang­

Undaug bidang Hak Kekayaim lntelektual yang lain adalah diaturnya 

mengenai ancaman pidana dan denda minimal dalam hal 

terjadiuya pelanggaran terbadap pesal-pasal terteutu. Dalam hal 

teljadinya perhanyakan atau pengumuman karya cipta atau hak terkait Umpa 

izin, si pelaku dihukum "paling singkat I (satu} bulan dan atau denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000 (salu juta Rupiah)"'" Pidana minimal sangal jarang 

dianut dalam Undang-Undang ini 156 Di DPR rnuncul diakusi yang hangal 

1entang pidana minimal. Dengan pidana minimal dimaksudkan agar pelaku 

kejahatan atau pelanggar Hak Kekayaan Intelektual tidak akan bisa bebas 

begitu soja tanpa kena sankai Apalagi selama ini tuntutan pidana mengenai 

bak cipta kerap berakbir dengan llll!Sa percobaan. Sebaliknya oponen 

hukuman minimal melihat pengaturan demikian sebagal pengurangan asas 

kebebasan hak kekayaan intelektual. Akhirnya tercapai kompromi untuk 

menerapkan pidana minimal hanya bagi pelanggaran hak cipta pada pasal 

2 ayat (I) dan bak terkait pada pasal49 ayat (I) dan (2). Dengandernikian, 

m Ibid, Pasa1 59 
m Ibid, Pasal62 
154 Ibid, Pasal64 ayat (3) 

m Unda."lg·Undang Hak Cipta Pasal 72 ayat l berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja 
dan tanpa hak melakukan perbualan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayaJ (1) atau Pasal 49 
ayat (I) dan qyal (2) dipidana dengan pidana penjaro masingmasing paling singkar l (satu) 
bulan dan/atau denda paling .redik(t Rp 1.()()(),000,00 (satu}Uia mpitilr), atau pidanapenjara paling 
Jomo 7 (l!ifuh) lahun dan/atau denda paling banyak Rp 5./){)().{){){).(}f)(},OO (lima miliar mpiah)." 

1
-'

6 Undang·undang yang memuat ketentuan pidana minimal terscbut ada!ah: Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotroplka (Lembaran Negara Tahtm 1997 No. \0, 
Tambahan Lembaran Negara No. 3611); UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Tabun 1997 No. 67, Tambal!an Lembaran Negara N. 3698) dan UU No. 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 208, Tambahan 
Lembaran Negara No. 4026). 
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para pengusaha kaki lima atau sejenisnya akan bisa terbindar dari ancarnan 

pidana tersebut 

s. Delik Biasa (Bukan Delik Aduan) 

Dari 7 (tujuh) bidang hak kekayaan intelektual, Hak Cipta memiliki 

kedudukan khusus. Seperti tampak dalam pembabasan berikut, kejahatan 

terhadap bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang lain diklasifikasikan 

sebagai kejahatan atau de!ik aduan, pada Hak Cipta tetap de!ik biasa. lni 

ditandai dengan tidak adanya ketentuan tentang sifat de!ik termaksud. 

Alasan dipertabankanuya status de!ik biasa pada hak cipta disebabkan 

bebernpa karakter khusus Hak Cipta, antam lain : I) Hak Cipta lahir bekan 

karena penda:flaran; 2) Karya cipta yang dilinduugi, apalagi berkat perkem­

bangan teknologi m•!lakhir, S'l!lgal rentan untuk dibajak; 3) keinginan para 

pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran terbadap hak cipta di hukum 

seherat beratnya.157 

2.2 Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Hak Cipta 

Pengaturan Intemasional tentang hak cipta dapat dilakukan heradasarkan 

perjanjian bilateral atau herdasarkan perjanjian multilateral. Dalam bidang hak 

cipta pengaturannya secara khusus terdapat pada beherapa perjanjian internasional 

utarna tentang bak cipta, meliputi: 

2.2.1 Agreement Establishing World Trade Organization yang 

mencakup agreement on Trgde Realled Aspects of Intellectual 

property rights (TRIPs) 

Dalam deklarasi lingkat Menteri pada Putaran Umguay tangga! 20 

September 1986, disepakati memasukkan bidang Hak Kekayaan 

Intelektual kedalam rangka perdagangan Internasional sebagai usaba 

untuk mengbantikan pembajakan dan penyelundupan barang-barang palsu 

atau tiruan. Setelah melalui heherape kali peruudingan, akhirnya 

m Penyanyi dan pencipta lagu kenamaan Titiek Puspa misalnya menyatakan agar 
pelanggar hak cipta dihukum mat~ sementara para peserta rapat yang lain menyampaikan 
pandangan lain seperti pernbuktian terbalik dan sebagainya yang intinya menunjukkan 
keprihatinan yang dalam akan perlunya upaya halis-habisao untuk m<:mberantas para pemhajak; 
disarikan dari rapat dengar pendapat umum {"RDPU") Komisi II DPR dengan para seniman, artis 
serta profesional bcrbagai bidang, an tara lairt pakar teknologi informasi tanggal21 Mei 2002. 
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disepakati Perjanjian WIO!TRIPs di Marrakesh Maroko pada tanggal 15 

April 1994 yang telah menentukan kerangka kelembagaan tetap untuk 

mengatur dan menangani mekanisme hubungan perdagangan diantara 

anggota Persetujuan ini dilampirkan sebagai lampiran C (Annex C) pada 

persetujuan akhir tersebut. '" Perjaujian TRIP's dimasukan ke dalam salah 

satu bagian pekok dari wro adalah atas kesepakatan negara nnggota yang 

bertekad untuk meugurangi distorsi dan hambatao-hambatan dalam 

perdagangan intemasional, memperhitungkao perlunya mendukung dan 

mengupayakan perlindungan HKl yang efektif dan memadai uatuk 

menjamin bahwa upaya-upaya tidak dengan sendirinya menjadi hambatan 

dalam perdagangan yang sah. 

Dalam rangka mewujudkan makna tersebut di atas, para angota 

wro menyadari perlu adanya berbagai aturan serta sistem hukum, yang 

antara lain mengatur: 

a. Penyelenggaraan standar dan prinsip-prinsip yang memadai 

mengenai keberadaan, lingkup, serta penggunaan HK.l yang terkait 

da1am kegiatan perdagangan; 

b. Penyelenggaraan tata cara efelctif serta sesuai untuk melindungi HK.l 

yang terkait dalam kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan 

perbedaan sistem hukum nasional yang ada di antara negara~negara 

anggota WTO; 

c. Penyelenggaraan yang efelctif serta singk:at untuk pencegahan dan 

penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota, dan lain-lain. 

Dengan demikian. Perjanjian TRIPs berisi aturan-aturan wnum dan 

prinsip-prinsip fundamental dengan memperhatikan, antara lain hak cipta 

dan hak-hak terkait, merk dagang, desain industri dan paten, juga berisi 

aturan pelaksanll011. Hak kekayaan IntelektuaL Sepanjang untuk penegukan 

hukunmya telah dibuat ketentuan-katentuan Internasional untuk 

151 Ross!Wassemum, Trade Related Aspects of Intellectual Properly Rights A 
Negoiiating History, Washington. /993, hlm. 22, bandingkan dengan Jayashrce Watal, Jntclecwal 
Property Rights In The WTO And Developing Countries,( the hague/London/Boston :K/uwer law 
international, 2001), haL 1. bandingkan dengan Carlos Correa, Integrating Public /leallh Concerns 
into Patent Legislation Countries, Sooth Centre 2600, hlm, 2-3. Dalam Mamy Emmy Mustafa, 
PriJtsip-Priusfp Beracara dalam Penegakan Hulrum Paten di Indonesia dikaftkan dengem Trips­
WTO {Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 109. 
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melindungi hak-hak ini. Perjanjian TRIPs sendiri merupakan k:umpulan 

tanggapan bebempa pihak yang berunding atas peningkatan pengimporan 

kekayaan intelektual dalam perdagangan. Ketika Teb Dun/rei pertama 

kalidibuat (1991), usulan dari standar TRIPs adalahsebagaiadi karya dari 

konsensus lnternasional dalam memberikan perlindungan atas kekayaan 

intelektual pnda saat itu. Pada saat itu terdapet beberapa area yang 

memerlukan disknsi dan dalam agenda lebih hmjut, >-ebagai contob, 

masalab-masalah dalam agenda mengen!ri ruang lingkap dari invensi paten 

bioteknologi, ruang lingkup yang penub untuk perlindungan untuk indikasi 
' 

geografis dan hubungannya berbagai isu-isu huk:um lainnya, terdapat juga 

beberapa pertanyaan pentiog seperti bagaimana kepentingan­

kepentingannya dalam kerangka umum dari sistem kekayaan intelektual. 

Akan tetapi, area-area yang memerlukan pengembangan lebih hmjut 

tersebut tidak bisa mengaburkan fukta bahwa perjanjhm TRIPs mewaktli 

basil konsensus luas sebagai ruang lingknp dan mekanisme yang paling 

corok untuk perlindungan atas kekayaan intelektual untuk dapet 

menyesuaikan dengan iklint perdagangan dan investasi di tahun !990-

an.'5"9 

Persetujuan TR1Ps mengatur tentang norma dan standard dan dalam 

beberape hal mendasarkan dari pada prinsip ''full compliance" tebadap 

konvensi-konvensi HK1 yang Ielah ada dan menggunakannya sebagai 

basis minimaL Karena, keterkaitan TRIPs yang erat dengan perdagangan 

Intemasional. TRIPs memuat dan sangat menekankan mengenai 

mekanisme penegakkan buk:um yang dikaitkan dengan kemungkinsn 

melakukan tindakan pembalasan atau cross-relation oleh suatu negara 

yang merasa dirugikan terhadap negara lain. Apabila negara tidak 

melindungi secara efektif Hak Kekayaan lntelektual milik warga negara­

negara anggota TRIPs yang lain, baik dalam pengaturan maupun 

penegakkan bukumnya. TRIPs memberi hak kepada negara yang merasa 

m> Antony Taubman (Direktti(, unit WTO l-IKf Departemen Luar Negeri dan 
Perdagangan Australia, Canberra, Jmplementasi TRIP's di Auslralia: Pandangan Praktis Latar 
Belakang {no English versiqn). Jntelleclual Property Rights (Advanced), hlro. 43, Dalam Marny 
Emmy Mustafa, Prinsip~Prinsip Beracara dolom Penegakan Hukwn Paten di indonesia dikaitkan 
dengan Trips-WTO (Bandung: PT Alumni, 21}07), haL 110-li L 
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dirugikan untuk mengambil tindakan balasan misalnya dengan 

rneoghambat impor komoditi dengan cara-cara pengurangan kuota,. 

peniapan GSP (Generalized System of preferences) pengenaan tarif yang 

lebih tinggi dan lain-lain. 

Dari deprestif global, tampaknya !?roses harmonisasi yang 

diprakarsai oleh Konvensasi Kekayaan Industrial Paris telah meneapai titik 

knmulatif dengan diadopsinya persetujuan TRIPs da1am kerangka WTO. 

Dalam rangka mengurangi gangguan dan hambatan terbadap 

perdagangan Internasional · dengan memperhatikan kebutuhan untuk 

meningkatkan perlindungan yang erektif dan memadai terhadap HKI, dan 

untuk menjaraln bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukurn 

HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang bebas 

dan untuk mewujndkan maksud di atas, diperlukan adanya berbagai aturan 

barn mengenai: 

a. Penerapan prinsip-prin:>ip dasar dari Persetujuan Umum Tentang 

T arif dan Per<lagangan 1994 berikut berbagal Persetujuan dan 

Konvensi Interoasional yang relevan di bidang HKI; 

b. Penyelenggaraan standard dan prinsip-prinsip yang memadai 

mengenai keberadaan, lingkup serta penggunaan HKI yang terkait 

dahun kegiatan perdangan; 

c. Penyelenggaraan tata cara yang efektif serta sesuai untuk melindungi 

HKl yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan 

memperhatikan pe.rbedaan sistem hukum nasional yang ada; 

d. Penyelenggaraan prosedur yang efektif serta singkat untuk 

pencegahan dan penyelesaian sengketa antar pemerintah, dan 

e. Kerangka peralihan untuk memastikan keikutsertaan secara panuh 

dalam persetujuan yang dieapai sebagai hasil perundingan-­

perundingan. Hill 

160 Indcnesht Artsti-alia Specialised Training Project Phase 11, Material Prepared Solely 
for use by JASTP Indonesia JPR. Asian Law Group Ply Ltd., Tangerang, 22 November~IO 
Desember 1999. him. 85w86; Baca UNCTAlJ..JCTD Project an IPR and Srmainable Development, 
Resource oti TRIP's and Development, UNCTD-ICTSD, Cambridge Univereity Press.., 2005, 
blm.67. Dalam Mamy Em my Mustafa. Prinsip-ptinsip Beracara dalarn Penegakan Hukum Paten 
di Indonesia dikaitkan dengan Trips-WTO (Bandung: PT Alumni, 2007}. him. 112~ 113. 
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Selain berbagai aturan baru seperti diuraikan di alas, perlu juga 

diterapkan dalam peundang-undangan yang dicapai dengan !ll!Sional 

negara peserta beberapa prinsip, yaitu: 

National Treatment Prlncple, mewajibkan setiap negara anggota 

hams dari negara memberikan perlakuan yang ,_ terbadap warga 

negara dari negara anggota lainnya tidak kurang dari apabila perlakuan 

tersebut diberikan kepeda warga negaranya sendiri dalarn kaitannya 

dengan perlindangan alas kekayaan inlelektua~ sebagaimana diatur dalara 

konvensi Paris (1987), Konvensi Bern (1971), Konvensi Roma tentang tata 

letak sirkuit terpadu. " 1 Dengan kata lain, prinsip nan-discrimination baruS 
diperlakukan oleh negara-negara anggota terbadap partner dagang asing 

secara smna (equal treatment) seperti perlakukan terhadap warga 

negaranya sendiri. Prinsip national treatment lain a.da1ah barang-barang 

impor hams diperlakukan sama dengan barang-barang yang diproduksi 

secara lokal pada saat memasuki pasar. Transparency and predictability, 

diperlukan agar bisa menstirnulasi pasar bebas, lingkungan bisois 

sebaikuya stabil dan dapat diprediks~ peraturan pelaksanaan mengenai ba! 

tersebut hams jelas dan terbuka untuk masyarakal. 

Most-favored nation clause merupakan suatu prinsip yang jika 

dikai!kan dengan perlindungan alas kekayaan inlelektual, mengandung arti 

babwa segala keuntungan, kemudahan, atau keistimewaan atau bak-bak 

istirnewa (privilege) kekebalan yang diberikan oleb neg am anggota kepada 

warganya harus juga diberikan kepada warga negara sendiri secara segera 

dan lanpa syarat kapada warga negara sendiri dan warga negara, negara 

anggota TRIPs !air-.nya 162 

WTO atau Organisasi Perdagangan Donia yang lerbentuk pada lahun 

1995, didalanmya tedapat perjanjian TRIP's (Trade Related Aspects of 

151 Ibid, Mamy Emmy Mustafa ,him. 113. 
~&l The most favoured treatment adalah sebuah p.rinsip yang berlum pemah diatur dalam 

perjanjian internasional tentang perlindtmgan HKI. Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian 
intemaslonal pertama yang mengatur tentang prinsip ini, Pasal 4.1 TRIP's Agrement; Baca 
UNCTAD-JCTSD Project tm IPR and Sustainable DeveJtJpment, Resource Book (}n TRIP's and 
Developmenl, UNCTAD-ICTSD, Cambridge University Press, 2005,vp.ci/.,hlm.68. Dalam Marny 
Emrny Mustafa, Prinsip-prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di indonesia dikaitkan 
dengan Trips-WTO (Sandung: PT Alumni, 2007}, hlm 114. 
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Intellectual Property Rights) yaitu perJanJian yang mengantur 

pergabungan bulrum HKI dengan aturan-aturan yang didaS<U:kan pada 

perdagangan. Walaupun WIPO dan WTO berbeda secara hukum, namun 

keduanya Ielah terikat secora furmal dalam perjanjian kerjasama yang 

ditandatanganl pada tahun 1995. Mengenai Hak dan Kewajiban Indonesia 

sebagai anggota WIPO serta perjanjian internasional yang diselenggarakan 

oleh WIPO, tetpisah dari hak dan kewajiban Indonesia sebagai angola 

WTO. "' 

Perjanjian TRIPs yang dibentuk didalam ViTO mewajibkan se1uruh 

anggotanya yang telah menandatangard konvensi Paris dan Konvensi 

Bern, untuk menerapkan aturan-aturan lrukum yang terdapat didalamnya 

ke dalam peraturar>-peraturan di negaranya masing-masing. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang 

pe.ngesahan agreement Estabilishing The World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organlsasi Perdagangan Dunia. Konvensi ini 

berpengaruh besar terhadap sistem Hulrum Nasional pada umumnya 

termasuk Indonesia dan hukum hak cipta pada khususnya. 

Persetujuan Pembentukan WTO terdiri dari Pasal 1 sampai dengan 

Pasa1 XVI, dan lampiran-lampiran (Annexes) lA, IB, lC, 2 dan 3. Dalam 

lampiran lA ditetapkan bahwa General Agrement On Tarriffs and Trade 

1994 (GATT 1994 berbeda dari GATT 1947) yang dilampirkan pada final 

Act sebagaimana berkali-kali telah diralat, ditambah atau diubah. 

Pada tanggal 1 Januari 1995, mulai berlaku persetujuan tentang 

WTO, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangard oleh para 

menteri luar negeri di Marrakesh, Maroku. Penmdingan-perundingan para 

menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko adalah salah satu perundingan 

dalam kerangka-kerangka perundingan perdagangan mullilateral putaran 

Uruguay. Seperti Ielah kita ketahui, Pu!aran Uruguay adalah putaran 

kedelapan dalarn sejarah GATT) yang menyelenggarakan dilakukan di 

berbagai negara. 

1 ~ 3 Ibid., him. 55·56. 
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Perjanjian pembentukan WTO terdiri dari satu naskah Irnluk berisi 

XVI pasal disertai empat Lampiran (Annex) yang merupakan bagian yang 

talc te!]Jisahkan dari naskah induk. Katena digunakannya prinsip 

kesesuaian penuh atau full compliance sebagai syarat minimal bagi para 

pesertanya. Ini berarti negara-negara peserta Persetujuan WTO dengan 

Iampiran-Jampirannya, TRIPs termasuk didalamnya, wajib menyesuaikan 

peraturan perurnlang-undangan nasionalnya mengenai HKI secara penuh 

berdasarkan Perjanjian WTO. Lampiran-lampiran dintaksud adalah: 

a. Annex 1, yang terdiri dari: 164 

Annex 1 A Multilateral Agreement on Trade in Goods. 

Annex lB 

Annex!C 

General Agreement on trade in Service and Annex 

Agrement on Trade-Related Aspects of in tellectual 

Annex 

b. Annex 2 Understanding on Rules and Procedure Governing the 

Settlement of Disputes 

c. Annex 3 Trade Policy Receview Mechanism 

d. Annex 4 Plurilateral Trade Agrements 

Dengan pengesahan atas persetujuan WfO ini~ Indonesia telah 

memenuhi kesepakatan yang tercantum dalam Final Act Embodying the 

Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation butir tiga, 

dengan melakukan ratifikasi pada tanggal 2 Desember 1994. Sejak tanggal 

itu secara resmi Indonesia telah menjadi anggota WT0.165 

Dalam tangka membabas implikasi keikutsertaan Indonesia pada 

WTO khususnya dibidang bak cipta yang diatur dalam lampiran IC: 

TRJPs, adalah perlu diintergrasikannya ke dalam Undang-Undang Hak 

Cipta Indonesia beberapa ciri pokok dan unsur-unsur yang dirnuat dalam 

TRJPs. 

l£4 Opcit, Eddy Damian, him. 84. 
165 Buuyi ketentuan: butir tiga adalab sebagai berilrut: The representalives agree on the 

desirability of acceptance of the WTO Agreement by all participants in the Uruguay Round of 
Muiliateral Trade Negotalions (hereinafter referred to as "participants") with a '"'iew to its entry 
into force by 1 January 1995, (It as early as possible thereafter. Not later than late 1994, Ministers 
will meel. in accordance with I he fmal paragraph of Jhe Punta del Este Ministerial Declaration, to 
decide on the international implementation of the results, including the liming &jtheir entry force. 
Dalam Eddy Damian, Jbid, hlm. 84. 
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Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya be~pola pada tiga hal: 

a. TRIPs lebih berpola pada oonm-norma dan standar-standar yang 

berbeda dari persetujuan-parsetujuan pardagangan intemasionallain, 

terutama porjanjian-perjanjian dibidang perdagangan barang (trade 

in goods), yang Iebih banyak be1p0la pada aspek-aspek konkrit 

seperti askses pasar dan tariff 

b. Sebagai persyarafan minimal TRIPs menetapkan sebagai salah satu 

cirinya, yaitu full compliance terhadap beberapa perjanjian 

intemasional di bidang HKI. 

c. TRIPs memuat keteniuan-keterltuan mengenai penegakan hukum 

yang ketal berikut mekanisme penye!esaian sengketa yang diberi 

sarona berupa hak hagi negara yang diregikan Ulliuk mengambil 

tindakan-tindakan halasan di bidang perdangana secara silang (cross­

relation).166 

selain ketiga ciri-ciri diatas, ada juga tiga unsure yang terkandung dalam 

TRIPs yang perlu dic<lrmati oleh negara-negara yang dimaksud Ulliuk 

menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di hidang HAKI. 

Ketiga unsur dirnaksud adalah: I) unsur yang berupa nonna-nonna haru; 

2) unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi; 3) unsur yang 

berupa penegakan hukurn yang ketat 

Di bidang hak cipta yang dapat dikategorikan sebagai unsur yang 

berupa oonna-norma hara, dapat disebutkan sebagai conloh adalah : 

164 Sebagai contoh cross retaliation Marceau eta!, op cit, blm. 23 mengulip sebagian 
Pasal 22 yang mengatur salah sa1u tindak1m balasan yang dapat dilakukan ~uatu negara terhadap 
Negara lain dalam bentuk ganti rugi (oompentation) dan penMgguhan konsensi (suspension of 
concenssions), sebagai berikut: 
In CMsidering what concension or ether obllgmions to SU$pettd, the complaining party shall apply 
the fallowing principles and procedures: 
(a) The ·general principles is thatr the complaining party shauld first seek to suspends 

concessions or other obligations with respect to the same sector(s) as thai in wich the panel 
or appellate baday has found a vtolation or other nullification or impairment; 

(b) lf that party consider that it is not practicable or effective to suspend concesions or other 
obligations with respect ta the same seclor(s), it may seek to suspend concensiom; or other 
sector under the same agreement; 

(c) lfthat party considers that it is rtOJ parciicibfe or effective to suspend conceussions or other 
obligations wilh respect to other sectors under the same agreement, and that the 
circumstances are serious enough, it may seek to suspend concensions or other sector under 
another covered agreement 

Bacajuga terjemahan oleh Badan Urusan Logistik, Pt:rsetujuan Akhir Pularan Uruguay. him. 467. 
Dalam Eddy Damian, Ibid, hal. 88. 
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perlindungan pengaturan perlindungan lrukum terhadap merek:a yang 

digolongk:an sehagai pelaku (performers), produser rek:aman, suma 

(producers of phonogram), dan badan-badan penyiaran (broadcaster). 

Selain itu juga ada pengaturan tentang hak rental (rental right). Mengenai 

standar yang lebih tinggi, seperti jangk:a waktu perlindungan hukum 

beherapa ciptaan di bidang hak cipta menjadi 50 tahun, bukannya 25 

tahun. 

Mengenai unsur penegakan hukum yang lehih ketal oleh 1RIPs 

diintrodusir suatu sistem penegakan hukum, seperti diatui dalam Bab Ill 

Persetujuan TRIPs yang berjudul penegukan HKI. Bab ini terdiri dari Zl 

pasal, tersusun dalam 5 bagian. Dari sekian banyak pasal tentang 

penegakkan HKI, yang terpenting adalab ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan dalam bagian Keempat: Pasal 51 sampai dengan dengan Pasal 

60, yang mengatur syarat-syarat khusus mengenai tindakan-tindakan di 

Tapa! Batas Negara (special Requirements Related to Border Measure). 

Untuk menjelaakan sedikit penegakan huknm diambil sebagai contoh 

tentang pengaturannya menurut Pasal51. 

Negara-negara peserta perjanjlan, sesuai dengan ketentuan­
ketentuan diuraikan di bawah ini, menetapkan prosedur-prosedur 
yang memungkinkan pemegang hak yang mempunyai bukti-bukti 
yang kuat untuk menduga adanya impor ba:rang-barang bermerek 
palsu atau barang-barang pambajakan bak cipta, untuk mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada otoritas yang menangguhkan 
pengeluaran dari pelabuban oleh bea euk:ai barang-ba:rang impor 
tersebut. 
Contoh koukritnya adalab sehagai berikut: Pemegang Hak Cipta 
suatu hukn adalab penerbit A di negara B. Penerbit A dapat 
mengajukan parmohonan tertulis kepada Pengadilan di negara C 
untuk menambab buku-buku impor oleh Pejabat Bea Cukai di 
pelabuhan negara C. Hal ini dapat dilakukan apabila penerbit A 
mempunyai bukti-bukti yang kuat sebagai dasar untuk menduga 
adanya impor buku-buku bejakan yang berasal dari seorang: 
eksportir di negara D yang mengekspor ke negara C. 

Sebagai bahasan lain tentang TRJPs perlu diuraikan tentang jadwal 

penerapan persetujuan TRIPs di negara-negara anggota pesertanya. 

Ditentukan bahwa persetujuan WTO rnulai berlaku erektif 1 Januari 1995 

yang lalu. Namun, bagi negara-negara berkembang seperti negara 
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Indonesia berlaku suatu ketentuan masa pemlihan seperti diatur dalam 

Pasal 65 ayat I, dan 2, Persetujuan TRIPs. Terhadap persetujuan 

pembentukan Wl'O yang Ielah berlaku semenjak 1 Januari 1995. 

Konsekuensi logisnya bagi Indonesia, Persetujuan Wl'O beserta lampiran­

lampirannya termasuk TRIPs, haru akan berlaku penuh 1 Januari 2000 

mendatang. 

Sebagai konsekuensi ikut sertanya Indonesia pada perjanjian VlTO 

yang memuat lampiran JC: Persetujuan TRIPs, menimbulkan kebutuban 

untuk menyempurnakan den mengubah sekali lag~ bebernpa peraturan 

perundang..undangan bidang Hak Cipta yaitu UUHC 1987 melalui 

perundang-undangan baru berkenaan dengan beberapa ciri pokok dan 

unsur-unsur yang dirnaksud dalam persetujuan TRiPs. 

Bentuknya berupa: 

a. Memberlakuken Konvensi Bern 1971 yang berlaku bagl Indonesia 

b. Mencabut ketentuan-ketentuan Hak Cipta yang tidak sesuai dan 

menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

persetujuan TRIPs; 

c. Menetapkan penambaban ciptaan-ciptaan yang diatur dalam 

persetujuan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan 

Hak Cipta. 

Untuk merealisasi tiga pokok tersebut di atas, perlu ada suatu 

pemhaharuan perundang-undangan Hak Cipta yang telah berlaku dengan 

cara mengubah UUHC 1987 sebagai dasar minimal. Pembaharuan­

pemhaharuan terhndep UUHC perlu segera direalisasi megingat 

persetujuan TRIPs terhadap para negara pesertanya menggunakan prinsip 

kesesuaian penuh (full compliance) sebagai syarat minimal bagi 

pesertanya. 

Karena itt4 yang berkenaan dengan Konvensi Bern 1971~ Indonesia 

mau tidak mau wajib mematuhi ketentuan-ketentuan pasal 1-21 Konvensi 

Bern 1971 beserta larnpiran-larnpirannya, sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 9 Persetujuan TRIPs. 
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a. Peserta-peserta perjanjian wajib mernatuhi ketentuan-ketentuan yang 

dimaksud dalam Pasal I sampai dengan Pasal 21 Konvensi Bern 

(1971) berikut lampirannya. Peserta-peserta perjanjian tldak 

mempunyai !1l!k maupun kewajiban yang diperoleh berdasarkan 

. persetujuan ini sepanjang mengenai hak-hl!k yang diperoleh 

berdasarkan Pasal 6 bis dari Konvensi tersebut atau hl!k-hak yang 

timbul daripadanjnl. 

b. Perlinduugan terbadap hak cipta meliputi bentuk-bentuk perwujudan 

dan tidak meliputi ide, prosedur, metnde kerja atau kllnsop-konsep 

sejenisnya. 

Seperti diketahui pada tahun 1958, Indonesia secara resmi 

menghentikan bedakunya Konvensi Bern 1986, karena adanya perhedaan 

di bidang kualifikasi ciptaan jangka waktu perlindungannya. 

Dahun UUHC 1987 sehenarnya perbedaan-perbedaan itu telah 

dieliminasi sehingga ketentuaa-ketentuan Konvensi Bern 1971 telah 

diakomodasi Dengan demikian, hagi Indonesia sndah tidak sulit lagi 

untuk menyertai Konvensi Bern 1971 beserta kanPiran-hunpirannya. 

Dengan menjadi peserta pada Konvensi ini, kebentdaan perjanjian­

perjanjian bilateral dengan negara-negara yang mengadakannya dengan 

Indonesia menjadi berakhir. Perjanjian bilateral dimnksud dia!l!S adalah 

perjanjian bilateral dengan: 167 

a. Amerika Serikat, yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden 

Nomor 25 Tahun 1989 Mei 1989. 

b. Australia, yang telah diartifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 

38 Tahun 1993, tanggall5 Mel 1993. 

c. lnggris, yang telah diratiiikasi dengan keputusan Presiden Nomor 56 

tahun 1994, tanggal28 Juli 1994. 

d. European Community/ES, yang telah diratifikasi dengan Presiderr 

Nomur 17 Tahun 1988, tanggal27 Mei 1998. Persetujuan dengan EC 

hanya terbatas bagi perlindungan sound recording. 

16
' Opeil, Eddy Damian, hal93-94 
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Ketentuan-ketentuan program knmputer sebagaimana Ielah mendapat 

tempat pengaturannya dalam UUHC 1987 merupakan ketentuan yang 

perlu dicabut dan diganti karena tidak sesuai dengan kntentuan dalam 

persetujuan TRIPs yang menetapkan dalam Pasal 10: 

a. Prognun komputer, baik yang m~sih berbentuk rumusan awal 

ataupun yang sudah berbentuk kode-knde tertentu, dilindungi sebagai 

karya tulisan berdasarkan Knnvensi Bern (1971); 

b. Kompilasi data atau materi lain, baik yang dapat dibaca dengan 

mesin atan bentuk lain yang berdasarkan cara seleksi atau 

penyusunan isinya merupalian karya int~lektual mendapatkan 

per!indungan sebagaimana mestinya. Perlindungan dimaksnd, yang 

tidak meliputi data-data itu sendiri, tidak mengurangi aspek bak cipta 

atas data mated itu sendiri. 

Adanya ketentuan Pasal I 0 ini, dengan sendirinya ketentuan UUHC 

tentang program komputer yang memberikan masa perlindungan banya 

berlakn 25 tabun, perlu disesuaikan. Menurut persetujuan TRIPs program 

komputer sebngai literary works barus berlangsung selama 50 tahun. 

Selain UUHC 1987 hams menyesuatkan pengaturan tentang program 

komputer, yang juga barns dilakukan terbadap UUHC 1987 adelah 

menyempurnakannya dengan pengaturan haru peribal bak penyewaan 

(Rental Right) seperti diatur dalam persetujuan TRIPs Pasalll: 

Paling kurang dalam kaitannya dengan program lromputer atau 
karya sinematografi, suatu negara peserta perjanjian wajib 
memberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta lain yang 
berhak untuk memberikan izin atau melarang penyewaan secara 
kvmersial kepada masyarakat alas karyanya hak cipta yang asli 
maupun salinannya. Seprmjang mengenai karya sinematograji, 
negara anggota dikecualikan dari kewajiban ini kecuali apabila 
penyewaan tersebut dimaksudkan untuk memperbanyak da/am 
jumlah besar atas karya yang bersangkutan sehingga merugikan hak 
eksldusif pencipta untuk memperbanyak yang diberikan negara 
peserta perjanjian kepada pencipta atau pemegang hak cipta. 
Sepanjang mengenai program komputer, kewajiban ini tidak berlaku 
terhadap penyewaan yang tidak berkailan dengan esensi objek 
program lwmputer yang disewakan. 
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Dengan ketentuan ini untuk ciptaan-ciptaan program komputer dan 

sinematografi, ditentukan adanya hak penyewaJ!ll (Rental Right) yang 

diberikan kepada pencipta dan pemegang hak ciptanya atas kegiatan 

penyewaan ciptaan-ciptaan program komputer dan sinematografi. lni 

berart~ terhadap usaha penyewaan program komputer dan sinematografi 

(misalnya penyewaJ!ll video kaset film), pencipta atau pemegang hak cipta 

alas cipeaan-ciptaan ini berhak atas hagian penghasilan yang diperoleb 

perusahaan renta~ dari nsaha penyewaan yang dilakukan secara 

komersial. 1611 

Selain rental right yang belum diatur oleh UUHC 1987, yang perlu 

juga diatur dengan menyempurnakan UUHC 1987 adalah mengenai hak­

hak yang berl:aitan dalam persetujuan TRIPs Pasal 14: 

a. Sehubungan dengan pembualan lfuation) suatu pertunjukan, 

dimungkiukan bagi peluku pertunjukan untuk mencegah pembualan 

pertunjukan mereka dan diperbanyaknya pertunjukkan tcrnebut. 

Pelaku pertunjukan pula untuk mencegah disiarkannya serta 

diumumkannya kepada masyarakat pertunjukkan mereka. 

b. Produser rekaman juga mempunyai hak untuk memberikan izin atau 

melarang diperbanyaknya secara langsung ata~ tidak langsung basil 

rckamannya., 

c. Lembaga-lembaga penyiatan mempnnyai hak untuk me!arang 

dilukukannya perbuatan·perbuatan berikut ini, bila dilukukannya 

perbuatan-perbuatan berikut ini. bila dilakukan tanpa izin; membuat, 

memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya kepada 

masyarilkat mefu.lui siaran televisi. 

Dalam hal ini negara tidak memberikan hak-hak yang demikian 

kepada Jembaga-lembaga penyiaran, negara-negara anggota akan 

memberikan kepada pemegang Hak Cipta Siaran dengan kemungkinan 

untuk mencegah dilukukannya perbuatan-perbuaian diatas, dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi Bern {1971 ). 

16s lbid, Eddy Damian, hal. 95. 
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Dengan latar belakang materi-materi di bidang hak cipta dalam 

persetujuan TRIPs, yaitu mengenai pemberlakuan Konvensi Bern (1 971) 

Pasal 1-21 beselia lampirannya; perlindungan program kornputer selama 

50 tabnn ; hak penyewaan bagi karya sinematogrnfi/film, video fibn, dan 

kewajiban unluk memberi perlindungan kepada para pelaku produser 

rekaroan suara, dan lembaga-lembaga siaran oleh Pemerlntah Indonesia 

dipandang perlu untuk mengubah UUHC 1987 dengan perundang-undang 

yang disesuaikan dengan Persetujuan TRIPs dl bidang hak cipta.169 

2.2.2 Berne Convention for the Protection for Artistic and literary 

W()rks 

Terdapet sepuluh negara-negara peserta asli (original members} 

dan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, 

Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesi menandatangard naskah 

as1i konvensi Bera. Di dalam Mukadimah naskah asli Konvensasi Bern, 

para kepala negara pada waktu · itu menyatakan babwa yang 

me1atarbelakanginya Konvenasi ini adaJah: " ..... being equally animated 

by the desire to protect, in as authors in their literary and artistic works. " 

Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya menuntut tiga prinsip dasar, 

bempa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum 

perlindnngan hukwn (minimum standard of protection) yang diberiken 

kepada pencipta dan juga memuat sekumpuhm ketentuan yang berlaku 

khusus bagi negara~negara berkembang, 

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern. 

menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam 

perundang~undangan nasionalnya di bidang hak dad tiga prinsip dasar 

yang dianut Konvensasi Bern yaitu: 170 

169 Ibid, Eddy Damian, haL 96. 
1
'
0 Ibid, Eddy Damian, h.aL 61~62. 
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a. Prinsip national treatment : 

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta peljanjian (yaitu 

ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau satu 

suatu clpta2n yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara 

pesertl! peljanjian) barns mendapat perlindungan hukum hak cipta 

yang sarna seperti diperoleh ciptaan seorong pencipta warga negara 

sendiri. 

b. Prinsip automatic protection 

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung 

ranpa barns memenuhi syarat apapun (must not be condiliQIU1/ upon 

compliance with any formality). 

c. Prinsip independence of protection 

Suatu pellndungan hukum diberikan tanpn harus bergantung kepada 

pengaturon perlindungan hukum negara asal penciptaan. 

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hnkum 

ciptaan·ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindnngan ynng 

diberikan, pengaturan adalah sebagai berikut : 

a. Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu 

pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya. 

b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi {reservation)~ 

pembatasan (limitation) atau pengecuaiinn (exception) yang 

tergolong sehagai hak-hak ekslusif adalah: 

1) Hak untuk menterjemaahkan; 

2) Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama; 

3) Hak mendeklamasi (to recite) di muka umum suatu ciptaan 

sastra; 

4) Hak penyiaran (broadcast); 

5) Hak mernbuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan 

apapun; 

6) Hak: menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk clptaa.n 

audiovisual. 
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7) Hak membuat aransemen (arrangements) dan adapsi 

(adaptations) dari suatu ciptaan. 

Selain hakNhak eksklusif ini~ Konvensi Bern juga mengatur 

sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (droit moral). Yang 

dimaksud dengan hak ini adalah hak ~encipta untuk mengklaim sebagai 

pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang 

bermaksud mengtibab, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya 

(any mutilation or deformation or other modification or other derogatory 

action), yang dapat llleragukan kehormatan dan reputasi pencipta (auth<>r 's 

honor or reputation). 

Hak·hak moral (moral rights/droit mora[) yang diberikan kepada 

seorang pencipta, menurut scorang penulis mempunyai kedudukan yang 

sejajar dengan hak-hak ekonomi (economic rights)171 yang dimiliki 

pencipta atas ciptaannya. 

Tentang pengertian hak no:mal yang termuat dalarn diagram di atas, 

ada sedikit perbedaan dalam soal arti hak mom! dengan yang dikemukakan 

oleh seorang penulis lain dari Prancis : Desbois dalam bukunya Le Droit 

di 'auteur (1996)172 berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral 

seomng pencipta mengandung empat makna, yaitu : 

a. Droit de publication : hak untuk melakukan atau tidak rnelakukan 

pengumuman ciptaannya. 

b. Droit de repentier, bak untuk melakukan perubahan-perubahan yang 

dianggap perlu ciptaannya, dan bak untuk menarik dari perbedaan, 

ciptaan yang telah diumumkaan. 

c. Droit atau respect, hak untuk tida.k menyetujui dilakukannya 

perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain. 

m Hak~hak Ekonomr sering juga dlsinonimkan dengan hak~ha.k eksploitas.i karena hak 
cipta memberi.kan kepada pcncipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu bak mengekploitasi 
manfaat ekonomi dari ciptaan soorang pencipta. Kcgiatan eksploitasi dapat misalnya berupa suatu 
kegiatan seorang pelaku (performer) yang merupakan seorang penarl yang mempertunjukkan 
suatu karya {ciptaan} tari diatas panggung pertunjukkan untuk umum. Contoh lain adalah kegiatan 
pelaku (performer) yang mcrupakan scorang penyanyi yang menyanyikan sualU karya (ciptaan) 
muslk yang direkam com[H)Cl disk dan pita rekaman oleb suatu badan usaha produser rekaman 
m isa!nya Remaco, untuk dijual sccara umum ke:pada para konsurnen. 

m Opcit, Bdgk.A.Komcn, D.W.F. Verkade, bnl. 76-7&. 
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d. Droit a la paternite, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak 

untuk tidak menyutujui perubahan atas nama pencipta yang akan 

dicantumkan, dan bak untuk mengumumkan sebagai pencipta waktu 

yang diingiukan. 

Bagi negam·negara yaag tergolong negara·negara berkembang 

Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberi kemudahan­

kemudahan tertentu, pengaturannya dikelompokkall tersendiri dalarn suatu 

dokumen yaag merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Konvensi 

Bern yang direvisi di Stockbohn 14 Juli 1967. 

Bersamaan waktu revisi dilakukan di Stockholm, suatu Protokol 

perjanjian dilampirkan pada Konvensi Bern lama. Revisi Konvensi Bern di 

Stockholm, kemudian disusul dengan revisi pada tabun 1971 di Paris yang 

antara lain mengubah proto/wl Konvensi Bern dengnn Revisi di Stockbohn 

1967, menjadi Appendix, (tanpa perubahan) sebagaimana diatur dalam 

Pasal21 Konvensas Bern yang menetapkan: 

Special provision regarding developing countries include in the appendix. 

Subject to the provision of Article 28 (b) The Approach forms an integral 

part of this Acl. 

2.2.3 World Inlellectual Property Organization Copyright Treaty. 

Konvensi ini diadakan pada tahnn 1986 dan diselenggarakan oleh 

Organlsasi Kekayaan lntelektual Dunia (WIPO) Indonesia menjadi 

anggota konvensi ini, Konvensi Bern tahun 1997. Standar minimum atas 

perlindungan yang diatur oleh Konvensi Bern mensyaratkan negara-negara 

yang terhnat unto!,: melindungi sejumlah karya, termasuk di antaranya: 173 

a. Karya tertulis seperti buku dan laporan; 

b. MLISik; 

c. Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi; 

<L Karya-karya arsilektur; dan 

e. Karya sinematografi seperti film dan video. 

173 Asiatl Law Group, indonesia Australia Proyek PelaHhan,Hak~Hak Kekayaan 
Jntelektual, 20()1, haL 120. 
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Konvensi Bern juga mensyaratkan perlindungan alas : 

a. Karya-karya adaptasi, seperti terjemaban dati satu babasa ke balmsa 

lain, karya adaptasi dan =em en musik; dan 

b. Kumpulan, koleks~ seperti encyclopedia dan anatologL 

World Intellectual Property Rlgbt Organization (WIPO) atau 

organisasi Hak Kekayaan !ntelektual Dunia adalah sebuab lembaga yang 

mengatur perlindungan HK1 secara Internasional yang berdiri pada tabun 

1970. Lembaga ini menjadi badan kbusus Pernatuan Bangsa Bangsa (PBB) 

pada tabun 1974. 174 

Sebelum itu, di Jenewa pada tabun 1952, melalui Usaba Unesco 

(sebuab badan di bawah PBB) Ielah tabir sebuab perjanjian multilateral 

yang diberi nama Universal Copyright Convention-UCC atau Konvcnsi 

Hak Cipta Sedunia. Dapat disimpulkan bahwa lahirnya Universal 

Copyright Convention ini merupa.kan usaha untuk memperteznukan aliran­

aliran yang dianut oleh negara-negara di Eropa yang menganut Doktrin 

Kontinental dan Amerika Serikat yang Anglo Saxon. Falsafah yang dianut 

oleh negara-negara Eropn memberlkan konsepsi tentang bak cipta sebagai 

bak alamiah yang sangat ptibadi bagi penciptanya. Sedaugkan Amerika 

Serikat menganggap bahwa hak cipta adalah hak monopoli yang hanya 

diberil<an supaya karya-karya tersebut dapnt dikemhangkan atau 

distimulasi untuk kepentingan umum. 

Hal ini tampak terbaca daugan jelas di dalarn mukadimah UCC yang 

menyumtkan sebagai berikut. ''Negara-negara peserta yang tergahung 

dalam konvensi in~ terdorong oleh basrat untuk memberlkan perlindungan 

atas penciptaan daripada karya-karya sastT!L ilmiah dan kesenlan di 

se)uruh dunia." 

Mencermati pada substansi WIPO Copyright Treaty maka pada era 

digital ini keberadaan WIPO Copyright treaty menjadi penting untuk 

dirntiflkas~ alasan pentingnya meretiflkasi WIPO Copyright Treaty yakni: 

a. Membawa bak cipta kedalarn abad digitaL Bentuk bak cipla 

merupakan dasar dari internet, electronic commerce, dan 

t
14 Husain Audab, flak Cipta dan Karya Cipta, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), 

hal. 54-55 

15 Universitas Indonesia 
Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



infrastruktur informasi global (the global i>iformation i'lfrastruclure. 

Perlindungan yang efuktif dati bak cipta akan mendorong 

pengembangan dati pengembangunan internet dan isinya, seperti 

software (the internet's engine) informasi dan hiburan di internet, 

dan komputer. Tanpe perlindungan bak cipta, medium baru ini akan 

melahirkan keraguan digital. 

b. Menetapkan suatu keadaan win-"in untuk pihuk kreator dan users. 

Perlindungau bak kekayaan intelektual yang efuktif akan 

menyediakau kebutubau insentifuntuk kelanjntan pembangunau dan 

pengembangan dati infrastruktur informasi. Dalam wuktu yang soma, 

kousumen akan melihat lebih layanan dan ketersediaan teknologi. 

c. Mempromosikan kreatifrtas dan pekerjaan. Pendistribusian dan 

pemanfaatan karya dengau cam tidak berwenang melalui internet 

akan menimbulkan meruunbah pennasalahan. Di internet, 

perbanyukan dari suatu karya dapet dikirim dan disebar untuk jutaan 

users. WIPO Copyright Trety ini dibuat dalam upaya mencegah 

tindakan piracy. 

d. Melindungi penciptalpengarang world wide. Piracy internet adalah 

piracy intemasional. Ha1 ini terjadi secara alamiah dalam batasan 

transnasional melalui world wide web. Produk perangkat lunak dapat 

dikirim dari satu negara ke negara Jainnya. Tanpe edanya rezim 

perlindungan internasional bak eipta alaS karya cipta, maka 

perangkat lunak dapat dikembangkan di seluruh dunia. Olch kareua 

itu, WIPO Copyright Treaty int merupakan solusi global atss 

tekoologi baru. 

Dengan melibat arti penting meratifikasi W/PO Copyright Treaty in~ 

maka bagi negara-negara yang mempunyai komitmen terhadap 

perlindungan hak cipta hal ini tentwtya merupakan suatu kemajuan yang 

patul disambut dengan bailc Scperti diketahui perkemhangan tekoologi 

infurmasi saat ini terasa sangat cepat, bahk:an perubahan senantiasa tetjadi 

setiap saat dan ini terjadi semua negara. 
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01eb karenanya maka sangat logis apabila suatu negara melakukan 

ratifikasi terhadap WIPO Copyright Treaty ini Diharapkan deegan 

meratifikasi WIPO Copyright Treaty sega1a permasalaban hukum yang 

dilirnbulkan dari perkembangan teknologi infhrmasi terutama berkenaan 

deegan bak cipta akan depat dilindungi. Pemaharnan ini didesarkan pada 

alasan bahwa apabila suatu negara tersebut akan mengbarruonisasi hnirnm 

hak ciptanya. - Dengan dernikian, setiap oranglke1ompok yang 

mengbasilkan kreasi bak cipta dapat dilindungi. Selain konvensi-konvensi 

tersebut di atas thasih terdapat konvensi-konvensi yang terkait dengan 

pelaksanaan pengaturan hak cipta, antara lain: 

2.2.4 Konvensi Hak Cipta Universal1955 

Konvensasi Hak Cipta Universal 1995 atau Universal Copyright 

Convention, yang ak:an ditinjau secara khusus di bawah ini, setelah 

tinjauan Konvensasi Bern 1886, juga mengatur right of transposition dan 

of reproduction. 

Namun sebelum dilalrukan pembabesan lebih lanjut tentang dua 

substansi ini, ada baiknya terlebih dabulu dilalrukan beberapa analisis dan 

pembahasan Konvensasi Hale Cipta Universal ini. Pada 6 September 1952 

untuk memenuhi kebutuhan suatu Common Concentration, iahirlah 

Universal Copyright (UCC} yang ditandangani di Geneva dan kemudian 

ditindaklanjuti dengan 12 rati:fikasi yang diperlukan untuk berlakunya 

pada 16 September 1955. Secara ringkas, garis-garis besar ketentuan­

ketentuau paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensasi antara lain 

adalab hal-hal sebagai beriknt.175 

a. Adequate and effective protection. Menurut pasal 1 Konvensasi, 

setiap negara peserta perjanjian berkewajiban perlindungan hukum 

yang memadai dan efektif terhadap bak-hak pencipta dan 

pemegangan hak cipta. 

b. National Treatment, Pasal II menetapkan hahVI'll ciptaan-ciptaan 

yang di:terbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta 

175 Baca Arpad Bogsch (II), Universal Copyright Canventit»J, An Analysis and 
Comentary, R.R. Bowker, 195& dan Paul Go!dsteim (II), op.cii.,hlm. 1002 -1003. 
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perjanjian, akan memperoleh perlakukan perlindungan hukum cipta 

yang soma seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang 

menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga 

negara. 

c. Formalities, Pasal1II yang merupakan menifestasi kompromistis .dari 

UCC terhadap dua aliran fulsafil.h yang ada, rnenetapkan bahwa suatu 

negara peserta perjanjian yang menetapkin dalam undang-undang 

nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai furmalitas bagi timbulnya 

hak cipta_ seperti wajib simpan (deposit) per!dallaran (registration) 

akta notaries (notarial certificates) atau bukti pembayarim royalty 

dari penerbit (payment of fees), akan dianggap merupakan bukti 

timbulnya hak cipta_ dengan syarat pada ciptaan bersangkutan 

dibutubkan Ianda c dan di belakangnya tercantum nama pemegang 

hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali, 

Penempatan dari kata-kata yang dicontobkan barus dilakukan di 

tempat yang jelas dan biasanya diletakkan pada balaman-belaman 

pertama sebuah buku yang lazimnya di dunia penerbitan bnku 

dinamakan balaman Prancis. 

d. Duration of Protection. Suatu kompromi lain yang amat penting 

dalam rangka mengakomodasikan dua aliran falsalhll yang saling 

berbadapan satu sama lain, adalab ditetapkan dakan Pasal IV 

Konvensi, suatu jangka waktu minimal sebagai ketentuan untuk 

perlindungan hukum: selarna hidup penvipta ditambah paling sedikit 

25 tabun setelah kematinn pencipta. 

e. Trar.slations flight. Hak cipta menurut Pasal V j(onvensi mencakup 

juga hak eksklusif pencipta untnk membuat, menerbitkan dan 

memberi izin untuk :menerbitkan suatu terjemahan dan piptaannya. 

Namun, jika setelah tujuh tabun terlewatkan, tanp~ adanra 

penerjernahan yang dilakukan oleh perencanaan kepada warga 

negaranya }iengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan 

Konvensi, Qengan perkataan lain, hak eksklusif pencipta setelah 

tujuh tahun ~apat dicatat karena adanya compulsory licensingldwang 
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licientie yang diberikan kepada seorang warga negara dari negara 

peserta Konvei1Si karena tidak adanya terjemahan dalam balmsa 

negaranya setelah berlaku tujuh tahun semeqjak penerbitan pertama. 

£ Jurisdiction of the International Court of Justice. Menurut Pasal XV 

suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota 

konvensi mengenai penafsira.n satau pelaksanaan konvens~ yang 

tidak dapat diselesaikan dengan rnusyawarah dan rnufukat, dapat 

diajukan ke mnkn Mabkarnab Internasional untnk dimintakan 

penyelosaian sengketa yang diajilkan, kecuali jika pihak-pihak yang 

bersengketa bersepakat untnk memakai cara lain bagi penye!esaian 

sengketa yang mereka badapi Yurisdiksi Mabkarnab lnternasional 

untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajnkan kepadanya 

didasarkan kepada Pasal 36 Status Mabkamah Intemasional, yang 

menetapkan : 

The jurisdiction of the court comprises ... all maters specially 

provided for .... in the treaties and convention in force. 

g. Bern Sqfegurad Clause. Pada saat UCC mulai berlaku peugaturan 

hak cipta antara negara--negara dituangkan lebih dari selusin 

perjanjian intemasional multilateral dan lebih dari seratus perjanjia.n 

bilateral. Kebutuhan adanya sekarnpulan pengaturan yang mengatur 

keserasian pelaksanaan antara UCC dengan perjanjian-perjanjian 

internasional dan bilateral yang lebih dahulu, dirasakan keperluannya 

semenjak UCC dirumuakan pada tahnn 1955 di Geneva. Pasal XVII 

UCC beserta Appendixnya yang merupnkan satu ke.satuan yang tidak 

dapat dipisahkan dan pasal ini, merupakan salah satu saran penting 

untuk pemenuhan kebutuban ini. 

Ada tiga pokok yang diatw- dalam pasal ini beserta Appeudixnya, 

yaitu : 

a. Ditekankan bahwa UCC tidak akan mempengaruhi Konvensi Bern. 

dal~ arti negara peserta Konvensasi Bern tidak diperkenankan 

mengundurkan diri1 kemudian menjadi anggota DCC dan selanjutnya 
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mendasarkan hubungan-hubungan hak ciptanya dengan negara­

negara peserta Konvensi Bern pada UCC; 

b. Merumuskan sanksi terhadap negara yang mengnndurkan diri dari 

Konvensasi Bern untuk kemudian beralih menjadi anggota UCC; 

c. Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan 

(applicability) UCC oleh negara-negara peserta Kovensasi Bern. 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian 

multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukep banyak negara-negara 

untuk menjadikan peserta, Ielah 55 negara werat'Jikasinya walaupun 

masih lebih sedikit jika dibandingken dengan negara-negara peserta 

Kovensasi Bern. 

2.2.5 Konvensi Roma 1961, konvensi Jenewa 1967, dan TRIPs 1994. 

Dalam me.lakukan pembahasan konvensi-konvensi ini, pertama­

tama perlu dikelahui terlebih dahulu bahwa tidak ada satu konvensi pun 

yang mewajibkan suatu negara memberikan perlindungan hukum terhadap 

pencipta buknn warga negaranya. Keeuali. hila negara bersangkuian 

menjttdi negara asing di negara peserta peljanjian. Pengaturan yang 

demikian ini ditetapkan dalam salah konvensasi multilateral tertua di 

dunia, Konvensasi Bern tentang perlindungan hukem ciptaan-ciptaan 

sastra dan seni. 

Lebih dari satu abad yang lalu, tepatnya 9 September 1886 di 

Bern..,., ibu kola Switzerland, sepuluh kepala negara (Belgium, France, 

Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia Spain, Switzerland, Tunisia) 

menandatanguni pendirian suatu karya-karya cipta dibidang seni dan 

sastra. Bersamaan dengan pendirian organisasi internasional inL 

ditandatangani juga suatu kesepakatan mengikatkan diri pada Perjanjian 

Intemasional Bern Convention for the Protection of Library and Artistic 

Works (disingkat Bern Convention). 

116 Konvensi Bem sampai sekarang telah rnengatami berapa kali revisJ: (revisiun), 
dilengkapi (completed) dan diamendir (amended): Revisi Paris 19&6, dilengkapl di Bern 1914, 
Revisi-revisi Rom a 1928, Brussels 194:!, Stockholm 1967, dan Paris 1971, dan amandcmen 1979, 
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2.3 Permasalahan Hak Cipta dalam Praktek di Masyarakat 

Diadakannya Undang-Undang atau aturan hukum terhadap suatu masalalt. 

biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun 

material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perllnduugan bagi 

masyarakat atau sebuab komunitas at au .sauksi terbadap kegiatau apapun yang 

menyehabkau timbulnya kerugian, uutuk memberikan terapi hukum serta 

pengajanm bagi paia pelanggar aturan serta untuk meminimalisasi kegiatan­

kegiatan yang dapat merugikan orang lain. 177 Terdapat beberapa hal yang perlu 

dicermati sebagi suatu 1indakau yang menyangkut pelanggarau di bidang hak cipta 

dan tindakan illegallainnya, antara lain sehagai berikut."8 

2.3.1 Pembajakan Karya Film 

Pada urnumnya harga film-film bajakan yang beredar di pasaran 

lebih murah dibandingkan dengan produk yang legal atau asli, 

sehlngga konsumen terutama golongan masyarakat menengah ke 

bawah cenderung membeli produk yang murah terutama apabila 

kualitasnya tidak jauh berbeda. Hal ini berpengaruh terhadap 

meuingkatnya produk film bajakan yang beredar hampir di seluruh kola 

besar di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, bagi pedagang a!au produsen 

yang binsanya berusaba di bidang produk yang sah atan legal (terutaraa di 

bidang produk rakaman film, musik dan perangkat luuak (komputer), 

karena tidak mau bersaing dengan produk ilegal, maka agar usahauya tetap 

bisa bertaban, mereka cenderung untuk beratih usaha di bidang produk 

yang ilegal pula, dengan pertirnbangan lain yaitu memperoleh keuntnogan 

dalam pemasaran produknya secara mudah dan cepat serta melalui jalan 

pintas, yaitu dengan cara memproduksi dan menjual film-film bajakan 

yang onkos produksi yang murah dan pemasarannya yang relatif cepat 

laku karena harga jualnya pun menjadi murah sehingga film- film bajakan 

dapat diterima oleh masyarakat. 

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, 

pengumuman dan pengadaran untuk kepentingan komersial yaog 

!'17 Opcit, Husain Audah. hal. 37. 
m Ibid., Husain Audah, haL 37-39. 
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dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap 

produksi yang legal Didalam tindakan pemalsuan ini, menyangkut pula 

didalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehi:ngga setiap pelaku 

pembejakan, tentunya akan terjerat pada 3 (tiga) sisi hukwn. Yang pertama 

adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi 

karya film (tangible), dan yang kedua ada lab pelanggaran terhadap hak 

cipta (intangible) yang merupakan baglan yang tuk terpisahkan dari 

prcduk yang di bajak serta di sisi lain dia merupakan karya yang 

mempunyai bak eksklusif dan berdiri sendiri, 'dan yang ketiga adalah 
' 

melanggar undang-undaug perpajakan dalam hal sticker lunas PPn. 

Para pelaku pembajakan film khusunya produsen film bajakan 

(pemilik pabrik-pebrik penggandaan VCDIDVD) mudab memperoleh 

perijinan resmi atas bidang usabanya dan tidak diikuti deugan suatu sistem 

pengawasan yang ketat oleh instansi -instansi terkait alaS penyalabgunaan 

perijinan yang telah dikelnarkan oleh instansi pernerin!ab, babksn tidak 

adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan 

intansi pemerintah lainnya terbadap pabrik - pabrik yang memproduksi 

VCDIDVD bajakan. Para pelaku kejabatan hak cipta hanyak mendapat 

keuntungan karena tidak perlu membayar royalti kepada pemegang hak 

cipta yang produknya digaodakan, Selain itu, produk basil kejahatan 

HKI pad a umumnya diproduksi secara gelap atau sembunyi-sembunyi, 

sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang semestinya 

wajib dibayar. 

2.3.2 Pered•ran Ilegal 

Peredaran illegal merupakan sebuah produksi karya film yang telah 

memenuhi semua kewajiban dan ketentua.n terhadap materi produksi yang 

berkeitan dengan bak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara illegal. 

Artinya, di dalarn produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, 

namun dalam peredarannya pelaku industri melangbtar undang-undang 

perpajakan dengan mengaklbatkan kewajiban pembayaran perpajakan 
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dengan mengabaikan kewajiban kewajiban pembayaran pajak yang 

mengakibatkan kerugian bagi !legat!L 

Pengaruh globa!i<iasi secara um.um mendorong para pengusaha 

untuk memacu perkembangan basil indUS'crinya yang sekaligus memacu 

pula adanya persaingan curang dan memberi peluang teijadinya praktek­

praktek kejahatan HKI seperti pembajakan bak cipta berupa beredarnya 

film-film bajakan. Perkembangan ilmu pengetalJua.q dan teknologi yang 

demikian pesat telab mempengaruhi pula terbadap berbagai 

kemungkinan atau kemudahan dan ke:mampuan akan tek..-.uk­

teknik tertentu unrak melakukan kejahatan di bidang llKI .. 

Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan 

memperoleh pekerjaan mendorong sebagian masyarakat untuk berupaya 

melakukan apa saja tel1Dllsuk pekeljaan yang berkai.tan dengan kejahatan 

HKI, misalnya pedagang kaki lima VCDIDVD bajakan. Lemahnya daya 

bali masyarakat dibadapkan dengan kebutuhan produk-produk 

tertentu. mendorong meningkatnya pema$aran produk- produk 

ilegal di bidang HKI dengan harga terjangkau, walaupun dengan 

kualitas rendah. Terlebih lagi heium rneratanya sosialisasi masaJah 

HKI terutama pada kelompok atau golongan masyarakat bawah 

sehingga kurang mendukung terhadap kesadaran akan perlunya 

mengbargai basil karya orang lain. 

Aspek sosial ini juga turut mengbambat proses penegakan hulrum 

di bidang hak cipta seperti yang diungkapkan oleh John Sbe)'Qputra dari 

Asosiasi Video Movie Indonesia, daJam wawancaranya dengan harian 

Kompas yang menjelaskan bahwa : 

Para pengelola mall dan pusat~pusat perbelanjaan dan pertokan 

ikut andil meru::iptakan pasar VCD bajaktm. Dengan memberi izin 

bagi mereka membuka kios-kias penjualan unluk VCD bajakan, 

berarti pengelola malltelah menyuburkan bisnis VCD bajakan. Di 

mall Mangga Dua saja, menurut hasil pcndataan AV! sedikitnya 

ada 62 kios yang memperdagangkan VCD bajalwn secara lerang­

terangan. Anehnya tidak ada tindakan yang cukup berarli dari 
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pihak berwenang untuk memberantasnya. Padahal para pemegang 

lisensi film-film yang dibajak kecuali (Twentieth F<lX Century, 

Paramount, Universal dan Dreamworks) yang belum ada 

pemegang lisensinya di Indonesia, sudah mengeluhkan hal ini, dan 

sural imbauan yang mereka kirim kepada pengelola Mall 

tampaknya tidak digubris. 179 

Pemyataan tersebut didukung oleh : Dirjen HKI Depkeh dan HAM 

Prof Dr. Abdul Bari Azed dalam wawancaranya dengan Kompas : 

Kami akan terus memberikan peringatan di mall/piasa untuk tidak 

menyediakan tempat bagi penjua/an VCD/DVD bajakan, dan 

sanksi aktm dikenakan kepada Management mall/plaza tersebut 

apabila melanggar ketentuan tersebut akan terkena sanksi pidana 

atau ganti rugi secara perdata. 160 

2.3.3 Pelanggaran Hak Cipta 

Di dalam masalah Hak Cipta, negara Ielah menetapkan aturan 

hukum berupa Undang·Undang untuk mengatur lalu lintas dalam hal 

pernanfaatan dan penggunaan hak: cipta serta perlindungannya. Di sisi lain. 

diberikan pula sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak patah atau 

rnengakibatkan aturan-aturan yang telah ditentukan nleh negara lewat 

Wldang-undang yang diberlakukan. 

Pelanggaran-pelanggaran terbadap Hak Cipta, baik Hak Ekonomi 

rnaupun Hak Moral, meliputi bel-hal seperti di bewah ini. 1" 

a. Pengeksploitasian (pengumuman, panggandaan dan pengedamn) 

untuk kepentingan knmersial sebeah karya cipta tanpa terlebih 

dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari clptaannya. 

T ermasuk di dalamnya tindakan penjiplakan; 

b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya; 

m Harian Kompas, bari Sabtu tanggat 26 April200&, ha!A 
!ill Ibid,Harian Kompas, haL4 
111 Budi A gus Riswandi dan Siti Sumarliah, Mosalab-mosalall Haki Komemporer, Cet. I 

(Yogyakarta: Gitanagaci, 2006), haL 101-104. 
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c. Penggantian atau perubahnn nama Pencipta pada Ciptaannya yang 

dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik Hak Ciptaanya; 

d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujaun 

dari penciptanya. 

Hak cipta dalam pengertian seperti dijelaskan di atas merupakan 

salab satu kekayaan intelektual yang diatur hnkum positif nasional dan 

internasional dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan siapa yang 

berhak atas su.atu ciptaan dan bagaimana cara rnemanll!atkan atau 

mengeksploiti!si suatu ciptrum yang dilindungi hukum. Pencipta dan 

ciptaan merupakan dua hhl yang l'llUing-masing mempunyai konsepnya 

sendiri dan kedua-duanya berkenaan dengan hak cipta. Pencipta 

mempunyai hak-hak yang dirnunakan hak-hak moral dan hak-hak 

ekonomi. Yang dirnunakan hak-hak moral tetap berada pada pencipta, 

tidak dapat dialihkan kepada pibak lain. Hak untuk mengeksploitasi suatu 

ciptaan (hak ekonomi) sepertinya halnya hak-hak mora~ pada mulanya ada 

pada pencipta. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya 

sendir~ pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian 

menjadi pemegang hak:. Pengalihan hak eksploitasilhak ekonomi suatu 

ciptaan biasanya dilakuksn berdasarkan kesepakatau hersarna yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi 

yang dikenal dalam praktek. Yang pertama adalah pengalihan hak 

eksploitas/hak ekonomi dari pencipta kapada pemegang hak cipta dengan 

memberikan izin atau lisensi (licence/licentie) berdasarkan suatu 

perjanjian yang rnencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka 

waktu terteotu uutuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam 

kerangka ekaploitasi ciptaan yang tetap dirniliki oleh pencipta. Untuk 

pengalihan hak eksplotasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang 

tertentu sehagai imbalannya. Cara kedua pengaliban hak ekonomi adalah 

assignment (overdracht) yang dapat di Indonesia dengan istil.ah 

penyerahan. 

Di Indonesia pengaturan hukum hak cipta didasarkan pada 

ketentuan Undaeg-Undang Nomor 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta 
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secara normatif di dalam UUHC diatur sejumlah permasalahan hukum 

yang berhubungsn dengan masalah karya cipta. Dari mulai ruang tinglrup 

Hak Cipta, subjek Hak Cipta hingga pada sanksi hukum hagi para 

pelanggar bak cipta. Pelanggaran bak cipta. dapat mengsndung unsur 

kepadatan dan pidana. Dalam lruitannya dengan pelanggaran bak qipta dari 

aspek keperpadatan, maka dapat dilakukan gngatan gsnti rugi. Namun 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sendiri mengatur bahwa pihak 

yang merasa dirugikan akibat pe!anggamn ioi dapat memlnta Pihak 

Pengadilan Ninga untuk melakukan tindukan-tii1dakan sebngai berikut: 1
" 

a. Meminta penyitaan terhadap banda yang diumunlkan atau basil 

perbanyakan ciptaan itu. 

b. Memerintahkan penyeraban selurub atau sebagian pengbasilan 

yang dipero leh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmlah, 

pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan basil 

pelanggaran bak eipta; dan 

e. Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan 

pengumuman dan atau perbunyakan ciptaan atau barang yang 

merupakan basil pelanggaran bak cipta. Masa waktu yang 

diperlukan untuk melakukan gugatan ganti rugi ini Undang­

Undang Nomer 19 Tahun 2002 telah mernbarikan batasan-batasau 

waktu dalam setiap tahapannya. 

Dengsn pengaturan demikian, berarti proses penyelesaian 

pelanggaran bak cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan 

dengan cepat. Kemudian dalarn hal pelanggaran hak cipta yang 

mengandung. pidana, UU No. 19 tahun 2002 Ielah memberikan ketentuan­

ketentuan sedemiklan rupa. Beberapa hal yang penting dalam pelanggaran 

hak cipta dari segi pidllllll, bahwa UU No. 19 Tahun 2002 telah mengatur 

adanya pengenaan sanksi pidana minimaL JBJ Se~ ketentuan pidana hak 

tal Opcil, Budi A gus Riswandi dan Siti Sumartiah, hal. 102~ 103, 
lll Pasal 72 ayat (1} UU No. 19 Tabun 2002: "Barang siapa dengan sengaja dan Umpa 

hakmefalGikan perbuatan sebagaimcma dimaksud dalam Pasal 2 ayal (I) atau Pasal 49 ayat (1) 
dan ayat (2) dipidarUJ ckngan pidana penjara masing-masing paling singkat Rp. l.OOO.Of)(),O(} 
(satu jula rupiah) alau pidana pet!iara paling lama 7 (i.ujuh) lahrm danlatau dendan paling 
bt.uryak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)" 

86 Universitas Indonesia Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



cipta menentukan sanksi minima)~ juga ketentuan pidana hak cipta 

menganut delik pidana biasa. Artinya, bahwa apabila teijadi sualu 

pelanggaran hak cipta yang mempunyai dimensi pidana, rnaka pihak 

penyidik dapat melakukan tindakan meskipun tidak ada pelaporan dari 

pihak yang dirugikan atau berkepentingan. 

Dengan mencermati penyelesaian pelanggaran hak cipta di alas, 

maka apabila didekati dari analisis ekonemi terbedap hokum dengan 

model pendakalan cost benefit analysis akan dapat ditemokan beberapa 

kesimpulan, yakni:184 

a. Penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur 

kaperdataan pada dasarnya memberikan keuntungan kepada pihak 

yang dirugikan (pencipta atau pemegang hak cipta) terutama 

diberikannya beberapa bak melalui Pengadilan Niaga untok 

memberikannya beberapa hak melalui Pengadilan Niaga untok 

melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap semakin 

dirugikannya alas pelanggaran bak cipta tersebut; 

b. Sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran bak cipta dari 

keperdataan dengan melibatkan lembaga Pengadilan Niaga dan 

adanya limit waktu penyelesaian, masalah ini kalau dilihat tidak 

memberikan penjelasan siapa sesungguhnya yang diuntungkan 

dengan aturan ini Ada alasan yang mendasari dari penyimpuian 

inL Alasan tersebut terletak pada ketiadaan sanksi yang tegas 

apabila limit waktu tersebut dilanggar oleh pihak Pengadilan 

Niaga. Oleh karena itu, kalau memang tujuan dibuatnya ketentuan 

itu untuk memberikan keuntungan pada para pibak, mestinya 

masaiah sanksi menjadi suatu hal yang palut untuk 

dipertimbangkan. 

c. Penerapan sanksi pidana dengan menentukan batas minimal, hal ini 

akan sangat menguntungkan kepada piltak pencipta atau pemegang 

bak cipta, dan sekaligus bal ini akan memberikan konpensasi 

kcpada pihak yang dirugikan dalam hal ini pencipta dan pemegang 

181 Opcit, Budi Agus Riswandi dan Sili Sumartiah, bat 103-104. 
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bak cipta. Alas dasar ini pula, ketentu.an pidana yang dibuat seperti 

dalam UU No. 19 U!hun 2002 ini merupakan wrobosan guna 

meminimalisir kerugian dari si pencipta dan pememgang bak cipta. 

Keempat, dalam hal penernpan delik pidana biasa yang di 

khususnya dalam UU No. 19 Tahun 2002 pada dasarnya apabila 

dicermati dari aspek analisis aspek ekonomi, maka penerapan 

ketentuan ini akan banyak memberikan keuntnngan si pencipta dan 

pemegang bak cipta, terutama pengembangan bagi kreatmtas 

dalam bidang bak cipta. Sementara itu, pemerinU!h juga tidak akan 

terlalu ban yak dirugikan akibat terlalu lam yak pelanggaran atas bak 

cipta. 
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BAB3 

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG FILM 

3.1 Penegakan Bukum Dibidang Hak Cipta dan Film di Jakarm 

Berbicara mengenai penegakan hukum berarti berbicara dalarn perspektif 

negara hukum. Karena tentu saja tidak ada. relevansinya berbicara penegakan 

hukurn di suatu negara yang tidal< menjadikan hukum sebagai landasan 

penyelenggara negara. 185 Secara konsepsional, arti penegakan hukurn terletak 

pada kegiatan penyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjaharkan di dalam 
' 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjaharan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 186 

Belum aria definisi yang disepakati tentang hukum hal ini disebabkan 

karena: 

a. Luasnya lapangan hukum; 

b. Kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut 

(filsafat,politik,sosiolog~sejarah, dan seterusnya) sehingga hasilnya 

akan berlainan dan masing-masing definisi hanya mernuat salah satu 

paket dari hukum saja; 

c. Objek ( sasaran) dari hukum adaiah masyarakat, padabal masyarakat 

senantiasa beruhah dan berkemhang, sehingga definisi dari hukum 

berubah-ubah pula. 187 

Namun ada beberapa pendapat ahli tentang hukum seperti pearlapat Van 

Kan, memberikan definisi singkat bahwa hukum adalah " keselnruhan peraturan 

hidup, yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam 

masyarakat."188 Atau pendapet dari J.T.C. Simorangkir dan Woerjono 

Sastropranoto yang mendefmisikan tentang hukum sebagai peraturan yang 

t!~ Indradi Thanos, Pcnegakan Huli.IJm Di Indonesia Sebuah Analisa Dcskripti/. (Jakarta: 
CV Bina Niaga Jata, 2008), hnLl4 

1s6 Prof.Dr.Soerjono Soeknn1o.,SH.MA, Faktor-F'aktor Yang Mempemgaruhf Penegakan 
Hukwn, (Jakarta: PT. Rajagrafrndo Persada, 2007), haL5 

117 lshaq,SH,Mhum, Dasar-Dasar Jlmu Hukum.(Jakarta : Sinar Grafika, 200$), haL 1 
t&s Van Kan, dalam 0, Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaau. (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1975), him. 3L 
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bersifat memaksa, yang menentukM tingkah !aku manusia dalam linglrungan 

masyarakat, yang dibuat oleh hadan resmi yang berwajib, pelanggaran mana 

terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. "' 

Hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk tujuan kedamaian hldupnya. "" 

Untuk mencapai kedamaian itu maka tingkah Juku diatur oleh hukum agar tingkah 

!aku itu tidak saling bertentangan membuat kekacauan. Hukum diperlukM untuk 

penghldupan didalam masynrakat demi kebaikan dan ketentraman bersama:191 

Tingkah !aku yang menuju damai adalah tingkah laku yang tidak berbenturan.192 

Menurut Jhon W. Coiilns, hukum dibuat dengan tujuan, antara Jain : (1) untuk 

menegakkan moral (the goal of promoting morality); (2) untuk merefleksikan 

kebiasaan (the goal of reflecting custom); (3) untuk kesejahteraan masyarakat (the 

goal of social welfare); dan (4) untuk melayani kekuasaan (the goal of serving 

power), 193 

Kaitan dengan penegakan hnknm merupakan suatu persoalan yang 

dihadapi oleh masyarakat di lodonesia. Problemmiks penegakan hukum di 

lodonesia sebenarmya sulit untuk dinmtut hagaikar mencari simpul pangkal 

atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin 

berdaulat dan merajalela. Kritik tentang kondisi penegakan hukum yang 

merisaukan dunia peradilan di Indonesia, Hal ini berawal dari kekecewaan 

masyarakat yang telah iama (terlebih pada masa Orde Born) rnenyaksikan dan 

merasakan betapa ketidaksdilan itu berada di mana-mana di hampir semua lini 

kehidupan. adanya mafia peradilan yang semakin rapi dan terorganisir 

laJl Pipin Syarifin, Pengantar Jlmu Hukum, (Bandung, Pvstaka Setia, 1998:}, hal.22-24. 
19

t) Bandingkan pendapat Surojo Wignjodipuro, " Pengantar Ilmu Hukum ", Jakarta, 
Gunung Agung. 1982, hal.l04 , mengata..l<a.n ballwe !'.!jUar! hukum adalah menjamin kepaslian 
hukum dalam hubungan bennasyarakat. Atau pendapat dari Sudikno Mertokusumo, "Mengenal 
Hukum Suatu Pengantar'', Yogyakarta,Libcrty,1999,HaL71, yang menyatakan bahwa tujuan 
pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang lertib,menoiptakan ketertiban dan 
keseimbangan, Demikian juga Soejono, Kejt1hatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta : 
Renika Cipta. 1996) , ha1.3, mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa 
misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam JIUkum sebagai sarana 
penegendali dan perubahao agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat 

m Ibid, Ishaq,SH,Mbum, hal.6 
L!¥.! Van Apeldoom, Het doe! Van Ret Recht is dus:ee vrecdzome en rech1 vaadige 

orcrierting der samen Jeving. hlm.J3, dalam Utrecht, Penganrar Hulmm Indonesia, Jakarta: 
Universitas, 1960, hlm.26. dalam I Keful Artadi, Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan, 
Denpasar,: Pustaka Bali Pos, 2006, him. I L 

l~)Lihat Jhon W. Collins, dalam Ade Maman Suherman, tlspek Hukum Dalam Ekonami 
Globof, Ed lsi Revis!, (Bogar: GhaHa Indonesia, 2004), him. It 
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sehingga tidak ada yang berdaya untuk menghentikannya, sementar-a 

semua orang sudah maklum bagaimana keberadaan mafia pera:dilan dJ 

Indonesia, bagaimana tidak, para pelaku mafia itu adalah yang secara intern 

terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan lrukum dan perrulilan, 

sehingga mumi dileatakan hahwa pelakunya adalah justm aparat penegak hukum 

itu sendiri; seperti Pengacara, Jaksa, Kepolisian, bahkan tidak jarang adalah 

Hakim sebagai peran utamanya "' Hal ini bisa dilihat dari Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat Nomor:2631 /PID.B/2008/ PN.JKT.BAR, terbadap 

terdakwa LIMAT TANSIR AL.ASENG, yang telah secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana pembajakan hak cipta dan film, ruunun 

hakuman yang dijatuhkan aleh Hakim hanya 5 (lima) bulan penjara. 

Kalau melihat bagaimana bangunan hukum, maka bagian yang tldak 

terpisahkan adalah penegakan hukum (law enforcement), bagaimana 

penegakan hukum di Indonesia, paling tidak ada penegakan hukum dalam 

arti luas dan ada pula dalarn artian sempit. Dalam arti luas adalah metingkupi 

pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, kalau dalam arti 

sempil adalah kegiatan penindakan terbadap sef.ap pelanggaran atau 

penyimpangan terhadap peraturan·perundangan. Jimly Asshiddiqie 

mengatakan bahwa : 

"Penegakan Hukum (law enfocemenl) dalam artian luas mencakup kegiatan 
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan 
hukurn terbadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukurn yang 
dilakukan oleh subyek hukum~ baik melalui prosedur peradilan 
ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa 
lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam 
pengertian yang lebih luas lag~ kegiatan penegakan hukum mencokup pula 
segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah 
normatif yang mengatur dan mengileat para subyek hukum dalam segala 
aspek kehidupan bennasyarakat dan bernegara benar·benar ditaati dan 
sungguh-sungguh dijalaukan sebagairnana mestinya. Dalam arti scmpit, 
penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap 
pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang­
undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses pemdilan pidana 
yang melibatkan pecan aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau 

''N Sablan U!sman. Memlju Pem•gak Hukuw Respon-rif, (Yogyakarta: Pus!aka Pelajar, 
2008), haL!? 
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Pengacara, dan badan-badan peradilan". 195 

Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melakSIUlllkan l:etentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang 

lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya 

perwujudan konsep-konsep yang absttak menjadi kenyataan. Proses penegakan 

huk,um dalam kenyataannya memnncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat 

penegak hukum itu serutirii96 Menurut Mulad~ sistem peradilan pidana akan 

melibatkan penegakan hnkum pidana, baik hukum pidans substantit; hukum 

pidana formil mauJlllll hnkum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilibat 

pula bentuknya baik yang bersifat preventil; represil; maupun kuratif; 197 

sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantnngan antar sub sistem 

peradilan pidana, yaitu lembaga Kepelisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 

Dalam subbab ini penulis akan membahas tentang penegakan hukum 

khususnya tentang pembajakan atrul karya cipta film yang saat ini serasa sudah 

menjadi trend di masyarakat Indonesia, khususnya di ibu kola Jakarta, sebab di 

mana-mana dijumpai produk bajakan mulai emperan toko-toko, pasar-pasar 

tradisonal bahkan bampir semua Mall yang ada di Jakarta menjual atau 

memperdagangkan produk bajakan khususnya VCD dan DVD film. Produk 

bajakan lersebut merupakan barang yang sangat mudab didapat dan relatif lebih 

terjangkau oleh rnasyarakat baik dari sisi finansial maupun dari sisi kualitas. 

Kebutaban akan produk karya cipta dan film yang ingin dinikmati masyarakat 

dalarn rangka pemenuhan kebutuhan.nya akan suatu hiburan dan rnasyarakat juga 

tidak memperdulikan keorisinilru1 dari film tersebut asalkan tetap dapat dinikmati 

seperti produk yang orisinil secara murab dan cepat. Di samping itu masyarakat 

tersebut juga tidak mengindahkan akan regulasi yang dibuat regulator yang 

sebenarnya sudah melarang dan melakukan pemberaatasan akan produk bejakan 

tersebut 

19s Prof. Dr .Jimly Asshiddiqie,SH, Pembangunan Hltkvm dan Penegak Hukum di 
Indonesia, disampaikan pada acara seminar " Menyoal MQral Peocgak Hukum", dalam rangka 
Lustrum Xi Fakultas Hukum Universitas Gadjab Mada., pada tangga123 Februari 2006, ha1.13. 

m Opcit, Ishaq,SH,Mhum, bal.244 
151 Muladi, Kapita Selelua Sistem Peradilan PidaJUJ, (Scmarang : Badan Penerbit 

Uoiversilas Dipencgoro, 1995), haLl6 
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Pada sisi yang lain para pencipta, pelaku dan pihak-pihak lain yang tekait 

di dunia ftlm telah lama menelan kekecewa akan sikap yang dilakakan masyara.kat 

tersebut. Di mana sikap dan kekecewaan mereka yang diapresiasikan dengan 

tidak membuahkan basil yang positif namun justru sebaliknya semakin gencamya 

akan pembajakan di bidang film. Penanganan atau kegiatau P!'negakan hukum 

yang dilakukan oleh aparat terkait seperti tidak membuahkan hasil yang positif 

Hal ini terjadi oleh karena adanya kegiatiin pembiaran yang telah berlangsung 

eukup lama sehingga masyarakat makin berani melakukan aktivitas pembajakan 

guna mendapatkan kaur.tungan yang lebih be= dengan meninggalkan atau tidak 

mempedulikan keaslihan produk yang ada. Hal lersebut,' seperti yang dikatakan 

oleb George L. Killing dan Chaterine M. Coles habwa : 

" Suatu areal lokasi atau kondisi apabila dibiarkan terjadi penyimpangan~ 
penylmpangan atau adanya pelanganggarancpelanggaran kecil, maka akan 
terus menerus makin membesar yang pada gilirannya apabila sudah 
membesar suHt untuk dikendalikan. Hal tersebut dikarena adanya 
pembiaran-pembiaran atau, belum ditanganinya pelanggaran-pelanggaran 
atau penyimpangan~penyimpangan kecil tersebut secara sistematis, serius 
dan konsisten.',llfB 

Penegakan hukum di sini 

perundang-undangan, walaupun 

bukaniah semata-mata berarti pelaksanaan 

di dalam kenyataan di Indonesia 

kecenderungannya adalah demik.ian, sehingga pengertfan "law enforcement" 

begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk 

mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan 

hakim. Perlu dicalat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut 

mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada perundang­

undangan atau keputusan-keputusan bakim tersebut malahan mengganggu 

kedamaian di dalam pergaulan hidup, "' Menurut Black Law Dictionary, law 

enforcement, didefmisikan sebagai berikut : 

'~1. The detection and punishment of violations of the law ... 2. Criminal 
Justice, 3. Police officer and other members of the executive branch of 
goverment charged with carrying out and enforc;ng the crim;nal law. "2aa 

1u George L Kelling dan Catherine M. Coles, Fixing BrGken Window, (New York 
Martin Kessler Book-The Free Press, 19%), hlm. 15~56. 

1"q Op.cit Soerjono Soekanlo, h1m.5. 
200 Lihat Bryan A. Gamer (Edition in Chief), Black Law Dictionary. Eight Edition, (USA: 

Thomson \Vest, 20M), him. 901, 
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Tindak pidnna yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi dan 

memperdagangan film bajakan tanpa ijin dari pemegang hak cipta atas suatu film, 

dimana seni tersebut merupakan basil karya cipta seseorang dengan menggunakan 

kemarnpuan intelek:tualnya sehingga terwujud sebllllh karya seni yang berbentuk 

film, perlu mendapat perlindungan secara hukum sehingga siapapun yang 

melakukan kegiatan perbanyakan ataupun penggandaan suatu karya cipta tanpa 

izin dari pemegang hak atas ciptaan tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaiinana 

yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain ita, pelanggaran Hak Cipta 

jauh lebih mcnonjoi bila dibandingkan dengan pelanggaran HKI lalnriya, 

sedikitnya ada 4 ( empat) aspek yang perlu diperbatikan, yaitu :201 

a. Penegakan hukum Hak Cipta hanyalab satu sub sistem dari penegakan 

hukum. Sehingga dapat diartikan babwa apabila di Indnnesia kuat 

penegakan bukumnya maka kuat pula penegakan hukum dibidang 

HKI; 

b. Secara khusus penegakan hukum merupakan langkah panjang, mulai 

dari penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengndilan yang 

melibatkan berbagai instansi Pemerintah sesuai KUH.AP; 

c. Sekalipun Hak Cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan lntelektual 

telah kukuh secara de jure, penerapannya memerlukan motivasi politis 

yang kuat; 

d. Aparat panyidik utama adalah Polisi, walaupun ada tenaga PPNS. 

Mengenai panegakan bukum di bidang film yang sangat sulit dilakukan di 

Indonesia khususnya di DKI Jakarta dan seakan-akan tidak membawa darnpak 

posit if walaupun telah dilakukan dengan berbagai upaya. Hal terse but dikarenakan 

adanya faktor-filktor yang mempenga.r11..l-.!L'1ya yang salah satunya adalah 

pemabaman tentang penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum di bidang 

perfilman di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sebarusnya bukan hanya 

dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum seperti Polri, Kejaksaaan dan 

sebagainya. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap perfilman seharusnya 

menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat di DKI Jakarta. Masyarakat 

seharusnya bukan sebagai penonton bagaimana hukum pembajakan film 

11
H Opcit.,Prof.Achmad Zen Umar Purba,SH,LL.M, bal 61 
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ditegakkan, akan telapi masyarakat seharusnya berperan aktif dalarn rangka 

menegakan hukum di bidang pefilman. Bagir Manan mengatakan bahwa 

menegakkan hukum sebagai sa!ah satu aspek penerapan hukum202 adalah fimgsi 

atau tindakan "mempertahankan hukum (hanhaving van het recht) agar hukum 

ditaat~ berjalan, atau dijalankan sebagaimana mestinya". Lebih lanjut dikataknnya 

bahawa penegakan hukum merupakan reaksi atas suatu peristiwa yang tidak 

sesuai atau bertentangan dengan hukum Hal ini seperti yang dikalakan oleh 

Koesnadi Hardjasoeroantri bahwa : 

"Ada pendapat yang keliru, yang cukup meiuas di barbagai kalanglu~ yairu 
hahwa penegakan hukum banyalah melalui proses di perndilan. Penegakan 
hukum dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai 
sankainya seperti sauksi perdata, pidana dan administrasi. Ada pendepat 
pula yang keliru, seolah-olah penegakan hukwn semata-mata adalah 
tanggung jawab aparat penegak hukum. Dengan demikian, menurutnya 
penegakan huknm adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untak inl 
pemaharnan tentang bak dan kewajiban meojadi syarat mutlak. Masyarakat 
bukan penonton bagaimana huknm dite~ akan tetapi masyarakat 
aktifbarpemn da1am penegakan hukurn." " 

102Menurut Bagir Manan. bahwa penerapan hulmm atau law applying, merupakan genus 
atau pengertian umum dari penegakan hukum (law enforcemc111), dan pelayanan hulrum (legal 
service). Dengan perkataan lain, penerapan hukum meliputi kegiatan penegakan l'!ukum, dan 
pemberian petayamm hukum. Penerapan bukum (penegakan dan pelayanan bukum) tldak lain dari 
kegiatan alau tlndakan mengwujudkan asas dan kaidah hukum pada peristiwa konkrit. Dari sudut 
hukum, pengertian ini bermalrna menjadikan hukum sebagai sesuatu yang konkrit secara normatif 
(dogmatik) tidak selalu sa.ma dengan hukum dalam arti konkrit atau the living law. Mewujudkan 
hukum dalam suatu peristiwa konkrit bcrtotak dari kenyataan habwa t-elah ada asas dan kaidah 
hukom sebagai hukum in abstracto (ab.starct nQrms) yang diterapkan terbadap suatu peristiwa 
hokum tertentu. Putusan dalam penegakan hukum (keperdataan, pldana, atau tata usaha negara), 
atau keputusa.n administrasi sebagai wujud pelayanan hukum, adalah rnenerapka.n asas dan kaidah 
hukum yang telah ada untuk suatu peristiwa konkrit seperti menghukum pencnri, mengabulkan 
atau menolak gugatan, mengabulkan atau menolak pennohonan i:dn atau pengesahan. Di pihak: 
lain, h.ukum dalam arti konkrit dapat berarti sebagai kenyata.an hukum yang didapati, dilihat, atau 
diatami dalam kehidupan mas.yarakal Prakt:ik sejumlah polisi di pinggir jalan yang me:nghentikan 
kendaraan - bersa!ah atau tidak bersalah - kemudian dilepaskan setelah menerima "uang: damai" • 
merupakan hukum yang nyata atau konkrit. Begitu pula praktik "uang pellcin,. sebagai extra cost 
untuk mempcroleh pela)•anan 1ertentu seperli perizinan, mengeluark:m barang dari bca cukai, 
pengesahan, itulah hukum yang nyata atau konkrit. Dalam paham legal realism, inilab hukum. 
Ketentuan-ketentuan dalam kitah-kitab hukmn atau peratunm perundang-undangan bukan hukum 
dalam arti sebeaamya, melaink:an sekedar bayang-bayang dari hul<um. Berdasarkan pemikiran di 
atas, Bagir Mam111 sam~i pa.da kesimpulan untuk membedakan antara pengcrtian "mewujudkan 
hukum pada suatu perlstiwa konkrit" dengan "hukum dalam arti konkrit'', Yang pertama Bagir 
Manan mengartlkan sebagai the faw in action, dan yang kedua diartikM sebagai the living law, 
Meskipun demikian secara kemasyarakatan atau sosiologis, dua pengertian terscbut dalam arti 
sebagai hukum yang nampak, dilihat, atau dialarni sebagai hukum oleh masyara\:at. Lihat Bagi~ 
Manan, dalam Ni'matul Huda (ed),Sislem Peradiian Benvibawa (Suatu Pengantar), (Yogyakarta; 
FHwillJ Press,. 2005), him. 82.a3. 

2 ~3Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkrmgan, Edisi Kedelapan, Cetakan 
Kedclapan Belas, (Yogyakarla: Gadja Mada University Press, 2005), hlm. 398<199. 
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Pendapat para ahli hukurn di Indonesia bahwa masyarakat ikut berperan 

aktif dalarn penegakan hukurn seperti pendapat Koesnadi Hardjasoemantri 

tersebut di alas, dikuatkan lagi dengan pendapat dari Bagir Manan, sebagai 

berikut: 

" ... rnasyarakat pun berperan rnenegakan hukum. Pranata perdamaian ( di 
desa dan di kola), rnediasi di luar pengadilan. konsiliasi, arbitrasi 
mernpakan contoh-contoh keikutsertaan masyarakat dalam penegakan 
hukum di antara mereka sendiri. Demikian pula dengan sankai sosial atau 
ada!, dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk penegakan hukum oleh 
masyarakat sendiri," 2M 

Perlindungan terhadap suatu ciptaan dapet dilakukan melalui kegiatan 

penegakan hnkum. Sebagaimana killl ketabui bahwa penegakan hukum di bidang 

hak cipta u.otuk wilayah hukum DKI Jakarta merupakan tugas dan wewenang 

Satuan Indrusti Perdagangan Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Metro 

Jaya (Sat lndag Dil.Reskrimsus PMJ) yang berdasarkan Job Description Dit 

Reskrimsus Polda Metro Jaya, memberi wewenang kepada Sat lndag u.otuk 

menyelenggarak.an dan membina fungsi Reserse Krirninal Khusus terutama 

melakukan penyidikan yang herhubungan dengan tindak pidena Perindustrian, 

Perdegangar1, Ekspor-lmpor, Telekomunikas~ Kunsumen, Kesehatan, Pangan den 

Hak Atas Kekayaan lntelektual (HKI). 

Berkahan dengan teori legal system yang diajarkan Friedman berarti 

ki.ranya supremasi hukum dapat dilaksanakan jika substance, structure, dan legal 

culture dapat be!jahm secara simultan dan dilaksanakan atau dikonkritkan delam 

suatu tataran yang positif delam pengaplikasianuya. Kemudian jika terkait dengan 

pembajakan film, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hokum akan hak 

cipta tersebut sebenarnya terletak pada faktor-fuktor yang muugkin 

mempengarubinya. Faktor-fuktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak positif atau negatifuya terletak pada isi faktor-fuktor tersebut. Faktor­

faktor tersebut, adalah sebagai berii<Ut : 

a. Faktor huk\llliDya sendir4 yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pad a 

undang-undang saja, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

20
• Lihat Bagir Manan, da!arn Ni'matul Huda (ed), Sisrem Peradilan Berwihf1Wil (Sua£11 

Pengantor), (Yogyakarta: FH UII Press, 2005}, hlm, 34~35. 
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2002 tentang Hak Cipta; 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum 

tersebu~ namun akan lebih dispesifikan lagi terhadap kinerja Polda 

Metro Jaya (PMJ); 

c. Faktor sarana atau fusilitos yang mendukung pene&akan hukum; 

d. Faktor ltlliSyarakat, yakni siapa saja masyarakat yang terlibat dalam 

pelanggaran pembajakan film; dan 

e. Faktor kebudayaan, yakni bagaimana budaya hukum dari penegak 

hukcm dan masyarakat terkait pembajakan film.''" 

Kelima faktor tersebut di atas saJing barkaitan dengan eratnya, oleb karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur 

daripada erektivitas penegakan hukum. 

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhl Terjadinya Pembajakan Dibldang 

Perfilman. 

3.2.1 Aspek Undang-Undang 

Sebagai negara hukum, maka fuktor hukum merupakan salah satu aspek 

yang dijunjung tinggi dalaiu kehldupan bermasyarakat dan barnegara. Hukum 

merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur 

pergaulan hidup bersama."'' Sehingga hukum dapat berfungsi sebagai sarana 

pengimbang perilaku maupun tindakan setiap w-&ga negara, haik itu pemerintah 

maupun warga negara yang diperintah.. 

Selain itu juga hukum dapat dijadikan pedoman bagi masyarakatnya 

sebagai rarnbu- rarnbu dalam kehidupan deogan kata Jain hukum barfungsi 

sebagai pengendali sosiaL bal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh R 

Abdussalam:207 

"' Fungsi hukum sebagai alat pengendaJi sosial untuk menetapkan tingkah 
1aku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan 
hukum dan ape sangsi atau tindakan yang dilakukan oleh bukum jika 
terjadi penyirnpangan tersebut : dalam melakaanakan fungsi bukurn ini 

1115 Soerjono Soekanto, Op.ciJ., hlm.5. 
2a~ Barda Nawawi Arief, Beherapa Aspek Kebijakan Penegakcm Dan Pengembangan 

Hukum Pidana, {Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), bal.77. 
2

Q
7 R. Abdussalam, Penegakan Hukum Dilapangan Oleh PGlri, (Jakarta: Dinas Hukum 

Po!ri, 1997), hal.98. 

97 Universitas Indonesia 

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



bersama-sama dengan pranata-pranata lainnya yang juga melaksanakan 
fungsi pengendalian sosial. Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi 
hukum itu di!entakan oleh flaktor hukumnya sendiri dan faktor pelaksana 
(orang) hakumnya." 

Manusia seperti dikatakan Filosof Yunani Kuno Aristoteles, adalah 

mahkluk sosial. Dalam perkembangan kehidupanoya, terjadi proses yang dirnulai 

dari terbentukoya kehidupan dalam kelompok, kemudian menjadi ban~sa dan 

berlanjut pada terbantuknya negara. Proses ini umumnya didasarkan pada satu 

kesamaan tujuan yang terjabarkan dalam suatu norma atau aturan yang disepakati 

bersama yang bertolak dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam ma.'>J'arakat, baik 

nilai-nilai budaya, adat istiadat maupun nilai agama.'08 

Norma atau aturan yang telah disepakati dan telah disesuai dalarn 

knhidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untak mencapai tujuan dan 

cita-cita bersama Norma tersebet lalu dituangknn dalam suatu sajian yang lebih 

konkrit da1am bentuk tertulis dan terkodifikasi secara siste.matis dan 

komprehensif; seperti contoh undang-undang, Di dalam tulisan ini, maka yang 

dlartikan dengan undang-urulang atau substance dalam arti material adalah 

peraturan tertulis yang berlakn urnum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun 

Daerah· yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiil 

(selanjutnya disebut undang-undang) mencakup: '" 

1. Peratman pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan 

tertentu saja maupun yang beriaku umum di sebagia.n wilayah negara. 

2. Peraturan setempat yang banya berlaku di suatu tempat atau daerah saja, 

Mengenai berlaknnya undang-undang tersebnt, terdapat baberapa azas 

yang tujuannya adalah agar supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak 

yang positif. Artinya, agar supaya undang-undang tersebut mencapai tnjuannya, 

sehingga efekti£ Azas:-azas tersebut antara lain : 210 

l. Undang-uadang tidak berlaku surut; artinya, undang-urulang hanya bnleh 

diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dabnn undang-undang itu 

dinyatakan berlaku. 

101 lndradi Thanos, Per1egakan Hukum dl lndcne.sia (Sebua!J Analisa Deskriptif), (Jakarta; 
Bina Nia~a Jaya, 2008), haU0-2!. 

WY Opcit, Prof.Dr.Soerjono Soekanto, SH,MA, hal.ll 
210 Ibid, Prof.Dr.Soerjono Sockanto, SH,MA, ha!J2 
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2. Undang-undang yang dibuat olen peuguasa yang lebih tinggi, mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula. 

3. Undang-undang yang bersifut khusus menyampingkan undang-undang yang 

bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terbadap peristiwa khusus 

wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, 

walaupun hagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undaug­

undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, 

yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. 

4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang 

berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di 

mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada 

undang-undang barn yang berlairu belakangan yang meogatur pula bal tertentu 

tersebut, akan tetapi rnakna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan 

undang-undang lama tersebut 

Berbicara mengenai undang-undang ini juga berarti tentang bagaimana 

undang-undang ini dapat ditaati secara spontan bukan dengan paksaan, oleh sebab 

itu hukum barus mempunyai dasar-dasar berlakunya yang baik."' Ada tiga dasar 

agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu dasar yuridis, 

sosiologis dan filosofis. Dasar inilab yang hendak penulis pergunakan dalam 

menyikapi terjadinya pernb'\iakan di bidang film terkait undang-undang 

materiilnya. 

I. Fakmr yuridis (jwidische gelding) sangal penting dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan kan;na akan menunjukan: 

a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang~ 

undangan. 

b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang­

undangan deugan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh 

peraturnn perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. 

c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. 

:U! Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: fNI).. 
HJLL.CO, 1992), bal.tJ. 
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d. Kebllrusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 

derajatnya atau tingkatannya. 

Melihat keempat kebllrusan dalam pembentukan Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor 19 tahun 2002 temyata tidak te!jadi permasalahan akan faktor 

ynridis karena telah .dibuat sesuai dengan koridor yang ada hingga terbentuknya 

UUHC tersebut. 

2. Faktor sosiologis (sociologische gelding) artinya mencerminkan kenyataan 

yang bidup dalam masyarakat. Dalam filktor ini diharapkan peraturan 

perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar 

akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerluknn 

pengarahan institusional dalam pelaksanaannya. 

Melihat filktor sosiologis ini cukup sangat memperihatinkan teckait dengan 

pemhajakan film tersebut karena masyaraket di Indonesia tidak menganut paham 

individualisme seperti yang dilakukan di negara~negara maju yang sangat 

mengburmati akan hasil karya orang lain dan kecenderangan masyarakat di 

Indonesia lebih mengannt paham komunalisme yang lebih mengntamakan 

kebersamaan dan kwangnya akan penghargaan dati basil karya orang lain. 

Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya lahirnya UUHC ini sebenamya 

merupakan konsekuensi logis akan keikutsertaan negera di dalam kancah 

organisasi intemasional atau konvensi-konvensl internasional sebagaimana yang 

telah dibahas pada hab sebelumnya, yang menyebabkan keharnsan negara untuk 

membuat UUHC ini dan di samping itu juga karena dengan dibentuknya UUHC 

ini diharapkan terjadinya perkembangan di bidang perdagangan, industri dan 

investasi. Namun kareoo UUHC ini bukan berasal dari nilai-nilai yang tumbub di 

masyarakat Indonesia yang bersifat komunal mak.a dari fuktor sosiologis ini te)ah 

terlihat bahwa UUHC ini telah gaga! dalarn membendung atau mereduksi akan 

pembajakan film tersebut. Hal ini terlihat jelas dengan membanjirnya prnduk 

VCD dan DVD bajakan yang ada di bampir semua Mall ( Pasar swalayan) yang 

ada di Jakarta, bahkan untuk mendapatkan film-film terbaru masyarakat Jakarta 

dengan mudah dan murah mendapatkannya di berbagai tern pat di Jakerta. Seperti 

yang di sampaikan oleh Abdul Bari Azed, Dirjen Hak Kekayaan Irrtelektual 
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Departemen Hukum dan HAM, pada hari Hak Kekayaan Intelektual tahun 2007 di 

Jakarta: 

"Begitu banyak peredaran produk optical disc seperti VCD,CD dan DVD 
bajakan bagltu marak di pasar dalam negeri, sehingga merugikan pemilik 
bak eipta. Internatio!lllllntellectual Property Alliance (liP A) mengklaim 
bahwa potensi kerugian industri berbasis hak cipt;< AS di dalam negeri 
pada tahun lalu mencapai US$ 205 juta Dalam laporan tahunan IIPA juga 
disehutkan tingkat pembajakan bak cipta baik film, software dan buku di 
Indonesia masih relatif tinggi" yaltu rata-rata 86,3% dengan rincian fihn 
(92%), musik (80%) dan software (87%). Maraknya tingkat pembajakan 
terhadap karya cipta di dalarn negeri mematikan kreativitas senhnan dan 
membuat orang maias untuk · mengbnsilkan karya seni seperti film 
bermutu." 2L2 , 

3. Faktor filosofis yakni faktor yang timbul dari harapan masyarakat akan 

eksiscensi hukum itu sendiri, misalnya hukum dihuat unmk menjamin 

keadilan, ketertiban, kesejahteraan. 

Melihat fuktor ini yang ditakaukan adalah faktor kaadilan, ketertiban dao 

kesejahteraan yang hams berjalan beriringan. Dapet dilihat bahwasanya jika 

dikorelasikan antara UUHC dan maraknya pembajakan film berarti ketiga elemen 

tersebut belum mampu berjalan beriringan atau bahkan belum biasa dijalankan 

dengan baik, sebingga pembajakan tetap merajalela dan keceuderungannya 

meninggkat tiap tahunnya. Seperti ungkapan Persatuan Artis Penyany~ Pencip1a 

Lagu dao Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) tentang lagu bajakan pada 

2007 mencapai 500 juta keping balk. CD, MP3 dao kaset. Apalagi kerugian bagi 

negara mencapai Rp 1 triliun. Ketua Badan Anti Pembajakan P APPRl Binsar 

Silalahi usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden 

Jakarta, memaparkan kerugian negara berasal dari hilangnya potensi pajak yang 

bisa mencapai Rp 1 triliun. ''Sementara kerugian artis dan produser mencapai Rp 

2,5 triliun. Jumlah lagu yang dibajak juga lebih besar dari tahun 2006 yang 

sebesar 400 juta keping/' kata Binsar.:w 

212 Sambutan Abdul Bari Azed, Dirj£n Hak Kekayaan Intelektua( Departernen Hukum 
dan HAM, pada hart Hak Kekayaan intelektua, pada hari Knmis tangga126 April 2007 di Jakartn. 

111 Laporan !ahuanan Sekjen Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan f'cnata Musik 
Rekaman indonesia (PAPPRI) Binsar Silalahi pada Hari Ulang Tabun PAFPRI ke 5 di Hotel Sari 
Pan Pasific Jakarta . 
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Kemudian jika digali lebih lanjut mengenai sub>1ansi dari UUHC yang 

rnenurul penulis menyebabkan keoenderungan atau trend pembajakan semakin 

merajalela, hal tersebut dapat dilihat dari: 

1. Tindak pidana di bidang bak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor I 9 tabun 2002 merupakan tindak pidana yang ancamau hukumannya 

rendab dan tidak berlaku kepada pengusaha penyedia tempat penjualan produk 

bajakan. 

Hal ini menyebabkan adanya kebebasan bagi para pengusaha ataupun 

korporasi untuk menyediakan tempat usahanya sebagai tempat tiiperjua1 

belikaunya produk VCD dan DVD bajakan. Seperti basil penelitian penulis 

yang rnelakukan wawancara dengan Koordinator Operasional Ratu Plaza 

Jakarta yang mengatakau : 

# Penjualan CD,VCD dan DVD bajakan yang ada di Ratu Plaza, 
bertujuan untak meningkatkan animo pembeli untak datang ke Ratu 
Plaza terutama warga asing yang tinggal di aparternen-apartemen di 
sekitar Ratu Plaza Disamping itu belorn adanya undang-undang atao 
peraturan yang dapat dikenakan kepada pengusaba penyedia tempal 
paojuaian CD,VCD dan DVD bajakan, jadi tenang aja paling-paling 
Polisi hanya mau menyita saja dan baik penjual babkan kami para 
pengusaha tidak akan ditangkap pak PolisL. ... " 

Begitupun ancarnan hukuman yang berlaku pada UUHC tahun 2002 

banya lima tabun, narnun pada pelaksanaannya hukuman para pelaku tindak 

pidana di bidang Hak Cipta hanya beberapa bulan saja, itupun tidak 

menyentuh kepada para pengusaha penyedia tempat penjualan VCD dan DVD 

bajakan bahkan tidak rnenyentuh pada pengusaha pabrik pembuat produk 

bajakan tersebut. 

2. Perbedaan persepsl ini teru!ama dalam hal pemenuhan unsur pidana yang 

mengharuskan pembuktian pemegang bak cipta. Sebagalrnana disampaikan di 

atas babwa dengan diklasiftkasikan Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2002 

tentaug Hak Cipta sebagai delik umum maka ada beberapa tujuan yang 

menjadi harapan dengan diberlakuka1mya undang~undang tersebut antara lain : 

1) Dapat memberikan perlindungan kepeda para pemegang hak cipta; 

2) Memberikan efuk jera terbadap pelal•u; 
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3) Dapat menimbulkan kepercayaan publik terhadap peran Polri terutarna dari 

para pemegang hak cipta alas film-film tersebut dengan tirulakan pro aktif 

tersebut; 

4} Adanya kesempatan untuk menimbulkan kepercayaan dari dania 

internasional dengan pelaksanan operasi-operasi penindakan. 

Tetapi pelaksanaan Undang-Urulang Hllk Cipm tersebut rupanya tidak 

bisa berjalan semulus yang diharapkan, terutarna begi penyidik yang 

mempWlyai kewenangan untuk melakukan proses penyidikan tirulak pidana 

hak cipta terhadap perdagangan film bajakan. 

Hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh penulis, 

menunjukkan adanya ketentuan perWldang-undangan hak cipta yang seoara 

teknis menjadi bembatan terhadap proses penyidilom. Harnbatan tersebut juga 

dikuatkan dengan adanya ketentuan dalam beberapa pasal dalam UUHC yang 

memberikan kcleluasaan bagi pera pencipta untuk tidak mewajibkan para 

pencipta untuk mendaftarkan basil ciptaarmya ke Dit Jen HKI. 

Seperti contoh sebagaimana yang diatur dalam beberapa pesal dalam 

UUHC tahun 2002, antara lain : 

Pasal2 yang berhWlyi : 

" Hak Cipta merupekan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta untuk mengurnumkan arau memperbanyak Ciptaanya yang tlmbul 
secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahlrkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraluran perundangan-undangan yang berlaku." 

Pasal 5 yang barbuuyi : 

(1) Kecuali terbukti sebailkeya, yang dianggap sebagai Pencipta 
adalab: 

a. Orang yang naruanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan 
pada Direktorat Jenderal ; atau 

b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumurukan 
sebagai Pencipta pada sebuab Ciptaan. 

P.,;al35, ayat 4 yang berbunyi : 

1) Direkturat Jeodral meoyelanggarakan pendaftaran Ciptaan dan 
dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. 

2) Ketentuan tentang pendaftaran sebagalmana dlmaksud pada ayat I 
tidak merupakan kewajJban untuk roendapatkan Hak cipta. 
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3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri atau petikan 
dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. 

4) Ketentuan teutang pendaftaran sebagaimana yang diruaksud 
dengan ayat {I) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan 
Hak Cipta. 

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 , 5 dan pasal35 ayat 4 UUHC babwa 

ciptaan itu dilinduugi sejak ciptaan itu dilahirkan dan diumumkan dalam 

bentuk yang nyata, selain itu tidak adanya kewajiban bagi para pencipta atau 

pemegang hak cipta untuk melaknkan pendaftaran alas ciptaannya ke Dit Jen 

HKl. . 
Pasal ini juga dikuatkan dengau adanya penjelasan dalam Bukn Panduan 

Hnk Kekayaan lntelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKl Dep. 

Kehakiman dan HAM RI yang menyatakan bahwa perlindungan suatu ciptaan 

timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. 

Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak 

cipta namun demikian, pencipta maupWl pemegang hak cipta yang 

mendaftarkan ciptaannya akan mendapat sural pendaftaran ciptaan yang dapat 

dijadikan sebagai alat bukti awal dipengadilan apabila tirnbul sengketa 

dikemudian b.ari terhadap ciptaan tersebut. 

Karena tidak ada kewajiban meregistrasi maka seseorang pencipta jarang 

mendaftarkan karya ciptanya kepada Direktorat Jenderal HKJ, sehingga hal ini 

sangal menynlitkan bagi penyidik Sat Indag untnk mencari siapa pemegang hak 

cipta alas karya film tertentu. 

Kenyataanuya dalam tataran teknis penyidikan pasal 2, beserta 

penjelasannya ini., Polisi mengalami kesulitan untuk menentukan siapa 

pemegaug hak cipta yang menjadi korban alas pelanggaran tersebut, sehingga 

hal ini sangat menyulitkan bagi penyidik untuk memenuhi unsur pidana siapa 

pemegang hak atas ciptaan tersebut sebagaimana tuntutan yang harus dipenuhi 

dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

yang mengatur tentang sangsi pidana bagi para pelakn pelanggaran bak cipta. 

Hal ini juga menjadi alasan bagi penuntut wnum (jaksa) untuk: mengembalikan 

berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. 
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3. Selain itu dalam UUHC tidak mengatur adanya sanksi bagi pembeli barang­

barang bajakan, dalam bal ini para konsumen yang banya membeli barang 

bajakan tersebut untuk kepentingan pribadi. 

4. Disamping itu juga menyangkut ketentuan pidananya baik pidana penjara 

dan/atau denda maksimal yang dirasakan masili kur:ang. 

Jika melihat dari sisi hukuman bagi pelaku terlihat masili dirasakan 

kurang, sehingga menyebabkan ke!idak efuktifan akan UUHC tersebut dan juga 

tidak menyebabkan efek jera terhadap pelaku terlebih apabila pelaku tersebut 

merupakan pel.Jru usaha dalam skala besar, di mana pelaku usaba tersebut telab 

meraup keuntungan yang saugat besar melebihi dl>nda maksimal dari UUHC ini, 

maka pelaku usaba tersebut dengan mudehnya mernbayar denda maksimal itu. 

Sebingga mermrut penulis alangkah lebih bijaknya apabila tindak pidana 

pembajakan fihn tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaba dilihat terlebih dabulu 

akan seberapa besarnya kerugian Negara yang diderita dari pembajakan tersebut 

dan sebesar itu pulalab yang hams dibebankan oleh pelaku usaba tersebut. 

3.2.2 Aspuk Penegak Huknm 

Ruang lingkup dari istilab "penegak hukum" adalah luas sekal~ oleh 

karena meocakup mereka yang secara langsung dan seeara tidak langsung 

berkechnpung dibidang penegakkan hukum dan penegak hukum jika 

diidentifikasi terhadap ajaran atau teori Friedman berarti berbicara rnengenai 

tatanan ;tntcture. Dalam penegakan hukum hak cipta pada hakikatnya hukum 

bukan merupakan kaidab yang bebas nilai karena manfaat dan ketidak 

m.anfaatanya semata~rnata tergantung kepada manusia yang menjadi pelaksa.nanya 

atau orang yang melaksanakannya. Dalam bal ini, meskipun sudab dibuatkan 

perangkat hukumnya oleh pemerintah yakni UUHC tetapi apabila pe!akaanaanya 

tidak konsisten dalam hal ini Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum, 

disamping aparat kejaksaan, aparat kabakiman, aparat hea cukai dan aparnt Dit 

Jen HKI tidak optimal menjalannya maka hukum juga tidak akan berdiri tegak. 

Sehingga pecan, kinerja, sikap, tindakan aparat dalam menegakkan hukum 

menjadi faktor penentu yang paling utarna untuk mengukur keberhasitan tuga') 

yang diembannya. 
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Di dalam sub ini. maka yang dirnaksudkan dengan penegakan hukum akan 

dibatasi pada kalangan yang secara langsung herkecimpuug dalam bidang 

penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "law enforcement", akan tetapi 

juga ''pace maintenance"' .214 Namun penulis banya membatasinya dalam peranan 

tugas Kepclisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 

Masahili peran!ll1 dianggap penting, oleh karena pembabasan mengenai 

hukum lebih b!lllyak tertuju kepada diskresL Sehagaimana dikatakan di multo, 

maka diskresi menyaugkut pengembalian keputusan yang tidak saugat terikat oleh 

hukum, di mana penililian pribadi juga memega.og peran!lll. Di dalam i;enegakkau 

hukum diskresi sangat penting, oleh karena:215 

I. Tidak ada peruudaug-uudangan yang sedemildan Iengkapnya, sehingga dapat 

mengatur semua perllaku manusia; 

2. Adanya kelambatan-kelamhatan untuk menyesuaikan peruudang-undangan 

dengan perkembangan-perkemb!lllgan di dalarn J11l!Syanakat, sehingga 

meuimbulkan ke!idak pastian; 

3. Kuranya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang 

dikehendaki oleh pembentuk nndang-undang; 

4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. 

Diskresi diperlukan sebagai216 pelengkap daripada Azas Legalitas, yaitu Azas 

Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara 

harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada "diskresi" uodang-Wldang 

hanya menetapkan batas-batas. dan administrasi negara bebas mengambil 

keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut. 

Pada "diskresi terikae~ undang-undang menetapkan beberapa altematif. dan 

administrasi negaro babas memilih salah satu alternatif. 

Diskresi yang disalah artikan oleh aparat penegak hukum yang terjadi 

Kepolisian, adalah sebagai berik:ut, seperti ; 

a. Meminta Bantuan Dana Penyidikan 

214 Soerjono Soekanto, LGC.r::il. hlm.l3. 
m Wayne LaFave, The Decision To Take a Suspecl Jnlo Cusiody, (Boston: Little, Brown 

and Company, 1964), dalam Soerjono Sockanto, ibid. hlmJS 
116 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrmi Negara. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)., 

dalam Soerjono Soekanlo, Ibid. 
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Salah satu fuktor yang mempengaruhl profesionalitas penyldik 

Sat Jndag sebagai salah satu aparat penegak hukum di bidang hak 

cipta yang seharusnya memiliki integritas dan moralitas yang baik 

adalah meminta hantuan dana penyidikan. Meminta bantuan dana 

penyidikan iru bukan berarti tidak memiliki alasan bagi para 

penyidik Sat Indag sebab masalah dana penyidikan yang 

dialokasikan dan diherikan kepada Sat lndag ternyata tidak 

mencukupi dan cendcrung tidak transparan, hal tersebut sebagaimana 

yang diunglmpkan oleh Kasat Indag AKBP Golkar Pangarso,SH,MH 

dalam wawancara barikut ; 

« Dana penyidikan yang diterima seeara keselurnhan oleh 
Sat Indag uotuk melakukan penyidikan yang menjadi 
tanggungjawab dan wewenang Sat lndag, sehesar Rp. 
5.000,000,- per I (satu) kasus dan selama I tahun 
anggrannya di batasi hanya 50 kasus atau setahun 
RP.250.000.000. Namun Sat Indag dalam tahnu 2008 sudah 
menangani sekitar 200 kasus sehingga kekurnngan dana 
penyidikan dipenuhi dari kernampuan anggota Sat lndag 
mencari dana penyidikan dari bantuan masyarakat.•~ 

Dahan rangka pengungkapan kasus-kasus tinrlak pidana 

bak cipta yang herkaitan dengan perdagangan VCDIDVD film 

bajakan, biaya yang diparlukan sangatlah hesar terutama untuk 

kegiatan penyelidikan seperti biaya transportasi, komunikasi dan 

akomodasi sebab perlu kita ketahui bahwa untuk melakukan 

ponyelidikan dalam rangka pengungkapan kegiatan produksi 

VCDIDVD film bajakan ini memerlukan personil yang cuknp dan 

waktu yang cuknp lama sehlngga hal ini mengakibatkan biaya 

yang diperlukan cukup besar. 

Kondisi tersebut juga disampaikan oleh beherapa penyidik 

Sat lndag, dimana sa lab satu penyidik Sat lndag AKP. Baharudin 

dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa: 

" Dana operasional dalam rangka penyelidikan terbadap 
tindak pidana hak cipta yang herkaitan dengan 
pengnngkapan kasus VCD/DVD film bajakan 
membutubkan biaya yang hesar, terutama dalarn tahap 
penyelidikan untuk mengungkap tempat-tcmpat produksi 
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atau pabrik-pabrik pengganda yang situasinya sangat 
tertutup sehingga membutuhkan walctu sampai berberi-hari 
untuk bisa masuk kedalam pabrik tersebut karena penyidik 
akan menunggu sampai ada paluang untuk masuk ke dalam 
pabrik. Biaya ini antara lain untuk transportas~ makan, 
minum, rokok, dan lain-lain. Untuk penyidikanpun kanai 
membutuhkan dana yang cukup besar, seperti contoh untuk 
transportas~ biaya beli tinta, kertas, dan membayar saksi 
ahli. sehingga untuk membiayai kegiatan penyelidikan dan 
penyidikan biasanya kami akan kordinasi dengan palnpor. 
Sedangkan kalau tidak ada pelapomya ya.. menunggu 
kebijakan pimpinan saja. •. ~ 

Sehingga penulis dapat mengungkapkan ada beberapa cara 

yang digunakan oleh penyidik Sat lndag untuk meminta bantuan 

dana penyidikan dimana cara-cara tersebut biasanya digunakan 

terhadap kasns-kasus tindak pidana bak eipta yang dilnporkan oleh 

pemegang bak itu scndiri. Dirnnlai sast knrban melapor biasanya 

penyidik Sat Indag sudah meminta bantuan untuk biaya 

administrasi. Di.samping itu kadang kala penyidik pun meminta 

bantllllll dari para pengnsaha atau pabrik-pabrik VCD dan DVD 

yang sebenarnya pabrik-pabrik tersebut sering melakukan 

pembajakaJ\, narnun adanya "upeti" atau semacam sumbangan 

untuk dana operasional dalam rangka melakukan penindakan 

anggota Sat Indag di lapangan terutama penindakan terhadap basil 

hajakan dengan menggunakan alnt duplikartor yang relatif kecil 

hila dibandingkan dengan basil bajakan buatan pabrik. 

Hal lain yang dapat diungkap penulis bagaimana cara 

penyidik meminta bantuan dana penyidikan yakni dangan cara 

penyidik Sat Indag bemegosiasi dengan para tersangka mengenai 

penerapan undang-undang, masalah penabanan dan pengeksposan 

terhadap kasus yang sedang dihadapi. Seperti percakapan antara 

penyidik dengan tersangka sebngaimana yang diungkapkan oleh 

salah tersangka kasus VCD/DVD film hajakan, tersangka DR. 

menyatakan bahwa : 
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Penyidik: 
" Eh, kamu tau nggak sanksi pelanggaran tindak pidana hak 
cipta ini cukup berat dan dendanya besar dan kalau melihat 
ancamannya kamu bisa saya tahan karena ancamannya 
lebih dari 5 tabun ? Apa kamu mau di taben, ? Kalo ya 
nggak jadi masalab. ... " 

Tersangka: 
" Tolonglab pak, kalo bisa saya jangan sarnpai ditaben, 
kalnu bisa pakai pasal yang ringan-ringan aja dan jangan 
diekspose, jadi kira-kira berapa yang barus say a siapkan. .. " 

Gertakau-ge'rtakan penyidik seperti pada wawancara 

dengan tersangka tersebut umuinnya terjadi terbadap kasus--kasus 

yang menjadi temuan penyidik itu sendiri. Sedangkau apabila 

kasus tersebut merupakao basil lapord!l pemegang hak cipta, 

biasaoya penyidik Sat Iodag akao menyidik kasus tersebut 

cenderung prnposional dan penyidik cenderung untuk tidak 

bermain mala dengan pihak tersangka. 

Sebagaimana contoh pada kasus yang dialami oleh Bpk. 

DR, penyidik menggertak kembali kepada tersangks, padabel 

penyidik Sat lndag cukup paham bahwa kasus tersebut tidak bisa 

diterapkan dengan UUHC karena pada dasarnya penyidik akan 

mengalami kesulitan untuk menghadirkan pemegang hak cipta atas 

film-film tersebut. 

Gertakan lain yang dilakukan penyidik Satlndag antara lain 

agar tersangka bersedia melakukan negosiasi untuk tidak dilakukan 

penabenan, sehingga tersangka mengeluarkan sejumlab dana naluk 

membantu dana penyidikan. Pada kasus yang harnpir serupa, juga 

ditemui penulis saat salah seorang penyidik Sat lndag melakukan 

penyidikan kasus yang merupakan temuan penyidik Sat lndag yang 

pada dasarnya penyidik tidak akan menerapkan UUHC karena 

mengalami harnbatan untuk menghadirkan pemegang hak cipta 

yang berdomtsili di luar negeri sehingga hal ini memberikan 

peluang penyidik untuk menakut-nakuti tersangka yang tidak 
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roengerti hukum agar roau herkoordinasi masalah penahanan 

ataupWl tawar menawar pasal. 

K.ondisi-kondisi demildan sering terjadi di Sat lndag guna 

memenuhl kebutuhan dana dalam rangka kegiatan peru:gakan 

hukum di bidang hak cipta yang sedemildan kompleks. 

b. lntervensi]{asus 

Pada kasus tindak pidana hak cipta yang berkaitan dengan 

kasus perdagangan VCDIDVD film bajakan, kec<:nderungan l~ 

ymg sering terjadi adalah masalah intervensi, dimana intervensi 

kasus umumnya dilokukan untuk meminta kasus tersebut 

dihentikan penyidikan atau meminta penangguhan penahanan 

Bentuk intervensi yang banyak dialami oleh penyidik Sat 

lndag dalam rangka melaksanakan penyidikm tindak pidana hak 

clpta yang berkaitan dengan perdagangan VCDIDVD fibn bajakan 

biasanya dimulai dari perintah atasan langsung yang mendapal 

intervensi dari para senior yang berdinas di luar Dit Reskrimsus 

PMJ, seperti Mabes Polri, 1NI, bahkan ada juga dari pemerintah 

dan DPK Selain itu ada jugs dari pera pejabat yang menghubungi 

langsung kepada penyidik atau anggnta-anggota Sat lndag. 

Sebagaimana basil penelitian terbadap contoh kasus ke 2, 

besil pelaksanaan operasi penyidik Sat lndag di komplek 

pertokoan! mall RP dimana basil dari penindakan tersebut didapat 

4 (ernpat) tersangka antara lain DR, RK, RS dan YK, tetapi basil 

penelitian dokumen temyata baru 3 berkas perkara yang dilakukan 

penyerahan ke kejaksaan yaitu berkas perkara alas nama DR, RS 

dab RK, sedangkan berkas perkara alas nama YK belum 

diserahkan ke kejaksaan. 

Kondisi tersebut didapat oleh penuris ketika meJakukan 

wawancara kepada Kanit 2 Kompo1 Jaenudin, dimana yang 

bersangkutan menyatakan sebagai berikut : 
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"' Pada dasarnya (para senior atau dari rekanan atasan kami 
baik dari berbagai lapisan antara lain Mabes Polr~ TNI, 
bahkan ada yang dari pemerintahan dan DPR yang minta 
pertolongan kepada atasan saya dengan alasan bahwa 
tersangka adalah ternan yang sering membaatu biaya 
operasional dari kantor para senior yang berdinas di tempat 
yang kurang basah atau ada juga yaag diakui sebagai 
keluarganya ... " 

Yang lebih ironis lag~ masalah intervensi kasus ini 

kadangkala bisa mengakibatkan terjadi tindakan penyidik yang 

memutar ba!ikan fakta, dimana st>tus saksi bisa menjadi tersangka 

atau sahaliknya, babkan ada juga keinginan untuk tidak melakukan 

panyidikan dimana bal ini demi mengikuti keinginan seseorang 

yang mungi<in memiliki kekuasaaa rrumpun faktor kadekatan 

terbadap pinapinan panyidik Sat lndag. 

e. Diskriminasi Penyidikan 

Kegiatan penindakan terbadap tindak pidana bak cipta yang 

dilakukan penyidik: umumnya memperhatikan siklus perdagangan 

VCDIDVD film bajakan dari hulu sampai hilir. Dimana siklus 

diawali dari kegiatan memproduksi VCD/DVD film bajakaa oleh 

produsen (pabrik pengganda), diteruskan kepada para distributor 

kemudian kepada pedagang dan yang terakbir kepada konsumen. 

Penindakan yang dilakukan oleh Sat Indag kadangkala 

dapat mengungkap seluruh peredaranlperdagangan dari hulu 

sampai hilir, tet>pi dalam proses penyidikan biasanya terdapat 

diskriminasi atau perJak:uan khusus kepada para pengusaha 

{pemilik pabrik), distributor dan pedagang, yang jelas-jelas 

mempunyai uang sehingga hal inilah yang menimbulkan terjadinya 

diskriminasi penyidika.n. 

Pemilik pabrik pengganda VCD/DVD film bajakan 

biasanya akaa mendapat perlakuan lebih istlmewa dikarenakan 

adanya kebiasan dari para pemilik pabrik (pengusaha) ataupun 

distributor yang secara proaktif memberikan setoran bulanan, 
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rnaupun setoran yang sifatnya insidentil seperti menjelang hari 

Raya keagamaan, mutasi pimpinan, hari Bhayangkara hahkan 

alasan melanjutkan pendidikan anggota Sat Indag, Bentuk 

diskriminasi tersebut antara Jain dengan tidak dilakukan 

penangkapan, penyitaan, penaharum atau perbedaan saat 

melakukan pemeriksaan. 

Padahal dari observasi yang penulis Jakukan, dalam hal· 

bsd tertentu apahila ada perintah untuk melakukan penindakan 

terhadap para pemilik pabrik pengga:nda tersebut, haik itu perintah 

dari atasan maupun adanya laporan dari pemegang bak eipta, 

penyidik Sat Indag tetap ukan melakukan penindukan kepada 

pemilik pahrik tersehut, hanya saja daJam proses penindakan 

maupun penyidikan akan diperlakukan berbeda layaknya tersangka 

Jain. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengusaha 

pemilik pabrik A, yang dilakukan penindakan oleh Unit 2 Sat 

Indag dalam wawancaranya sebagai berikut: 

" Untuk supaya lebih aman aja, ya kita barns koordinasilah 
Pak .. ! Biar kalau kena operasi nggak dipersulit, minimal 
kita nggak di tahan dan barang bukti tidak disita semuanya 
a tau kita bisa nego pasal yang mau diterapkan .. " 

Selain itu seringkali penyidik Sat Indag menggunukan 

kewenangannnya untuk melakukan penyiksaan secara psikis 

khususnya terhadap para tersangka dengan menakut-nakuti dengan 

bentuk ancarnan-ancaman. 

Hal ini seperti diungkapkan peneliti kepada salah satu 

tersangka JN yang menyatukan : 

" Kalau pedagang kecil seperti karai, kalau kena operasi 
pasti ditahan, hahkan ekapose di TV ... selain itu polisi 
sering menakut-nakuti akan menerapkan Undang-Undang 
Hak eipta yang sanksinya begitu berat kepada saya, namun 
bila yang tertangkap adalah Bos besar, pasti penyidik hanya 
menerapkan Undang-Undang Perfileman saja yang sangsi 
pidananya sangat ringan.n 
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Ungkapan ini merupakan hasil wawancara penulis kcpada 

salah satu tersangka pedagang VCDIDVD di kalci lima, dimana 

mereka datang ke Jakarta hanya untuk mengadu nasib. 

d. Penggelapan Barang Bnkti. 

Sebagaimana yang penulis jelaskan di alas. pada dasarnya 

penyidik akan mengalami kesulitan apabi1a menerapkan UUHC 

rerh.adap tersangka yang melakukan penggandaan dan perdagangan 

VCDIDVD film bajakan s~gga untnk mengantisipasi kesulitan 

tersebut maka penyidik akan menerapkan UU lain, seperti contoh 

apebila basil operasi penindakan yang dilakukan oleb penyidik Sat 

lndag mendapatkan beberapa jenls VCD/DVD film dari berbagai 

jenis seperti film Indonesia, film asing dan film porno maka untnk 

memudabkan proses penyidikannya. Biasanya penyidik Sat lndag 

akan menerapkan pasal 282 KUHP saja, sebingga barang bukti 

VCD/DVD film porno saja yang diajnkan sebagai barang lmkt~ 

sementara. barang bukti yang lain tidak. Karena apabila penyidik 

menerapkan UUHC dengan barang bukti VCD/DVD film tersebut 

maka penyidik akan mengalami harnbatan da!am menghadirkan 

pemegang hak cipta atas film-film tersebut sebingga akhirnya 

hanya barang bukti film porno saja yang diajnkan sebagai barang 

bukti dalam berkas perkara penyidikan, bahkan kondisi ini dapet 

dijadikan alasan bagi penyidik untnk meminta nang kepeda 

tersangka karena penerapan pasal hanya sebatas pasal-pasal di luar 

Undang-Undang Hak Cipta yang diangga.p memberikan saaksi 

begitu berat. 

Sebagai basil wawancara kepeda AKP Stiono terungkap 

bahwa: 

u Kami mengalami kesulitan untuk menyidik kasus tindak 
pidana hak cipta apabila tidak diketahui siape pemegang 
bak ciptanya sebingga kalau basil operasi dida.pati barang 
bukli berupa VCD atau DVD film bejakan dan ada 
VCDIDVD pnrnonya maka yang kami ajnkan sebagai 
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barang bukti hanya VCD/DVD porno saja. Karena kalau 
barang bukti VCD film tetap diajukan sebagai barang bukti 
ukan menjadi pertanyaan bagi juksa untuk membuktikan 
siapa pemegang hak atas film-film tersebut Doripada 
berkas perkara dikembaliken oleh juksa, Iebih baik kita 
sidik yang pasti~pasti aja lah ... n 

e. Uang .Jaminau Penangguhan Penahanan 

Menurut observasi penulis yang di lukukan di kantor Sat 

lndag, dalam proses penyidl'<ru1 kasus perdagangan VCD/DVD 

film bajukan terkadang tersangka diiakukan penabanan lmnya 

sekedar untuk mendapatkan uang atau meminta kompensasi pada 

saat ke!uarga tersangka meminta penangguban penabanan. 

Sikap tiduk profesionalnya petugas adalah berkaitan dengan 

uang jaminan penangguban penahanan. Apabila mengacu kepada 

Hukum Acara Pidana, pasal 35 ayat (l) menyatukan babwa uang 

jaminan perumgguban penahanan yang ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disirnpan di 

Panitera Pengadilan Negeri. Pada kenyataannya penyidik tidak 

pemah menyimpan uang penangguhan penabanan di Panitera 

Pengadilan tetapi yang dimaksud uang panangguhan yaitu nang 

atas kebijakSllllllml penyidik untuk memberikan penangguhan 

penabanan bagi tersangka. 

Hal ini diperkuat dari basil wawancara dengan sa1ah satu 

tersangka SP yang dilakukan penahanan alas perkara pardagangan 

VCD/DVD porno dimana Tsk. SP dirnintai sejumlab nang untuk 

ponangguhan penabanan, letapi uang tersebut tidak dijadiken 

sebagaijaminan penangguhan penahanan. 

" Pak kalau bisa tolong, saya minta penahanan saya 
dltangguhkan. nanti saya siapkan dananya .... " 
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Ungkapan-ungkapan demikian merupakan bentuk yang 

sering dilonwkan oleh para tersangka yang berupaya untuk 

meminta penangguhan penahanan. 

e. Mengutamakao Koordinasi Ilegal. 

Bentuk-heotuk koordinasi illegal yang sering dilakukan 

oleh penyidik Sal Indag terutama dalam rangka memperlancar 

proses pemerikaaan berkas oleh Jaksa Penuntut Umum. Koordinasi 

ini biasanya dalam bentuk pemberian uang kepada aparat 

kejaksaan atau instansi terkait seperti suksi ahli Hak Cipta dari 

DinjenHKl. 

Penyidik Sat lndag melakukan koordinasi demikian karena 

pada dasamya karena penyidik memlliki keraguan terbadap isi 

kelengkapan Berkas Perkare tersebut bail< secara material maupun 

formi~ sehingga hal tersebut menimbulkan kurang percayanya 

penyidik Sat lnrlag apabila berkas yang dilcirim kepada penuntut 

umum (jaksa) akan dikernbalikan dengan alasan balum lengkap 

(P18) sehingga untuk memenubi kekurangan tersebut biasanya 

jaksa akan memberikan petunjuk mengenai kekurangan dari Berkas 

Perkara tersebut (P 19). 

P19 atau petunjuk dari jaksa teikadang dijadikan sebagai 

hal yang mempengaruhi kredibilitas seorang penyidik atau adanya 

penilaian ketidak profesionalan seorang penyidik sehingga untuk 

mengall1isipasi hal tersebut maka penyidik Sat lndag menggunakan 

bentuk -bentuk koordinasi yang ilegal dengan cara mcmberikan 

sejwnlah uang kepada Jaksa Penuntut Um:um agar menerirna 

berkas perkara yang diajukan penyidik dan dinyatakan lengkap 

{P21) atau berkoordinasi dengan saksi ahli agar mengikuti 

keinginan penyidik. 

Hai ini diperkuat dari hasil wawancara kepada Kanit 2 yang 

menyatakan bahwa : 
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" Kalau man berkas perkara yang kita ajukan ke jaksa 

bisa lancar sebaiknya kita lakukau koordinasi dengan 

mereka, kalau perlu ya kasihlllh sedikit uaug kepada 

jaksa supaya mereka tidak terlalu mencari~cari 

kekurangan basil penyidikan.." 

Bentuk koordinasi ini tidak menutup kemungkinau 

disebabkau adanya pemutar balikan fakta hukum yang sebenarnya 

schingga hal ini bisa sangat merugikan bagi tersaugka yang 

sebarusnya perlu pembuktian lebih lanjut terbadap kasusnya. 

3.2.3 Aspek Sarana atau Fasmtas 

Aspek ini merupakau aspek pelengkap untuk berjalannya penegakan 

hukum, taupa adanya sarana atau filsilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakau hukum akan beriangsung dengan lancar. Jika dikorelasian antara 

sarana atau fusilitas dan pembajakau akan film berarti bngaitnana kelengkapan 

Kapolisian dan menyikapi pembajakau dikaitkan dengan sarana atau fasilitas yang 

dimilikinya apakah telah atau belum memadai dalam memberantas pembajakan, 

Sarana atau fasilitas ini. antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidik:an 

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memada~ keuangan yang 

cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahll penegakan 

hakum akan mencapai tujuannya. 

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fusilitas 

mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa 

arlanya. sarana atau fasiJitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 

menyelesaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya 

untuk sararut alau fasili!as tersebut, sehaiknya disnut jalan pikiran, sehagai 

berikut:217 

A Yang !idak ada- diadakan yang barn, 

B. Yang rusak a tau salah - diperhaiki atau dibetulkan, 

C. Y aug kurang - ditambah, 

111 Ibid, Prof.Dr.Suerjono Soekanto. SH,MA, hat33. 

ll6 Universitas Indonesia 

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH UI, 2008



D. Yang macet- dilancarkan, 

E. Y aug mundur atau merosot - dimajnkan a tau ditingkatkan. 

Sarana dan filsilitas yang dimiliki oleh Sat lndag Polda Metro Jaya, bisa di 

bilang sangat minim, karena di Sat Indag tidak rnemiliki alat khusus untuk 

mengungkap adanya pembajakan, para penJ:idik masih menggunakan cara 

konfunsional dalarn melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Hasil 

observasi penulis terhadap kinerja anggota Sat Indag dalam melakukan 

pengungkapan hasil VCDIDVD bajakan baik yang digandakan atau dibuat oleh 

pabrik VCDIDVD ataupen · dengan menggunakan alat duplikator, semua itu 

dinngkap melalui adanya laporan masyaiakat atan informan yang dibayar oleh 

penyidik. Satuan lndag tidak mempnnyai alat khusns dalam melakukan 

pengintaian, pengarnatan, pemhuntutan dan penindakan di lapangan. Hal ini 

sangat memprihatinkan dengan perkembangan teknologi yang sangat moderen 

yang dimiliki oleh para pembajak di pabrik-pabrik. Dari basil wawancara dengan 

tersangka pembajak film yang herbasil dita.~gkap atas nama ASENG, 

mengatakan: 

" Di pabrik saya terrekarn dengan 10 (sepuluh) kamera CCTV baik di 
dalam dan diluar pabrik jadi bila ada orang asing atau tidak dikenal berada 
di luar pabrik, maka dengan eepat mesin pengganda dapat dlmatikan 
dengan eepat, selain itu dalam pabrik dibuatkan sebuah ternpat khusus di 
bewah tanab seperti bunglrer yang dapat dibuka tutup secara otomatis. 
sebegai tempal penylmpanan VCDIDVD bajakan, sehingga bila ada 
operasi Kepolisian tentunya pabrik saya akan selalu aman.'1 

Ungkapan~ungkapan demikian merupakan hasil wawancara penulis 

dengan tersangka pada saat tersangka masih dalam proses penyidikan. 

3.2.4 Aspek Masyarakat 

Faktor lain yang dapat mempengaruhl penegakan bukum hak cipta berasal 

dari masyarakat sendiri, dimana pengaruh terscbut dapat menjadi suatu pengaruh 

positif yang dapat membantu/mendukung upaya penegakkan huknm bak cipta, 

tetapi juga pengaruh negatif yang dapat memperlemah upeya penegakan hukam 

hale cipta itu sendiri. Adapun kategori masyarakat da[am penelitian ini penulis 

rnenbagi menjadi 3 bagian., yakni : 
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Ke!ompok Masyarakat Pemegang Hak Cipta. 

I. Faktor-fuktor positif. 

Deegan terbitnya Umlang-Undang Nomor 19 tabun 2002 teotang Hak 

Cipta, para kelompok masyarakat pemegang bak cipta Iebih proaktif untuk 

mendaftar sebagai anggota asosiasi dan mendaftarkan ciptaannya ke Dit Jen 

HKI, dan yang Iebih menarik lagi adalah kelompok masyarakat pemegang bak 

cipta umumnya bersedill basil produksinya dipotong i5% untuk diberikan 

kepada asosiasi yaog diporguoakan untuk mendulrung kegiatan penegakan 

hukum di bidang bak cipta. 

2. Faktor-fuktor negatif 

Sedangkan faktor negatif dari pemegang bak cipta yang didapat dari 

proses pengalihan adalah dirnana pemegang bak cipta yang diberi bak untuk 

mengganduksn/memperbanyak cenderung melebih kontrak ke!jasama adalah : 

a. Keinginan Ulltuk nrendapatkau kenntungan yang sebesar-besarnya tanpa 

mengikuti prosedur sehingga mengakibatkan film bajakan yang tidak 

membayar pajak dan tidak Iolos sensor banyak beredar, bal ini disebabkan 

karena pemegang hak cipta menghindari pembayaran royalti kepada 

pemegang hak pertarna. Kecenderungan lain adalah menghindari 

pembayaran pajak kepada negara dan asosiasi. 

b. Faktor negatif lainnya adalah para pemegang bak cipta tidak memiliki 

keinginan mendaftarkan karya eiptanya ke Dit Jen HKl sehingga bal ini 

akan menyulitkan jika polisi berbasil melaknkan penindakan terhadap 

pelanggar bak cipta, untuk membuktikan unsur bak seseorang yang 

dilanggar. 

c. Para pemega...':!.g hak cipta cenderung melihat kasus dari aspek kerugian 

finamialnya sehingga lebih mengutarnakan tuntutan ganti rugi dari 

tersangka ataupun pelaku. Para pemegang bak cipta apabila laporannya 

sudah dilakakan penindakan oleh penyidik maka mereka cenderung 

melakukan upaya damai kepada tersangka dengan memhuat suatu 

perjanjian untuk membayar sejumlah kornpensasi dari tersangka. 
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Kelompok Masyarakat Produ•en. 

l .Faktor-fuktor Positif 

Faktor yang bersifat positif dari kelompok masyarakat produsen film 

yang memiliki usaba penggandaan/memproduksi atan distribusi film resmi pada 

hakekatnya sangat mendukung diberlakukannya UUHC kareoa di UUHC 

tersebut, otomatis memberikan perlindungan dan kepastian hukmn terhadap 

ciptaanya dan basil produksi penggandaannya yang sudah berupa VCD/DVD. 

Mereka mendaflarkan ke asosiasi film-film yang menjadi hak ciptannya. 

Keberadaan produsen resmi ini akan membantu mempromosikan kepad.s para 

pemegang hak cipta di luar negeri untuk menggandakannya kepada produsen ini 

di Indonesia, sehingga memherikan pemasukan pendapatan kepada produsen 

tersebut. 

2. Faktor-fuktornegatif 

Faktor uegatif yaog dapat penulis amati terhadap kelompok produsen adalah : 

a Untuk pabrlk!produsen pengganda resmi umumnya mereka melakukan 

penggandaan yang menyalahi kontrak kelja dengan pentegang hak cipta 

atau melebihi kontrak kerja yang disepakati sehingga mereka terbebas 

membayar royalti dan pcmbayaran pajak. 

b. Selain itu tmtnk melakukan penggandaan VCD/DVD film tanpa mendapat 

ijin dari pemegang hak ciptanya dengan cara para pelakn secara langsung 

rnerobeli master film seeara ilegal untnk digandakan, biltsanya para pelaku 

mernbcli dari luar negeri. 

c. Dilakukan oleh para produsen yang tidak resmi atau yang tidak mcndapat 

ijin untuk roelakukan atau menjalankan suatu usaba penggandaan biltsanya 

dilakukan oleh para pelaku perorangan yang melakukan penggandaan di 

rurnah-rurnah dengan rnenggunakan teknologi komputer. 

Kelompok Masyarakat Pedagang. 

Kelompok pedagang pada dasarnya lebih memiliki kecenderungan bersifut 

mengbambat proses penegakan lmkum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian. 

ialah tidak mau menjual barang VCD/DVD film original karena secara ekonornis 

memcrlukan modal besar dan peminatnya sedikit Sedangkan apabila menjual 
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VCDIDVD bajakan keuntungan yang didlopat relatif besar dengan modal yang 

kecil, disamping itu bila melihat resikonya seandainya kena razia apabila dibitung 

secara ekonomis masih letap mendapat keuntungan. 

Kelompok Masyarakat Konsumeo 

Yang menarik adalah bahwa roasyarakat kita cenderung mendukung 

kegiatan pembajakan terbadap VCDIDVD film, hal ini dapat ditunjukkan dengan 

fakta-fukta antara lain : 

a. Tingginya permintaan (deman<i) dari roasyarakat terhadap VCDIDVD film 

hajakan yang ada di Jakarta bahkan di seluruh Indonesia sehingga 

menciptakan peluang bisnis ilegal. 

b. Masyarakat masih lebih mempertimbangkan barga daripada kualitas, hal 

ini disebabkan karena rnasib Jemahnya daya beli masyarakat sehingga 

mendorong pemasaran produk ilegal. Hal ini diperkuat dari basil 

wawancara dari beragam kelompok masyarakat yang intinya harga 

menjadi pertimhangan, sedangkan kualitas nomor 2 (dua) sebab 

VCDIDVD fiim biasanya hanya dinikmati atau ditonton satu kali saja. 

Disamping itu kalau nonton di bioskop maha1, sedangkan kalau nonton 

VCDIDVD bisa untuk satu keluaga, jadi biayanya murab meriah. 

3.2.5 Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan ini merupakan budaya hukum, dimana budaya hukum 

adalah persepsi atau pandangan masyatakat terhadap sistem hukum. 215 Legal 

culture is system-their beliefs, values, ideas, and exceptions. 219 Adanya substansi 

hukum peraturan perundang-undangao di bidang Hak Cipta yang bail<, tanpa 

didukung aparatur pelaksananya dan budaya bukum masyarakat akan berakibat 

pada tidak maksimalnya bekerjanya peraturan tersebut. 

Budaya hukum terkait dengan kesadaran suatu bangsa untuk mematuhi. 

Kesadaran rnasyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang mempunyai pengetabuan tentang 

m Ennan Rajagukguk, op. cit., hlm.39. 
119 Acmad Ali, Loc.cit. hlm.2. 
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hukum akan mempunyai pemabaman hukum dan selanjutnya akan memiliki 

kesadaran hukum. = Dalam tesisnya, Robert Seidiman mengatakan, banyak fitktor 

yang mempengaruhl seseorang mematuhi huknm. Salah satunya, jika kepatuhan 

mentaati peraturan perundang-undangan itu lebih memberikan keuntungan 

dibaudingkan jika me!akukan pelauggaran hukurn?" Namun, saat ini budaya 

hukurn yang ideal itu masih jauh dari harap!UL Masyarakat cendemng Jebih 

bangga untuk melakukiin pellmggran hukurn dati pada mentaatinya. Hal ini 

terlihat setiap harinya dengan banyaknya pengunjung yang datang ke pasar 

Glodog untuk membeli VCD atau DVD bajak!UL Yang lebih ironisnya bahwa 

masyarakat yang membeli VCDIDVD bl!jakan tersebut dengan sadar bahwa 

perilaku yang diperlihatkan im secara sengaja melanggar ketentuan hukum. 

Baeyak pihak menilai, munculnya sikap melawan hukum dari masyarakat 

bukan didasarkan keinglnan orang perorang. Budaya tersebut muneul disebabkan 

kesalahan aparat penegak hukum sendiri yang tidak memberikan oonioh tentang cara 

berperilaku yang sesuai huknm. Logikanya, masyarakat memerlukan keteladanan dan 

cerminan dari para penyeJenggara negara. tenrtama para penegak huku.m, untuk 

mematuhi huknm. Tanpa itu, mustlhil muneul kepatuban hukurn di masyarakat 

yang demokratis dan tanpa tekanan dari penguasa. 222 

Hal tersebut muneul karena adanya ketidakpercayaan terbadap perilaku 

penegak hukurn yang dlnilai diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum yang ada. Dalam banyak hal bisa kita lihat, seorang pellmggar hukum 

yang bisa Jo bos dnri jerat hukurn hauya karena yang bersangkutan memiliki 

posisi penting atau uang yaag berbicara. Sebaliknya, bagi masyarakat biasa 

bukum diberlakukan secara ketal dan tidak mempertimhaugkan rasa keadiilln 

serta kepastlan hukum. Kondisi tersebut mernhuat masyarakat menjadi frustrasi 

sehingga terbentuk rasa ketidakpercayaan terhadap hukum. Pada ukhirnya, 

hukum dan budaya hukum tak lagi dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi 

dan ditaati. Sebalikuya, hukum menjadi sesnatu yang tidak melembaga Bukan 

karena hukum itu salah, tapi karena diterapkan secara tidak benar, seh!ngga tak 

ada kevvajiban untuk mematuhinya. 

22
ll Indradi thanos,op.cit, hal.SO 

221 Robert Se1diman, The State, [(Ilv and Development, (SLMartin Pres, New York,l97&) 
122 Iodradi thanos,op.cit, haL81 
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Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan unsur yang 

terpenting dari sistem hulaun, di sam ping struktur dan substansi. "Legal au/lure 

refers, then, to those parts of general culture-costums, opinions, ways of doing 

and lhingklng-that bend social force to ward or away from the law and .ini 

particular ways. "123 Friedman mengemukakan bahwa tegaknya peraturan­

peraturan hukum tergantung kepada budaya lrukum m.Syarakatnya, yaitu sikap 

masyarakat terbadap hukum dan sistem hukurn kepercayaan, pandangan­

pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapon-ha!iipan. Budaya hukum 

masyarakat tergantung pula kepada sub budaya hukum anggota-anggota 

rnasyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai fllktor, yaitu kepentingan ekonomi, 

posisi atau kedudukan, labu belakang pendidikan, lingkungan, budaya, agama, 

dan bahkan kcpentingan-kepentingan.m 

Faktor kebudayaan ini digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu budaya aparat 

penegak hukum dan budaya masyarakat 

I. Budaya Aparat Penegak Hukurn 

Berdasarkan obaervasi yang dilakukan penulis terbadap budaya aparat 

penegak hukum di Kepolisian umumnya memiliki kecenderungan yang 

melemahkan profesionalitas aparat antara Jain: 

1) Pera.saan superior dan mentang-mentang sebagai aparat penegak: hukum 

sehingga cende:rung sewenang-wenang dalam memposisikan diri dalam 

kegiatan penegakan hukum dan mengesankan bahwa aparat penegak hukurn 

menjadi kebal hukum. Hal ini bertentangan dengan asas hukum ynitu setiap 

orang merniliki hak dan kewajiban yang sama dituata hukum Selaio itu 

penyidik cu.l<:up me!!'..ahami bahwa sampai dengan kondisi saat ini mereka 

tidak akan menjadi bagian dari kejahatan-kejabatan hak cipta. Paling tidak, 

banyak kasus apabila seorang penyidik melakukan kesalaban, hukuman yang 

ditimpakan kepadanya hanya bersifat administratif dan bukan tindakan 

pemecatan. 

m Acmad Ali, op.cit. hal.3 
u 4 Pandangan Lawrence Friedman mengcnai budaya hukum, sebagaimana dikutip dari 

Cita Citrawinda Pfiapantja, Budaya Jfukum lndones/Q Menghadapi Globolisasi-Perlintiungan 
Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi, cet ni, (Jakarta: Chandra Pratama, 2005), haU60, 
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2) Lebih senang mengedepankan kolusi baik antar aparnt, saks~ manpun 

tersangka untuk memperoleh keuntungeu timbal balik, baik berupa uang 

maupun fasilims, hal ini karena adanya sebuab tuntutan baik dari organisasi 

maupun karena motivasi pribadi anggota atau penyidik sendiri yang secara 

ekonomi terbatas ketika berhadapan dengan para pengusaha yang tidak 

terbatas kemampuan ekonominya Kesenjangan ini membuka pelnang yang 

bersifat saling menutupi dan saling menguntungkan serta saling membutuhkan 

agar setiap penyelesaian kasus lebih baik diselesaikan seeara "86", darnai. 

2. Budaya Masyarakal 

Budaya masyarakJtt Yang menjadi "'Yian dan observasi dalam penelitian 

~ lebih didasori kepeda pertanyaan mengapa persepsi masyarakat terbadap hak 

cipta ini sebagai '(:resuatu yang perlu dinikmati bersarna", lebih mengemukakan 

karena secara sosio logis dan antropologis, aka! budaya bangsa Indonesia 

mengenai huk cipta seseorang, dapat dikataken tidak mempunyai aka! dalarn 

kebudayaan Indonesia dan tidak terdapat dalam shaem bukum adai. Nilai-nilai 

falsafab yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu kerya eipta manusia 

baik dalarn bidang ilmu, sastra maupun seni adalah nilai budaya barat yang 

menjelma dalam sistem hukumnya,. seperti negara Eropa dan Amerika. 

Ketika kita dijajah Belanda, sistem hukum tersebut mulai diterapkan 

seperti Auteurswet Stb. No. 6 Tahun 1912 tentang Hak Cipta. Selain itu negara 

Indonesia yang pada waktu itu masih bemama Netherland East-Indies Ielah 

menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 

tahun 1888. Meskipun undang-undang sudah dibuatkan oleh Pemerintah Belanda 

tetapi kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Cipta juga tidak signifikan teJjadi. 

Kondisi ini berlanjut sampai dengan Indonesia merdeka ti.::ak pemah secara serius 

mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa terdapat undang-undang yang 

memherikan proteksi/perlindungan terhadap karya cipta. 

!<arena kurang sosialisasi dengan tidak pemab mendengar dan 

menyaksikan bahkan mengetahui adanya sanksi-sanksi tersebut diterapkan dan 

signiflkan efuknya maka masyarakat menggangap bahwa aturan tersebut tidak 

ada" Mereka boleh melakakan apa saja seperti penggandaan, pembajakan yang 

akhirnya pertama-tama diikuti oleh sekelompok orang yang kemudian membesar 
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menjadi kelompok masyarakat dan membesar !agi keseluruh komponen 

masyarakat. 

Artiny"' sikap-sikap menghargai karya orang lain ataupun malu bila 

menggunakan produk milik orang lain merupakan hal yang tidak perlu dirisaukan, 

bahkan orang yang memiliki haknya tidak pemah komplain melalui perangkat 

hnkum yang disediakan. Proses yang sedemikian lama ini, te!jadi akhirnya 

menjadi membndaya inilah yang disebut oleh Friedman sebagai Social Force dan 

ketika memasuki era perdangan bebas dengan dunia luar, dimana terdapat kaidah­

kaidah yang saling berbeda sehingga ada negara yang diuntnngkan dan ada negara 

yang dirugikan membuat kasus ini memulei mencuat. Setelah mencuat dan 

merugikan akhirnya negara-negara ini melaknkan bentuk penekanan dengan cara 

pemboikotan ataupun larangan investasi maupun menolak komaditi. 

Kesadaran inilah yang mulai mengusik pemerintah Indonesia untuk mu)ai 

secara serius dan memperhatikan pentingnya sebunh UUHC untuk diterapkan 

karena implikasinya ternyata luar biasa. Kesadaran yang tela! dari pemerinlah 

untuk menerapkan secara serius ini menjadi problem besar ka:rena budaya 

masyarakat tentang hak cipta sudah terbentuk secara sepibak (yakni mereka tidak 

perduli ) tidak perlu dihargai maupun harus membayarnya secara ekonomis 

terhadap karya cipta orang lain). Inilah yang menimbulkan kesulitan yang luar 

biasa ketika kita mulai serius memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. Karena penegakan huknm hak cipta dianggap 

bertentangan dengan nllai yang diann! oleh sebagian besar masyarakat kita yang 

beranggapan hahwa dalam akar kebudayaan Indonesia tiduk mengenal 

kepemilikan individu dalam sistem hnkum adet. Nilai-nilai fuJsafu.b yang 

mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia haik dalam 

bldang ilmu pengetahuan, seni dan sastra edalah nilai budaya barat yang 

menjelma dalam sistem hukumnya.Karena adanya sejumiah kendala yang 

mengakihatkan lemahnya substansi huknm dan strnktur huknm, makn budeya 

hukum di Indonesia juga mengalami gangguan serius. Budaya hukum yang 

reudab terlibat rnanakala pelanggaran huknm tidak lagi dipandang sebagai 

perbuatan tercela, bahkan cenderung diterima sebagai sesuatu yang seharusnya. 
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BAB 4 

ANALISA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG FILM 

Pembangunan dalam artilm yang seluas-luasnya, me!iputi segi kehidupan 

masy.rrakat, dan tidak banya segi ekonomi beleka, telapi juga spiritual Semua 

masyarekat yang sedang membangun · dicirikan adanya suatu perubahan, 

bagaimanapun pernbo.ngunan didefmisikan dan apapiiD ekuran yang digunekan. 

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan yang 

terjadi dengan teratur.n~ 

Oieh karena pembangunan melibatkan segala segi kehidupan masyarakat, 

rneka seorang ahli hukum di dalam masyarakat yang sedang membangun, mesti 

pula memperhatikan intereksi antara hukum dengan fektor-fuktor yang lain dalam 

perkembangan masyamkat, seperti fuktor ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. 

Dengan perkataan lain, proses pernbentukan undang-undang harus dapat 

mencekup semua hal yang erat hubungannya dengan masalah yang hendak diatur 

dalam undang-undang, manekala menginginkan undang-undang dapat menjadi 

suatu pengatur hukum yang balk dan efektif227 

Dampek dari kegiatan pelanggaran hek cipta tersebut telah sedemikian 

besamya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonorni, 

hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misaluya dampak semakin 

maraknya pelanggaran bak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa 

pernbujakan sudah merupakan bel yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan 

tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (wet delicten). 

Pelanggaran hak cipla selama ini lebih banyak terjar!i pada negara-negara 

berkembang (developing countries) karena pemhajakan hak cipta akan dapat 

memberikan keunt\lllgan ekonomi yang tidak kecil artinya bugi para pelanggar 

(pembajak) dengan memartfuatkan kelemahau sistern pengawdsan dan 

pemantauan tindak pida.na hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan 

penindakan terhadap pelanggarw hale cipta selama ini belum mampu membuat 

2U Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan 
Nasional, (Bandung; Binacipta, 1975), hal. I. 

221 Ibid. hal.J4. 
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jera para pembojak untuk tidal< mengulangi perbuatannya, karena upaya 

penanggulangann:ya tidal< optimal. 

Kenyataan sudah 6 ( enam) tahun diberlakakannya Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 tentang Hal< Cipta, justru perdagangan VCDIDVD film bajakan 

semakin mara!<, bahkan kegiatan pembajakan ini sudah sampai pada titik .yang 

sangat mengkbawatirkan bagi perlindungan bale cipta seseorang, bahkan masalah 

perdagangan VCDIDVD mm bajakan ini sudah menjadi isu nasional dan bahkan 

telah mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Lebih parah lagi. 

perdagangan VCD/DVD f"J!rn bajakan in~ banyak diteinukan di wilayah DKI 

Jakarta, sebagal Ibukota Negara yang seharusnya menjadi barometer nBsional bagi 

tegaknya peratnran-peraturan yang berlaku di Indonesia. Di Jakarta ini, banyak 

ditemukan barang-barang VCDIDVD film bajakan di setiap sudut kota, mulai 

dari mall-mall, pertokoan bahkan sampal kepada pedagang kaki lima. Bahkan 

masyarakat kita sudah tidak malu-malu lagi ataupun merasa takut untuk membe1i 

barang-barang bajakan tersebut. Seperti contoh banyaknya pusat bisuis 

perdagangan dan lalu lintas barang-barang berteknologi tinggi dan bajakan 

tersebut untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder masyarakatnya 

yang haus hiburan dalam hal ini merujuk kepada sentra-sentra bisnis di Jakarta 

seperti Glodok dan Roxy. 

Penegakan hukum adalah s-uatu proses untuk mewujudkan keinginan­

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adaJab pikiran­

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum 

itu.228 Pendapat Suharto yang dikutip Salam menyebutkan bahwa penegakan 

hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan apara! penegak hukum 

baik tindak"-'1 pencego...han maupun peadndakan dalam menerapkan ketentuan­

kctentuan hukum yang berlaku menciptakan suasana aman, dama.~ dan tertib demi 

kepastian hukum dalam masyarakat."' Penegakan hukum dapat dilakukan secara 

preventif dan represit~ 23{) Penegakan hukum secara preventif yaitu upaya penegak 

211 Satjipto Rahardjo, Masalah Pcnegak Hukum : Suatu Tin.fauan Sosiolagis, {Bandung: 
Sinar Baru, 1986), haL24<Ui 

129 R. Abdussalam, Penegakan !fukum di Lapangan oleh Polri, {Jakarta : Gagas 
Mifracatur Gemilang, l997), hal. IS. 

230 DR. M Said Salle, Penegakan Hukum Lingkunganliidup, (Jakarta : CYRcstu Agung, 
2003), hal.i9. 
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hukum mencegah terjadinya tindak pidana,. sedangkan seeara represif yditu upaya 

penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.231 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan dm memherikan rasa keadilan 

terhadap para pencjpta alas ciptaannya dalam hentuk seni film, dimana pemilik 

atas karya cipta tersebut mempunyai pengakuan secara hukum dan pengh..-gaan 

yang diterima atas usaha yang kreatiJ; sehingga pencipta mempunyai hak untuk 

dapat memi!iki, menjual> meiisensikan atau mewariskan haknya baik secara 

ekonomi maupun seeara moral yang mendapat pengakuan hokum, sehingga hak 

cipta tersebut mendapatkan perlindungm secara hokum. Dengm adanya 

perlindungan secara hokum, diharapkan tlapat meminimalisir pelmggaran 

terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang peneipta, khususnya terhadap 

karya cipta seni film melalui media VCD/DVD. Perlu ketahai bahwa UUHC 2002 

telah menerapkan sanksi pidana mal::simal dan minimal serta denda yang enkup 

berat, sebagaimana diatur dalarn Pasal 72 yang mengatur tentang ketentuan 

pidana, 232 sehingga ketentuan tersebut diharapkan memberikan Detterent Effect 

(Efek Jera) terbadap para pelnku pembajakan karya cipta seni film, serta memberi 

kepastian hokum apabila teljadi pelanggaran terhadap hak eipta. Selain itu UUHC 

ini juga memberikan pedoman atau dasar bukum bagi aparat penegak hokum 

untuk bertindak tegas dalam rangka penegakan hukum hak eipta di Indonesia. 

Saat ini Indonesia saat ini yang lagi gencar-gencarnya menarik minat para 

investor untuk menana.mkan modalnya di Indonesia agar pembangunan terjadi~ 

sehingga dengan hal tersebut menyebabkan konsekuensi logis bahwa negara kita 

2
:
11 Niniek Supami, Peleslarian, Pengelolaan dan Penegalr.an Hukum lingkungan 

Hidup,(Jakarta: Sinar Grafika, 1992), haU60·161. 
m Undang~Undang Nomor 19 Tahun 2002 teniang Hak Cipta, Pasal 72 ayat (1) dan ayat 

(2) menyebuikan: 
1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melaku/r.an perhuaian sebagaimaM di maksud 

datam pasall ayal (I) a tau pasal 49 ayat (J) don ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
mosing-masing paling singkot 1 (salu) bulan dan atau denda pn/ittg sedikil Rp.l.fJOO.OOfJ,OO 
(satu jut a rupiah). atau pi dana pen] ora paling lama 7 (fujuh) lahun dan denda paling ban yak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar nrpiah); 

2) Barang siapa dengan sengajll, menyiarkan memamerkan. mengedarkan, atau menjua! 
kepada umum sehuah ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipla oltm barang hnsil 
pelanggaran J:ak cipta atau hak terkait sebagaimana di maksudkan dQlam ayal (I) dipidana 
denga11 pidana pwjara paling lama 5 (lima) talnm don a/au denda poling bunyak 
Rp.5fJO.OOO.OOO,OlJ (lima ratu.~jvta rupiah). 
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barns memberikan suatu kepercayaan kepada investor itu dengan membuat suatu 

at= main untuk satu tujuan yakni kepastian hukum (legal certainty). Sejalan 

dengan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini, di mana penutis membaha' 

mengenai hukum dalam ranah hak cipta, yang tujmmnya hanya satu untuk 

menarik minat investor ke Indonesia, Dalam peraturan mengenai hak cipta ini 

sudah lama sekali dibuat, lllll!'lun dalam prakteknya tetap saja masih terjadi 

pelanggaran demi pelanggaran dan terlihat cendenmg meningkat tiap periodenya. 

Padahal dalam UUHC terbaru telah dirnasukkan sanksi pidana yang cukup berat. 

Oleh karen.a itu, kiranya penulis ingin melihat dua eontoh kasus yang telah 

diputus oleh Pengadilan Negeri Tanggerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 

yang menjadi bahan studi analisa tentang masih lemahnya penegakan hukum hak 

cipta di Indonesia. 

4.1. Analisa Kasus Tindak Pidana Pembajakan Film dalam Studi Kasus 

Perkara Pidana Terdakwa Cintoko Putro Sesuai Putusan Nomor : 

1571i/PID.B/2006/PN.TNG 

4.1.1 Duduk Perkara 

Dalam perkara pidana yang pertama ini, dilangsungkan di Pengadilan 

Negeri Tanggernng ini, menghadirkan terdakwa bernama Cintoko Putro, lahir di 

Surabaya lO Mei 1962, pekerjaan karyawan pabrik penggandaan film, alamat 

komplek Sekneg Blok B20/ll RT.Ol3/0!0 Sunter Agung, Tanjung Priok., Jakarta 

Utara dan alamat sementara knmplek pergodangan Pantai lndah Dadap Blok BR 

No.12 dan 15 Tangerang 

Adapun pelanggaran hukum yang dilakukan Cintoko Putro dilakakan pada 

hari Selasa tanggal 8 Agustus 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain 

pada bulan Agustus 2006, bertempet di komplek PergudanganPantai lndah Dadap 

Blok BR No. 12 & 15 Tangerang yang tennasuk dalarn daerah hukum Polda 

Metro Jaya dan wilayah hokum Pengadilan Negeri Tangerang. Dalarn perkara ini 

Cintokn Putro, didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunak:an 
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dakwaan altematif sebanyak 3 (tiga) dakwwm yang didakwakan kepadanya, 

yakni:2)l 

Kesatu, terdakwa Cintoko Putro selaku pengawas sekaligus penanggung 

jawab terbadap se!uruh kegiatan operasional yang ada di pabrik penggandaan 

VCDIDVD tersebut bersama-sama den&an saksi Ricky Choa, Suyanto alias Lim 

Han Chuan, lvero Taslim dan Tan Se Tak, melakukan dan memerintahkan untuk 

melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sehsgaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian, yaitu setiap pendirian pemsabaan industri baru maupun setiap 

perluasannya wajib memperoleh l7.in Usaha Jndustri. 

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakakan dengan tidak memenubi 

peraturan perindustrian karena melakukan kegiatan usaba industd berupa 

penggandaan VCDIDVD sehingga menjadi barang yang siap dijual namun, dalam 

menjalankan proses industri tersebut terdakwa tidak rue!'ak:ukan pendafaran atau 

meregistrasi mesin dan peralatan industri cakram optilcnya atau tidak dapat 

menunjukan surat~surat perijinan dad instansi yang berwenang secara legal atau 

tidak memiliki lzin Usaha Industri sehsgaimana yang telllh ditentukan dalam 

keterangan ahli lr.Azwar Ratu Pengadilan (saksi ahli Perindustrian dari 

Departemen Perindustrian Republik lndonesia),234 yang menyatakan bahwa 

perbuatan para terdakwa Ielah rnelanggar ketentuan undang-undang karena dalam 

memproduksi VCDIDVD film-fum dimaksud tidak dilengkapi atau mempunyai 

Ijin Usaha Industri ataupWl ijin-ijin yang lainnya. 

Perbuatan terdakwa Cintoko Putro telah melanggar Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustria.n, sebagaimana diatur dalrun pasal 13 

ayat (I) jo Pasal 24 ayat (1) UU.RI No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian jo 

Pasal55 ayat (I) ke-1 KUHP dan diancam pidana penjara elama 5 (lima) tahun. 

Kedua, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta 

melakukan perbuatan yang sengaja melanggar l'asar 28 ayat (1) Undang-Undang 

lH Sural Dakwaan Jaksa Penunlut Umum tcrhadap perkant pidana alas nama terdakwa 
Cintoko Putro. 

2
'
14 Oerita Acara Pemcriksaan Saksi Ahli Perindustria11 p,ada hari Rabu, tanggal 23 

Agustus 2606,jam. 12.30 Wib di Dircktorat Reserse Kr1rninal Khusus PoldaMetro Jaya. 
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Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu ciptaan-ciptaan yang 

nrenggunakan sarana produksi bertekno!ogi tingg~ khususnya di bidang cakram 

optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizirum dan persyaratan 

produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Bahwa perbuatan 

terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi peraturan di bid~ng Hak 

Cipta dengan tidak mencantumlam Sid Code (kode induldcetakannya) dalam 

produksi kaset VCDIDVD tersebut. Bahwa perbwitan tersebut dilakukan oleh 

terdakwa dengan tidak memenuhi peraturan perijinan dan persyaratan produksi 

yang telah ditentukan, sebagahuana keterangan Ahli ·salmah,SH {saksi ahli hak 

cipta dari Ditjen HKl) "' yang menyatakan hahwa atas barang bulcti VCDIDVD 

film bajakan tersebut tidak tercantum Side Code nya dan hal tersebut tidak 

dibenarkan. 

Perbuatan terdakwa Cintoko Putro telah melanggar Undang-Undaug 

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagalmana diatur dalam pasal 72 

ayat {I) jo Pasal 28 ayat (I) UU. RJ No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo 

Pasal 55 ayat (!) ke-1 KUHP dan diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) 

tahun 

Ketiga, terdakwa melakukan, menyurah melakukan atau yang turut serta 

melakuksn perbuatan yang dengan sengaja dengan tanpe hak melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagalmana dimaksud dalam 

pasal 33 aya! (I) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman yaitu 

mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan atau menayangkan film yang 

tidak disensor berupa 27.000 (dna puluh tujuh ribu) VCDIDVD film berbagai 

judul. Setelah diteliti dan tidak adanya tanggal lulus sensor dari Lembaga Sensor 

Film Indonesia dan sosuai keterangan Ahli Hadinoto Bustomy (saksi ahli dari 

Lembaga Sensor Film Indonesia)"' babwa perbuatan terdakwa dapat 

dikategorikan sebagai mengedarkan VCD/DVD film-film bajakan. 

Perbuatan terdakwa Cintoko Putro telah melanggar Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman sebagaimana diatur dan diancam pidana 

m Beri!a Acara Pemcriksaan Saksi Ah!i Hak C!pta pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 
2006, Jam.I0.30 Wib di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, 

m Berita Acara Pemcriksaan Saksi Ahli Perlilman po.da hari Kamis, 24 Agustus 2006, 
jam 11.40 Wib di Direktorat Reserse Kriminal Khusu~ Po Ida Metro Jaya. 
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dalam pasal 33 ayat (1) jo pasal 40 huruf c UU. RI No.8 Tahun 1992 jo Pasal 55 

ayat (1) ke- I KUHP den gao ancamau huk:uman penjara selama 5 (lima) tahun. 

4.1.2 Pertimbangan Huknm Menurut Hakim 

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimhangkan dakwaan kesatu 

Pasal 13 ayat (!) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undaug-Undang Nomor 5 tahun 1984 

tentang Perindll!.1rian Jo. Pa.<al 55 ayat (1) ko-1 KUHP; yang unsur-unsurnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Barang siapa; 

b. Dengan sengaja; 

c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (l) 

UU Rl Nomor 5 tahun 1984, yaitu "setiap pendirian perusahaan industri batu 

maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri"; 

d. Oraug yang melakukan, yang menyuruh meluk:ukan, atau turut meluk:ukan 

perbuatan itu. 

Pemenuban keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: 

a. Bamng siapa : 

T erdakwa Cintoko Putro bakerja sebagai karyawan dan yang bertanggung 

jawab pada industri penggandaan VCD/DVD di Komplek Pergudangan Pantai 

lndah Dadap Blok BR No. 12 & IS Tangerang, sebagairnana diterangkan oleh 

para saks~ dan keterangan tersebut dibenarkan oleb terdakwa, Berdasarkan 

pertimbangan terse but, unsur barang siapa telah terbukti tcrpenuhi. 

b. Dengan sengaja : 

T erdakwa pengawas dan penanggung jawab pada industrJ penggandaan 

VCDIDVD milik JHONI yang terletak di komplek Pergudaugan Pantai Indah 

Dadap Blok BR No. 12 & 15 Tangerang. Sebagaimana diterapkan oleh pnra saksi 

yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwd. Perbuatan terdakwa sebegai 

pengawas dan penanggung jawab industri VCDIDVD film bajakan tersebut, 

mendapat gaji sebasar Rp. 900.000,- (sembibm ratus ribu rupiah) setiap bulan, 

sedangkan saksi Ricky Choa, Suyanto, lvero Taslim, dan Tan Se Tak sebagai 

pencetak VCDIDVD mendapat gaji masing-l111!sing sebesar Rp. 800.000,-
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(delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana diterangkan oleh terdakwa dan para saksi 

tersebut. 

Dalam melakukan penggandaan VCDIDVD film bajakan tersebut, saksi 

Ricky choa berfungsi dibagian teknisi, sedangkan saksi Suyanto alias Lim Han 

. Cbuan dan Ivero Taslim berfungsi sebagai operator mesin, sedangban saksi Tan 

Se Tak berfungsi di bidang printing. Berdasarkan hal di atas tersebut unsur 

dengan sengaja telah te<penuhi. 

c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal i3 ayat 

(!) UU Ri Nomor 5 tahun 1984, yaitu setiap pendirianperusabean industri 

baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh lzin Usaha Industri : 

Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa 

terdakwa Cintoko Putro berfungsi sebagai pengawas dan penanggung jawab, 

sedangkan saksi Ricky Choa bertugas dibagian teknisi, saksi Suyanto alias Lim 

Chuan, saksi lnvero Taslim, dan saksi Tan Se Tak di bawah pengawasan dan 

tanggung jawab T erdakwa Cintoko Putro, Terdakwa bersama-sama dengan saksi 

Ricky Choa, Suyantom, lvero Taslim, dan Tan Se Tak telah memproduksi 

VCDIDVD film bajakan sejak tanggal 23 Juli 2006 s/d 8 Agustus 2006 di 

Komplek Pergndangan Pantai Indah Dadap Blok BR No. 12 & 15 Tangerang, 

tanpa Izin Usaha Industrl dari Depatemen Perindustrian. 

Dalam memproduksi penggandaan VCDIDVD film bajakan tersebut 

terdakwa mengguuakan 3 (tiga) unit mesin printing merk Hanky, 1 (satu) unit 

mesin printing merk Haaky, 1 (satu) unit mesin bonding merk Guann Yinn, 4 

(empat) lmit mesin injection, 2 (dua) unit mesin sedot biji plastik. Terdakwa telah 

menggandakan VCDIDVD ftim bejakan tersebut sebanyak sebelas kal~ dan 

sudah dipasarkan seluruhoya ke Jakarta, sebagaimana diterangkan saksi Komar 

selaku sopir pabrik penggandaan VCDIDVD film bajakan , yaitu masing-masing 

pada tanggal : 

J. 24 Juli 2006 sebanyak 9.000 keping VCD/DVD film bajakan; 

2. 26 Juli 2006 sebanyak 5.000 keping VCDIDVD fihn bajakan; 

J_ 27 Juli 2006 sebanyak 5.000 keping VCDIDVD film bajakan; 

4_ 29 Juli 2006 sebanyak 6.000 keping VCDIDVD film bajakan; 
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5. l Agu.stus 2006 sebanyak 7.000 keping VCDIDVD film bajaknn; 

6. 2 Agu.stus 2006 sebanyak 4.000 keping VCDIDVD film bajakan; 

7. 3 Agustus 2006 sebanyak 5.000 keping VCDIDVD film bajakan; 

8. 4 Agustus 2006 sebanyak 5.000 keping VCDIDVD film bajaknn; 

9. 5 Agustus 2006 sebanyak 4.000 keping VCDIDVD film bajakan; 

10. 7 Agu.stus 2006 sebanyak 4.500 keping VCDIDVD film bajaknn; 

11. S Agustus 2v06 sebanyak 27.000 keping VCDIDVD film bajaknn; 

VCDIDVD film bajaknn yang diproduksi pada tanggal 8 Agustus 2006 

sebanyak 27.000 keping tersehut gaga! dipasarkan oleh Saksi Komar karena 

tertangkap oleh Polisi Bripka'Sarwan Anton, dan saksi Briptu Edi Prayitno. 

Perusahaan te!Iljllll terdakwa memproduksi VCDIDVD film bajaknn tersebut 

belum pernah didafuu:kao pada Departemen Perindustrian, sebagalmana 

diterangkan oleh saksi llhli Jr. Az.war Ratu.Berdasarkan pertlmbangan tersebut 

Ullllur yang ketiga tersebut Ielah terbukti terpenuhl. 

d. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan 

perbuatan itu : 

Terdakwa Cintoko Putro selaku pengawas sekaligus penanggung jawab 

terbadap sela'"Uh kegiatan operasional yang ada di pebrik penggandaan 

VCD/DVD film bajaknn tersebut secara bersama-sama dengan saksi Ricky Choa, 

Suyanto, Ivero Taslim, dan Tan Se Tak. Terdakwa yang bertugas mengawasi para 

saksi dalam mempraduksi VCDIDVD bajakan terse but, dengan pembagian tugas, 

bahwa saksi Ricky Cboa sebagai teknisi mesin. sedangkan saksi Suyanto alias 

Lim Han Chuan dan saksi !vera Taslim sebagai operator mesin. sedangkan saksi 

Tan Se Tak bertugas di bidangprinling, Terdakwa Cintoko Putro dan saksi Ricky 

Choa, Suyanto, Jvero Tasliln, dan Tan Se Tak telah memproduksi VCD bajakan 

tersebut sejak tanggal 23 Juli 2006 sld 8 Agustus 2006, dan sudah banyak yang 

dipasarksn ke Jakarta, sebagalmana diterangkan olah terdakwa dan saksi 

Komar.Berdasark:an pertimbangan tersebut, unsur turut melakukan dalam arti 

kata bersama-sama melakuksn Ielah terpenuhi. 

Dengan terpenuhinya seluruh unsur pada dakwaan yang kesatu tersebut, 

maka terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakink:an melakukan 
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tidak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu.Terdakwa didakwa 

dengan dakwaan alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan yang kesatu 

tersebut maka dakww.n selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. 

Menimbang, babwa sebelum pidana dijatuhkan terlebih dahulu 

dipertimbengkan bal-hal yang member-atkan dan bal-bal yang meringan!<:an; 

Hal-hal yang memberatkan : 

a. Perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan Negara dari sektor pajak; 

b. Mematikan kreativitas seniman khususnya pencipta lagu karena meraka 

tidak mendapat royalty dari basil penjualan VCD tersebut. 

Hal-hal yang meringankan : 

a. Terdakwa belum pernab dibdkum; 

b. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terns terang dan berjanji tidak 

akan mengulanginya lagi; 

e. Terdakwa hanyalab sebagai karyawan yang bekerja dalam pabrik 

penggandaan VCD/DVD fibn hajakan tersebut. 

Adapun keputusan Hakim yakni Pasal 13 ayat (I) Jo. Pasal 24 ayat (I) 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrianjo. Pasal55 ayat (I) 

ke-1 KUHP serta ketentuan hukum yang bersangkutan: 

I. Menyatakan Terdakwa CINTOKO PUTRO tersebut telab terbukti secara sab 

dan menyakinkan melakukan tindak pidana '"dengan .sengaja secara bersama­

sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 

ayat (1) Undang-Undang Namor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. yaitu: 

Setiap pendirian pernsahaan industri baru, manapun setiap perluasannya 

wajib memperoleh 1zin Usaha lndustri ", sebagaimana didakwakan pada 

dakwaan kesatua; 

2. Menjatuhken pidana Terhadap tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 9 (sembilan) bulan; 

3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan selurubnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

4_ Menetapkan T erdakwa tersebut tetap ditaban di dalam rumah tabanan Negara. 

5. Menetapkan barang bukti berupa : 
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a. l (satu) unit kendaraan bermotor roda empat No. Polisi B-2077 NJ 

merkftype Toyota Kijang VRGD LF 82 L&'N, jenis/model Mikro/Minibus 

tahun pembuatan 2002 isi slinder 2446 waroa silver Nomor rangka MHF 

11 LF 8220048231, Nomor mesin 21-9764116 al!!s nama pemilik Emily 

Betty Tjondro denganalaroat n. AG BRT 7 Bin XI No.29 RT.91l0 Jakarta 

Umra; 

b. I (satu) Jembar Sural Tanda Nomor Kendara~>n 0259150/MJ/2002 atas 

naroa pemilik Emily Betty Tjondro dengan alamat J!. AG BRT 7 XI 

No.29110 Jakarta Utara; 

c. 3 (tiga) unit mesin printing merk Hanky; 

d. 1 (satu) unit mesin bending merk Guano Yino; 

e. 4 (empat) unit mesin injection; 

£ 2 (dua) unit mesin sedot biji plastic; 

g. 19 (sembilan be!as) bal biji plastic dengan perincian : 17 ( tujuh be las) bal 

masih utuh dan 2 (dua) bal sudah terpakai; 

(seluruh barang bukti tersebut pada huruf a s/d g, dirampas untuk Negara) 

sedangkan: 

h. 27.000 (dua puluh tujub ribu) keping VCD lagu bajakan berbagaijudul; 

1. 206.000 (dua ratus enarn ribu) keping dumy (\lCD kosong); 

J. 8 (de Iapan) keping stamper; 

k. ! (satua) lembar surat jalan tanggal 08 Agustus 2006 yang ditanda tangani 

oleh Atie/V ero, dan 

I. 4 ( empat) I em bar delivery order masing·masing nomor : 005136, tanggal 8 

Agustus 2006, nomor: 005137, tangga18 Agustus 2006 nomor: 005138, 

tanggal8 Agustus 2006 dan nomor: 005139, tanggal8 Agustus 2006; 

( selurub barang bukti terse but pada hurf h s/d ~ dirampas untuk 

dimusnahkan); 

6. Membebani Terdakwa tersebu! membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,­

(seribu rupiah). 
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4.1.3 Pertimbangan Hukum Penulis 

Adapun pertirnbangan lmkum menurut penulis terkait Putusan 

Nomor: 1576/PID.B/2006/Pengadilan Negeri Tangerang , sebagaimana diputuskan 

oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang sangatlah tidak setuju bahkan 

menurut penulis putusan tersebut perlu dicurigai adanya kolusi yang sangat jelas 

terlihat dengau putusan pidana penjara yang hanya 9 (sembilan) bulan. Putusan ini 

sangat bertnlak belakaug dengan perbuatan Terdakwa Cintoko Putro yang Ielah 

melanggar 3 (tiga) undang-umlang sekaligus yaitu : 

a. T erdakwa Cintoko Putro selaku pengawas sekaligus penanggung jawab 

terhadap selurah kegiatan operasional yang ada di pabrik penggandaan 

VCDIDVD film bajakan, melakakan dan memerintabkan untuk melakukan 

atau yang twut serta melakakan perbuatan yang dengan sengaja 

melakakan perbuatan yang bertantangan dengan ketentuan sehagaimana 

dirnaksud dalarn Pasal 13 ayat (!) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 

tentang Perindustrian, yaitu setiap pendirian perusahsan industri baru 

maupun setiap perluasannya wajib memperoleh lzin Usaha lndustri. 

b. Terdakwa melanggar Pasar 28 ayat (!) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 T entang Hak Cipta yaitu ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana 

produksi berteknologi tinggi, kbususnya dibidang cakrarn optik (optical 

disc), wajib memenuhi semua peraturan perizioan dan persyarntan 

produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, dan atau Pasal 72 

ayat (!) UUHC yakni: Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun danlatau 

deada paling banyal< Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

c. Terdakwa bertentangan dengan ketentuan sehagaimana dirnaksud dalam 

pasal 33 ayat (1) UU R1 No.8 Tahun 1992 Tentang Perfilman yaitu 

mengedarkan,. mengekspor, mempertunjukan dan atau menayangkan film 

yang tidak disensor berupa 27.000 (dua puluh tujuhribu) VCDIDVD film 

hajakau berhagai judul. 

Analisa penulis mengenai putusan tersebut diatas, menggambarkan adanya 

ketidak pahaman aparat penegak hukum kbusunya Jaksa Penuntut Umum dan 

Majelis Hakim yang seharusnya menggunakan pasal-pasal komulatif dalam 
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perklrra pidana untuk menjatuhkan hulmman kepada seseorang terdakwa yang 

me!akukan tindak pidana bebetapa undang-undang. Hal yang terpenting ialah 

apakah terdak:wa tersebut telah atau belum memenuhl unsur-unsur yang 

didakwakan kepadanya. Sebagaimana dalam perklrra di atas terdapat 3 dakwaan 

yang didakwakan kepada terdakwa Cintoko Putro dengan undang-undang yang 

berbeda, yakni Uudang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, 

Uudang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan Uudang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, sehingga putusan terbadap kasus 

tersebut seharusnya diputus lebih berat. Dakwaan ini sating berkaitan satu dengan 

yang lainnya, dan sating melengkapi jika salah satunya terpenuhl unsumya, maka 

dakwaan yang lain pun harus dibuktikau juga. Namun dalam perklrra ini penulis 

sangat menyesalkan akan putusan yang dibuat oleh Majelis hakim mengingat 

beberapa ba~ yakni: 

a. Bahwa putusan pengadilan dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan, 

terkesan ringan dan melindungi kepentingan terdakwa, sehingga tidak 

memberikau efuk jera kepada terdakwa, atanpun shock therapy kepada 

masyatukat luas yang hendak melakukan perbuatan melanggar hukum di 

bidang hak cipta sebagaimana yang diatur dalarn UUHC. Putusan 

pengadilan itu juga menyarnpaikau sebuah makna yang tersembunyi atau 

implisit yakni apakah yang terjadi dalarn penegakan hukum terbadap hak 

eipta terkhusus dalam tataran penegak hukum, di mana penegak hulmm 

memberikan suatu keputusan yang terkesan tidak adil dan bahkan terlihat 

adanya kolusi dan korupsi serta pennainan uang antara aparat penegak 

hukum dan terdakwa sehingga memberikan keuntungan kepada terdakwa 

dengan hukum yang ringan clengan menggunakan Pasal 13 ayat (1) 

Uudang-Undang Norror 5 Tahun 1984 tentang Perindustrlan, yaitu setiap 

pendirian perusahaan industri barn maupun setiap perluasannya wajib 

memperoleh Izin Usaha Industri. 

b. Bahwa seharusnya hakim pengadilan yang memutuskan perkara lebih 

cermat dalam menjatubkan pidana dalam perkara in~ di mana seharusnya 

hakim dapat mernberikan putusan berdasarkan acuan akan sanksi pidana 

yang lebih berat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
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2002 tentang H3k Cipta dan bukan menggunakan sanksi-sanksi pidana 

dalam Undang-UndJ>ng Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman agar 

terciakwa tidnk mengulanginya lagi akan perbuatannya Jagi sehingga 

penegakan huk:um akan hak cipta dapat terlaksana dengan balk. 

c. Melihat kasus tersebut diatas sebarusnya Jaksa Penuntut Umum dan 

Majelis Hakim menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 tentang H3k Cipta, yaitu Pasal 72 ayat (I} Jo Pasal28 ayat 

(!) Undang-Undang Nomor !9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang 

anearnan hnkuman pidananya selama 7 (tujoh) tahun pidana penjara. 

Sehingga dalam kesimpulan dalam kasus ini, penulis tetap peda pemikiran 

bahwa bakim selakn salab satu peuegak hukum di negara ini tiduk hersikap 

bijaksana 1111tuk memherikan putusan kepada terdakwa, hal tersebut dapat dilibat 

dari tindakau dari majelis bakim yang menghukum terdakwa dengan hukuman 

yang ringan, pedabal telah nyata-nyata terdakwa melakukan pe1buatan melanggar 

hnkum dalam ranah bak cipta. Oleh sebab itu, sejauh para penegak huk:umnya 

(bakim) masih bisa melakukan kompromi dengan kesalahan (schuld) yang dibuat 

oleh terdakwa terutama di bidang bak cipta, maka dengan hal itu juga semangat 

(spirit) yang terkandung dalam UUHC teta:p akan sekedar semangat di alas kertas 

saja tanpe penegakan hukum yang pa>ii, di mana hakim tidak beru.<aha 

menciptakan iklim yang kondusif untuk mengurangi pelauggamn-pelanggaian 

hukum di bidang hak cipta, namun justru sebaliknya melindungi para 

pelanggarnya dengan memherikan putusan yang ringan bagi pa1a pelanggainya. 

Melihat itu juga, maka negara kita ini jangan pernab herbarap banyak 

untuk d2!angnya investor asing ataupun investor dalam negeri untuk menanamkan 

modal yang signifikan di Indonesia dan deugan hal itu maka tugas dan fungsi 

hukum dalam rangka pembangunan ekonomi hanya angan-angan beJaka karena 

kepastian hukum (legal certainty) ba!um berjalao sesuai dengan barapan. 

4.2 Analisa Kasus Tindak Pidana Pembajakan Film dalam Studi Kasus 

Perkara Pidana Terdakwa Limat Tansir alias Aseng Sesuai Putusan 

Nomor: 2631/PID.B/2008/PN.JKT.BAR. 
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4.2.1 Duduk Perkara 

Dalam perkara pidana yang kedua ini, dilangsungkan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat, dengan menghadirkan terdakwa bernama Limat T ansir alias Aseng, 

lahir di Jakarta 18 Maret 1971, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Raya Melati VII 

D2/3-6, RT.04/0l Kec. Kallderes, Jakarta Barat atau Perumahan Taman Mutiara 

Palem Blok D.3 No.26, K<:lurahan Cengkareng Barat, Kecamatalh Kalideres, 

Jakarta Barat. 

Dalam perkam. pidana yang kedua ini,. penulis menga.nalisa teutang 

irnplementasi penegakan hakum hak cipta di bidang film berkenaan dengan 

lemahnya aparat penyidik Polda Metro Jaya terhadap kasus tindak pidana Hak 

Cipta yang terjadi di Pergudangan Miami Jakarta Barat yang dilakuka.n oleh 

terdakwa Lirnat Tansir alias Aseng dengan mndus operandi melakukan 

peoggandaan VCDIDVD fihn-film bajakan baik fil:n Indonesia maupun film-film 

luar negeri bahkan terdakwa menggandakan fiirn-fihn Porno yang sangat merusak 

moralitas bangsa Indonesia. Naroun karena kadekatan dan adanya kolusi antara 

terdakwa dengan penyidik maka putusan yang di jatuhkan Majelis Hakim 

terbadap terdakwa hanyalah 5 (lima) bulan pidana penjara. Untuk lebih jelasnya 

duduk perkara dari kasus pidana ini dapat dilihat sebagaimana berikut: 

a. Saksi Polisi Aiptu lakaria melllpOrkan adanya tindak pidana di bidang 

Perfilffialh K<:susilaan (Pomografi), Hak Cipta dan Perindustriao yang terjedi 

di Pergndangan Miami blok D.2 No. 2 Kel. Tegai Alur Kec. Kalideres 

Jakarta Barat yang dilakukan oleh tersangka Lirnat Tansir alias Aseng yang 

saksi ketahui pada tanggal 18 Juni 2008 dan dilakukan penggeledahan pada 

bari Rabu tanggal 18 Juni 2008 seldtar pukul 08.30 WIB dengan dilengkapi 

Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah 

Penyitaan di Pergudangan Miami blok D.2 No 2 Kel..Tegal Alur Kalideres 

Jakarta Barat berdasarkan basil pemeriksaan di TKP seharusnya ijin industri 

yang dimiliki tersangka Aseng edalah hanya memproduksi CD-R (CDNCD 

Kosong saja), tetapi TKP diketemukan adanya kegiatan memproduksi DVD 

Fihn bajakan (film Indonesia, Barat, Mandarin, Kartun dan Porno), di mana 

pada saat Jtu saksi Hardi dan saksi Antono Alias Ahwan sedang 
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mempersiapkan basil produksi DVD film tersebut yang akan dijual atau 

diedarkan di Jakarta. 

b. Suksi Hardi dan Saksi Antono Alias Ahwan menerangkan bekerja di 

Pergudangan Miami blok D.2 No.2 Ke. Tegal Alur Kee. Kalideres Jakarta 

Barat karena memang disuruh oleh pemilik barang berupa DVD Film Kartun 

dan DVD Film Porno adapun pemilik DVD Film tersebut adalab tersangka 

Llmat Tansir alias Aseng, dan pada hari Rabu tanggal 18 Juni sekitar jam 

08.30 WIB te!ah digeledab oleh Polisi berpakaian preman dari Dit 

Reskrlmsus Polda Metro Jaya, di mana pada saat iru te!ah disita DVD Film 

dan DVD Film Porno berhagai judul yaug semua itu ada!ah milik tersangka 

Liruat Tansir aliss Aseug. 

c. Saksi Ahli Perfilman Hardi Pramono (saksi abli Perftleman) bekerja di 

Lembaga Sen.sor Film JL MT. Haryano Kav. 47-48 Jakarta Selatan 

menerangkan hanmg bukti yaug disita bernpe DVD Film Barat/Mandarin 

berhagai judul, DVD film kartun dan DVD film Porno Barat atau Mandarin 

berbagai judul telalt diperlibatkan oleh penyidik ada!ah DVD Film yaug tidak 

disensor (!legal) karena tidak terdapat keterangan mengenai nomor dan 

tanggal lulus sensor, dan melanggar pasal 40 huruf C Undang-Undang 

Nomor 8 talnm 1992 tentang Perftlman. 

d. Terdakwa Liroat Tansir alias Aseog yang beralarnat di Perurnaban Taman 

Mutiara Palm blok D. 3 No. 26 KeL Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta 

Barat, pada saat dilakukan Penggeladaban di Pergudangan Miami blok D.2 

No 2 Ke. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat pada hari Rabu tauggall8 

Juni 2008 sekira jam 08.30 Wib oleh Petugas Kapolisian Dit Reskrlmsus 

Polda Metro Jaya, terdakwa berada di TKP Pergudangan Miami blok D.2 No. 

2 Kel. Tegal Alur Kec. KaHderes Jakarta Barat dan baraug bukti yaug disita 

DVD Film Barat/Mandarin berbagai judul, DVD Film Kartun dan DVD Film 

Porno Barat/Mandarin yang merupakan DVD bajakan atau tidak original 

ada!ah milik tersangka Lirnat Tansir Alias Aseng. 

e. Pasal 33 ayat (I) Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1992 tentang Perfilman., 

menyebutkan babwa: 
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Untuk mewujudkan arah dan tujuan penye/enggaraan perfilman 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, setiap film dan 

reklame film yang a/ran disediakan, diek1;par dipertunjulckan danlatau 

ditayangkan wajib sensor 

f. Kemudian terkait pasal di aJas, maka ancaman pidana yang diberikan kepada 

terdakwa jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakiakan melanggar pasal 

di atasyakni Pasal40 hurufC Jo Pasal33 ayat (!) Uodang-Undang Nomor 8 

tahun 1992 tentang Perfilman, menyebutkan bahwa 

Barcn.g siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 

memperJunjukkah danlatau menayangkan film yang tidak dt sensor 

sebagaimana yang dimak1;ud dalam Pasal 33 ayat (1). Dipidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun danlatau denda paling banyak Rp. 

50.000.000,- (Lima puluh jut a rupiah) 

Unsur-unsur pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 

tentang Perfilman, adalah sebagai borikut : 

a. Barang Siapa : 

Dalam hal ini adalab Tersangka Limat Tansir alias Aseng yang 

berlarnat di Perumahan Taman Mutiara Palm blok D.3 No. 26 Kel. 

Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta Barat. 

b. Dengan Sengaja : 

Terdakwa Limat Tansir alias Aseng telah mengetabui bahwa DVD 

film barbagai judul yang diedarkannya adalab basil bajakan atau tidak 

original tetapi tersangka tetap mengedarkan dan memperdagangkan atau 

menjual DVD film bajakan tersebut. 

c. Mengedarkan ftlm yang tidak disensor : 

Terdakwa Limat Tansir alias Aseng telah meugedarkan, menjualn 

atau memeperdagangkan DVD film bajakan khususnya film porno berbagai 

judul yang tidak disensor dilakukau dengan cara memproduksi dan menjual 

atau memperdagangkan kepada umum atau kon..<rumen di wllayah Jakarta 
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Unsur-unsur pasal 28 ayat (3) KUHP tentang Kejabatan terbadap 

Kesusilaan (Pornografi), adalah sebagai berikut : 

Kalau yang bersalah me/akukun kujahatan terscbut dalam ayat pertama 

sebagai pcncarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara 

paling lama daa tahun de/apan bulan atau pidana dendq paling banyak 

tujuh puluh lima ribu rupiah 

a. Yang bersalah : 

Dalrun ha~ ini adalah te!dakwa Limat T ausir alias Aseng yang 

berlamat di Perumahan Taman Mutiara Palm blok 0.3 No. 26 Kel. 

Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta Barat. 

b. Kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau 

kebiaswm: 

Barang siapa menyiarkan. mempertunjuldcan gambaran atau 

benda yang Ielah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau 

barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan at au 

barang siapa dengan maksud untuk disiaarkan atau 

dipertunjukkan dimuka atau barang siapa secara terang-terangan 

menawarkan jika ada alasan kuat baginya untuk menduga hahwa 

gambar atau benda itu melanggar kesusilaan dan kalau yang 

bersalah melakukan kejahatan tersebut sebagai pencarian atau 

kebiasaan. 

Barang siapa disini adalah Limat Tansir alias Aseng, yang telah 

me~produksi dan mengedarkan DVD fiim berbagai judul dan fiim porno 

yang telah diketahui isinya adalah melanggar kesusilaan, dan terdakwa 

Limat Tansir alias Aseng secara terang-terangan menawarkan dan 

menjual DVD fiim Porno tersebut ke konsumen yang ada di kola Jakarta. 

Perbuatan terdakwa .ini telab dijadikan mata pencarjan atau pekerjaan 

karena tersangka Limat Tansir alias Aseng dalarn menjual DVD Film 

Porno dan DVD film berbagai judu! yang diduga bajakan tersebut adalah 

untuk mendapatkan keuntungan. 
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4.2.2 Putusan Hokum Menurut Hakim 

Menimbang, bahwa sebehun terdakwa dijatuhi pidana, maka pedu 

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; 

Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi 

m:uda Indonesia; 

Hal-hal yang meringankan: 

a. T erdakwa so pan dalam persidangan sert.a mengakui terus terang 

_perbuntannya sehingga me-mperlancar jalannya persidangan; 

b. Terdakwa belum pernab dihukum. 

Adapun keputusan Majelis Hakim yakui Pasal 282 ayat (3) KUHP, serta 

peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini : 

a. Menyatakan terdakwa Lima! Tansir alias Aseng telah terbukti secara sah 

dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan mernpertunjukan 

atau menempelkan dimuka umum tulisan, gatuharan atau benda yang Ielah 

diketahui isinya yang me1anggar kesusilaa.n sebagai pencaharian; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Limat T ansir alias Aseng dengan 

pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 

c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatubkan; 

d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

e. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) dus berisi 4000 keping DVD 

film barat dan mandarin, 2 (dua) dus berisi 2000 keping DVD film porno 

barat dan mandarin dan 1 (satu) dus berisi 1000 keping DVD film kartun 

dirampas untuk dirnusnahkan; 

f. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua 

ribu rupiah) 

4.23 Analisa Pertimbangan Hukum Penulis 

Berdasarkan pembahasan terhadap fukta-fukta dan bekti-bukti yang ada, 

maka penulis rnerlngkas putusanperkara terdakwa Limat Tansir alias Aseng yang 
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Ielah melakukan pelanggaran di bidang Perfdman dan Kesusilaan Pomografi yang 

dilakukan pada tanggal 18 Juni 2008. Pergudangan Miami blok. D.2 No. 2 KeL 

Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, yang telah melakukan perbuatan 

mengedsrkan DVD film Barat dan Mandarin berbagai judul., DVD film kartun 

serta DVD film porno Barat dan Mandarin berbagai judul yang tidak disensor 

dengan cara menjual dan mengedatkan atau memperdagangkan kepada umum 

atau konsumen di Jakarta. 

Atas perbuatan yang Ielah dilakukan oleh tersangka Limat Tansir alias 

Aseng, dapat disangkakan Ielah melakukan tindak pidana di bidang Perfdman dan 

Kejahatan terbadap Kesopanan (Pomografi) sebagahnana dimaksud Pasal 40 

huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahoo 1992 tentang Perfilman dan Pasal 282 

ayat (3) KUID' tentang Kejahatan terhadap kesopanan (Pomografi). 

Menurut penulis seperti dalam kasus sebelumnya, pendangan terbedap 

putusan Majelis Hak1m masih jauh dari sasaran daJam rangka mewujudkan 

penegakan hukum di bidang bak cipta, karena pengadilau belum bisa memberikan 

putusan yang rnaksimal terhadap terdakwa seperti kasus sehelumnya. Hal tersebut 

dapat dilihat dari pasal yang digunakan Hakim sehagai dasar putusan dalam 

rangka menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sangat disayangken apabila 

Hakim masih manggunakan pasal-pasal yang konvensional dalarn mencegah 

kriminalitas biasa yaitu hanya menggunakan pasal-pasal dalam KUHP saja, 

padahal terkait dengan bak cipta ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Namun seperti yang telah diulas dalam bab sebelumnya mengenai 

penggelapan barang bukr~ di mana kebiasaan penyidik Sat Indag yang sering 

menerapkan pa.'!al282 K.UHP tentang kejahatan terbadap kesopanan (Pomografi) 

dan Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, 

sehingga berang bukti VCD atau DVD film porno saja yang diajuka~ sebagal 

banmg bukri dan mungkin lebih memfok:uskan kepada bidang perfihnan mengenai 

telah disensor alan belum disensor produk film dari sebuah perusabaan kepada 

lembaga sensor, sementara barang bukti dan fakta-fak:ta yang lain tidak menjadi 

fokus yang utama atau bahkan sengaja dihilangkan oleh penyidik, apalagi jika 

berang bukri dan fakra terse but berkaitan dengan pelanggaran terhadap UUH C 
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terutama mengenai perobajakan. Hal tersebut terjadi karena penyidik akan 

mengalami kesulitan apabila menerapkan UUHC terhadap tersangka yang 

melalrukan penggandaan dan perdagangan VCDIDVD fihn bajakan terutama 

terbadap pemeriksaan saksi ahli dari Ditjen HKl yang membutubkan waktu yang 

lama serla biaya pemeriksaansaksi ahli yang mencapai Rp.I.OOO.OOO,· ( satujuta 

rupiah) setiap kali melalrukan pemeriksaan. sehingga untuk mengantisipasi 

kesulitan tersebut maka penyidik akan menerapkan peraturan perundang­

undangan yang lain agar mengbemat biaya dan waktu penyidikan. 

Begitupun pada waktu dilaksanakannya Operasi Kepolisian dengan sandi 

"Bajak Jaya" yang meffifukuskan operasi perdndakan VCDIDVD bajakan yang 

dilakukan oleh penyidik Sat lodag, basil perdndakan atau penyitaan VCDIDVD 

film b>Jakan dari berbagai jenis seperti film Indonesia, fihn asing dan fihn porno 

maka untuk memudahkan proses penyidikannya, biasanya penyidik Sat lndag 

akan mengenakan PaaaJ 282 KUHP danfatau Pasal 40 huruf c Uodang-Uodang 

Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfthnan, sehingga barang bukti VCDIDVD film 

porno saja yang diajukan sebagai harang bukt~ sementara barang bukti yang lain 

tidak dilarnpirkan atau ditetapkan sebagai b!U'llllg sitaan, termasuk bukti terkait 

pelanggaran bak cipta, karena apabila penyidik menerapkan UUHC dengan 

barang bukti VCD atau DVD film bajakan tersebut maka penyidik akan 

mengalarni hambatan dalarn menghadirkan pemegang hak cipta atas fl!m-fllm 

tersebut dan dikbawatirkan proses penyidikan ukan lambat bahkan tidak dapat 

diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Sehingga dari tindakan penyidik ini juga dapat mempengaruhi akan 

putusan bakhn, eli mana bakirn juga tidak bisa berbuat banyak dalam pencegahan 

pembajakan, karena memang sering kali bukti-bukti dan fukta. fakta yang 

sebarusnya dibadirkan atau disarnpaikan dipersidangan telab dihllangkan oleh 

penyidik: untuk mempermudah tugasnya, Di samping itu juga dalam kasus pidana 

ini sebenamya bukan penggunaan perundang-undangan yang mernlliki sanksi 

yang ringan saja yang dilakukan penyidik, namun pada kenyataan di lapangan 

yang sebenarnya bahwa terdakwajuga mempunyai beberapa mesin cetaklproduksi 

yang berfungsi sebegai alat penggadaan VCDIDVD bajakan yang ditaksir 

berharga miliaran rupiah, namun pada kenyataannya di persidangan tidak terlihat 
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adanya mesin produksi tersebut sebagai barang bukti. Seh.ingga dapat 

dilndikasikan telah terjadi mardpulllsi barang bukti yang telah dilakukan penyidik 

lndag Polda Metro Jaya, karena mungkln telah ada kolusi sebelurnnya antara 

penyidik dan terdakwa, seblngga barang bukti yang sebarusnya dirampas oleh 

negara menjadi tidak ada karena tindakan penyidik tersebut. 

Sebarunya menurut pandangan penulis jika saja penyidik dapat berbuat 

secara maksimal dala:ru rangka melengk:ipi semua barang bukti dan saksi-saksi 

maka pastinya terdakwa bills diganjar dengan hukuman pidana sesuai dengan 

Pasal 72 ayat (I) Undang-Undang Nomor '!9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, di 

mana disebutkan bahwa: 

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimakswi dalam Pasal 2 ayat (1} atau Pasal 49 ayat (1} ckm 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sing/cat 1 

(satu} bulan danlatau deruia paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 

paling ban yak Rp 5.000. 000. 000,00 (lima miliar rupiah). 

Unsur-un.sur Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahua 2002 

tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut : 

a. Barang siapa : 

Dalam bal ini adalah Tersangka Lirnat Tansir alias Aseng yang 

berlamat di Perumaban Taman Mutiara Palm blok D.3 No. 26 Kel. 

Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta Barat. Sehlngga dalam unsur 

barang siapa ini telah terpenuhl secara sah dan benar. 

b. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dirnaksud Pasal 2 ayat (!), yakni "llak Cipla merupakan hak 

eksldusif bagi Pencipta a/au Pernegang Hak Cipta untuk 

mengurnumkan atau memperbcmyak Ciptaannya, yang timbul seca;·a 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasr.m menurut peraturan perundangundangan yang berlaku" 
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Melihat unsur ini maka dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yakni 

Lirnat Tansir alias Aseng telah denga:n terang-terangan menawarkan atau 

menjual DVD film berb.agai judul dan film porno serta ini telab dijadikan 

mata pencarian atau pekerjaan karena terdakwa Limat Tansir alias Aseng 

dalam menjual film-film bajaka:n berbnga~ hal ini dilakukan terdakwa guua 

mendapatkan keunlungan, dan hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan 

terlebih dabulu dari penciptanya yang memiliki hak eksklusif. Adapun hak 

eksklusif adalab hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya 

sebingga tidak ad& pihak lain yang boleh memanfaaikan hak tersebut tanpa · 

izin pemegangnya. 

c. Mengumumkan dan Mernperbayak 

Pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan 

menerjemahka.n. mengadap""t.aSi. mengaransemen, mengalihwujudkan, 

menjual, menyewakan, meminjamkan. mengimpor, memamerlcan, 

mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekarn, dan 

mengolllllilikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.Sehingga 

melihat penjelasan di atas) maka unsur ini pun terpenuhl secara sah dan 

banar. 

Kemudian terkait dengan itu juga, maka barang bukti yang terkait dengan 

kasus pidana ini yakni barang bukti berupa 4 (empat) dus berisi 4000 keping DVD 

ftlm barat dan mandarin, 2 (dua} dus berisi 2000 keping DVD film porno berat 

dan mandarin dan I (satu) dus berisi 1000 keping DVD film kartun dirarnpas 

unluk dimusnabkan, dan mengenai mesin dapat dirampas oleb negara, hal tersebut 

sesuai dengan Pasa! 73 ayat (l) UUHC. di mana menyebutkan babwa: 

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta 

atau Hak Terkait serta a/at-alar yang dfgunakan unwk melakukan 

tindak pidana tersebut dirampas o/eh Negara untuk dimusnahkcm. 

Oleh karena itu, jika pemikiran penulis dapat terjadi atau direalisasikan 

oleh segenap aparat penegak hukum dengan benar dan simultan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan menghilangkan budaya korupsi, kolusi dan 
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nepotisme, maka penulis optirnis hahwa pembajakan di Indonesia dapat 

dirninirnafisir bahkan dapat dihapuskan dari Negara Republik Indonesia. 

4.3 Konsepsi Penyelcsaian Masalah Dalam Rangka Peningkatan 

Penegakan Hukam Di Bidang Hak Cipta Film 

Indonesia sering dikecam kalangan internasional tertentu sebagai negam 

yang seolah-olah membiarkan saja pelanggaran terbadap bak cipta (copyright) dan 

kekayaan intelektual (intellectual property), pembajakan terhadap karya-karya 

intelektual terutama pelanggaran bak cipta mernang masih merajalela di negeri ini. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta diharapkan pembajakan dapat dibarantas.237 Pembajakan VCDIJ)VD 

dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum 

ditayangkan di Indonesia atau pefP..darannya tidak mempunyai lisensi dari 

pemegang bak ciptanya, namun pelaku pembajakan dengan sadar dan tanpa malu­

malu lagi mengedarkannya di masyarakat kbususnya di Jakarte. Dalam bal ini 

diragukan juga keseriusan pihak aparat penegak ltukum dalam menangani 

pembajakan hak cipta, 238 karena mulai dari proses penyidikan hingga proses 

persidangan para pembajak dapa! melakukan kolusi dengan menggunakun 

sejumlah uang bingga para pembajak dapat diuntungkan seperti kedua contolt 

kasus diatas. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa masalab bak cipta di bidang perfilman 

memiliki kaitan yang erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Sebenamya sudah 

dicoba untuk meminimalkan rnasalah ekonomi tersebut dengan cara menjual 

VCD/DVD dengan barga yang terjangkau. Undang-Undang Nomor 19 Talmn 

2002 tentang Hak Cipta tidak akun bisa diterapkan benar-benar selama law 

enforcement tidak bisa dijalenkan. Dalam bal ini sudab jelas sekali pihak penegak 

hukum tidak serius menangani permasalahan Hak: Kekayaan Intelektual sehingga 

m Wihad1 Wiyanto, Penerapan l!ndang-Undang Nomur 19 Tahun 2002 Teniang Hpk 
Cipra Dafam Raugka Memenmgi Pembajakan, Disampaikan dalam Lokakarya Hak Kekaya.an 
lntelektual Dan Perkembangannya, Jakarta 10-ll Pebtuari 2004, (Jakarla: Pusat Kajlan Hukum, 
2005), baL301. 

m ibid, Wihadi Wiyanto, haL309. 
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hams ada upaya - upaya yang benar-benar serius untuk mengatasinya, antara 

lain: 

a. Perangkal Hukwn 

Aspek hulrum rnerupakan salah satu bidang yang perubahannya 

belum memuaskan, selama era reformasi saat ini. Perangkat hukum yang . 
masih diskrirninatif dan angin-anginan merupakan keluban masyarakat yang 

sering dilolllarkan. Bagi Kepoli.sian, Kejakaaan dan Pengadilan sebenarnya 

tidak sulit menuntaskan pelanggaran HKJ tersebnt. Sebab perangkat hukum 
' 

untuk hal itu sudah terpenuhi Beberapa undang-nndang Ielah mengatur 

sanksi hukwn bagi pelanggarnya. Misal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang 

Perfilman serta Kilab Undang-Undang Hukwn Pidana (KUH Pidana). Pada 

pasa1 71 UU UUHC dan pesal 39 UU Perfilman dijelaakan bahwa 

Kepofisian herwenang melakukan penyidikan atas kasus pelanggaran hukum 

yang terjadL Sebagairnana pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor & 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Ketentuan hukwn itu menyhntkan tidak ada alasan bagi polisi 

nntuk berpangku tangan melihat maraknya pemhnjakan. Pasal di dua 

undang-undang tersebut secara tegas menyatakan institusi hukum itu harus 

tanggap menangkap situasi ka'llls bajakan yang muncul di tangah-tengah 

masyarakat, sebelum ada laporan pidana dari pemilik hak cipta. ldealnya 

poli.si barns bertindak awal, mengingat kasus tersehut memang bukan de1ik 

aduan. Namun faktanya, Kepotisian solah-oiah rnembiarkan kasus itu 

berkembang biak dan akhirnya berdampak kepada kebiasaan masyarakat 

ootuk membeli produk bajakan. Selain tindakan penyidikan, dalarn kasus 

tersebut seharusnya Kepolisian juga bisa mensosialisasikan kepada 

masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. 

Terotarna terhadap sanksi pidarumya, mengingat hukuman bagi 

pembajak, pengedar dan konsumennya tidak ringan. Selain dapat dipenjara 
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juga bisa dihukum denda mater ill. Dalam pasal 72 ayat (2) UU Hale Cipta 

disebutkan barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedark:.m atau me~ual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil 

pelanggaran hak cipta dapat dipidana selama 5 (lima) tahun danlatau de11da 

sebesar Rp500 juta. Sedangkan hukuman bagi para pelakunya adalah tujuh 

tahun penjara ditarnbah denda RP· 5 miliar. Namun kenyataannya ancaman 

itu temyata tidak membuat mereka takut. Karena hampir semua pelaku -

pelaku pembajalean hanya divonis atau diputus sangat ringan oleh hakim 

pengadilan dan sangat jarang para· penuntut umum ( Jaksa ) mengajukan 

banding ke tingkat pengadilan lebih tinggi dan iehingga dengan seenukuya 

saja para Jaksa penuntut umum menuntut sangat rendah hukumannya 

kepada para pembajale hak cipta dan hal ini juga di aminkan atau disetujui 

oleh para hakim yang memutus para pembajale hale cipta dengan putusan 

yang sangat rendah, inilah yang membuat berani menantang ketentuan 

hukum itu lewal cam terns nreningkatkan produk hajakan. 

Dalam memerangi secara serius para pembajak hak cipta ini yang 

telah hanyak merugikan pemegang hak cipta dan juga pendapatan negara 

melalui pajak yang mencapai Rp5 triluoltahun (bila dihitung secara 

matematik; yakni perolehan PPN sehesar 20% dari harga jual produk 

resmi anfara Rp. 12.500 - Rp. 59.000/judu/ dapat diperoleh angka 

kerogian itu jika lrnantitas bajakan sekitar satu }uta copy per-hart) maka 

dibutubkan perangkat hukum yang lebih tegas lagi, yaitu dengan 

menggunakan undang - undang pencucian uang dan undang - undang 

terorisme sehingga dengan menambahkan kedua undang - undang inl, 

maka ancaman hukumannyapun menjadi lebih tegas sehingga para 

pembajak aksn berpikir 1000 kali untuk melakukan tindak pidana di bidang 

hak cipta. 

b. Penegakan Hukum (Law Enforcement) 
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Di mata internasional Indonesia teiah mendapat predikat 

sebagai bangsa pembajak karya cipta milik orang lain dan bangsa lain. 

Artinya, Indonesia roerupakan salah satu negara yang paling parab dalam 

penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual. Tidak 

hanya itu. hila dibandingkan dengan Malaysia saja7 Indonesia 

merupukan negara yang relatifkecil pembuatan film-film dalam lingkup 

hak cipta. Padahal, dari sisi jumlah penduduk Indonesia memilikl pendtiduk 

hampir tujuh kali ban yak dari jumlah penduduk Malaysia. 

Perroasalahsn law enforcement merupakan topik yang tidak 

henti~hentinya dibicarakan di setiap ne~ terutama di negara~negara 

dun.ia ketiga atau developing countries. Penegakan hukum secara tepat dan 

konsekuen merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan negara 

demokratis dan mencapai pertumbuban ekonorni yang optimal. Apa!agi 

potret in.tellectual property rights di negara-cegara berkembang masih 

sangat sulit berkembang. Demikian juga dengan praktek penegaka!l 

hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual. Kasus-kasus pelanggaran 

hak kekayaan intelektual di Indonesia, seperti pembajakan berbagai karya­

kazya sinematografi semakin tinggi baik secarn kuantitas maupun 

kualitasnya. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang 

sampai dinaikkan ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran hak 

kekayaan intelektual itu dapat ditemui dengan mudah di harnpir setiap sudut 

kota di Jakarta. Bila kita melihat praktek-praktek yang dilakukakan 

masyarakat, mak.a dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam 

bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia sangat lemah sekalL 

Dibutuhkan penanganan yang serius dalam meroerangi kejahatan di bidang 

hak cipta. 

Senada dengan Indonesla di Thai!anpun sedang roengalarni 

degradasi penegakan hukum di bidang hak cipta, disampaikan oleh Jenderal 

Visut Vanichbut (Commander Economic and Technological Crime 

Suppression Division Royal Thai Police, Bangkok) pada acara Conference 

To Develop An Intelectual Property Crimes Enforcement Network (IPCEN), 

dj Bangkok da1am topik Effective SJrategies to lnvesJigate and Prosecute 
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Retail Piracy, menjelaskan bahwa Kepolisian Thailand mengalaml kesulitan 

dalam hal penanganan kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual. 

Kejahatan ini melibatkan sindikat kriminal dengan kemampuan yang besar 

sebingga mereka mampu menyuap atau membeli aparat penegak hukum. 

Meskipun Thailand sudah menunjukkan keseriusan dalam menangani .kasus­

.kasus kekayaan iotelektual namun aparat yang komp dan kmangnya 

kesadaran pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran 

kekayaan intelekrual terns membuat kepolislan Thailand bekerja keras untuk 

menangani kasus-kasus ini. 

Uotuk itu dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh 

Kepoilalan Polda Metro Jaya dalarn memerangi para pembajak hak cipta 

adalah dengan 3 ( tiga) cara, yaitu : 

I) Penegakan Hukum Yang Tegas 

Pola Penegakan hukum yang tegas dapat dilaksa!Jakan 

secara konsisten dan berkesinambungan berkat adanya satu visi 

dan satu misi baik dari pimplrum hingga anggota polri yang ada di 

lapangan. Visi dan Misi itu adalah tanpa pandang bulu 

memberantas para pembajak hak cipta yang ada di Jakarta, dan 

program perang rnelawan pembajakan adalah merupakan salah satu 

program Kapolri Jendral Sutanto. Bagaimana caranya ? caranya 

yaitu dengan menindak para pernbajak hak cipta mulai dari 

produsen (pembuat) baik pabrikan maupun mmaban (home 

industry) hingga kepada para penjual CD, VCD dan DVD basil 

bajakan. Para pelaku tersebut, seluruhnya dilakukan penahanan 

dan tidak ada satuplHl orang atau pelaku yang diber!kan 

penangguban penahanan. Selaiu itu dengan menerapkan bebarapa 

undang-undang yang ancaman bukamannya maksimal 10 

(sepuluh) tahun dan hukmnan minimal5 (lima) tahuu 

2) Penegakan hukum berbasis Community Policing 
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Perubahan modus operandi yang dilakukan oleh para 

pembajak hak cipta, yaitu dengan sistem penj\IJllan terputus dan 

berkembangnya atau meningkatnya produk bajukan basil 

penggandaan Duplikator, membuat pnla penegakan hukum oleh 

Polda Metro Jaya, berubab. Pola yang digunakan oleh anggota 

Polri Polda Metro Jaya adalah dengan memperdayukan seeara 

maksima! masyarakat perkotaan atau sering kita kenal dengan 

istilah Community Policing. Metode ini sangat balk digunakan 

dalam memerangi pembajakan hak cipta dengan modus operandi 

pemhajakan menggunakan alat duplikator yang digunakan oleh 

para pelaku di perumahan - perumahan dan selaJu berpindah­

pindah. Dalam metode Community Policing , anggota Polri di 

lapangan meusosialisasikan pemahaman pembajakan hak cipta 

kepada masyarukat perkotaan dan membuat jaringan komunikasi 

yang baik dengan masyarukat dengan harapan apabila di daerah 

atau tempat tinggal masya.rak:at tersebut ada penggandaan hak cipta 

basil duplikator maka dengan cepat masyarukat tersebut 

melapnrkannya kepada polisi yang ada dilapangan. 

3) Harmonisasi Para Aparat Penegak Hukum 

Kejahatan di bidang Hak Kekayaan lnrelektual kbusunya 

pembajakan film yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta, 

melibatkan organisasi ilegal yang memiliki uang yang banyak yang 

dengan uangnya tersebut para pembajak dapat melakukan 

komunikasi ilegal (kolusi) antara pembajak dengan aparat penegak 

lmkum. Uang basil pembajakan terselmt digunakan oleh para 

pembajak untuk melakukan koordinasi atau pembcrian upeti 

kepada aparat penegak hukum secara berkala maupun acara-acara 

khusus ( seperti acara serah terirna jabatan atau pada hari-hari besar 

keagamaan) selalu dapat memberikan bantuan dana demi lancarnya 

kegiatan pembajakan tersebut. Bahkan yang lebih ironisnya lagi 

para pembajak tcrsebut dapat rnengatur siapa yang akan menjadi 
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pejabat di salah satu instansi penegak hukum, semua itu karena 

masih tingginya korupsi di Indonesia. Kerjasama dan saling 

mendukung pemberantasan pembajakan di Indonesia diperlukan 

oleh apemt penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan 

Pengadilan agar memutus mala rantai lu>jabatan yang dilakukan 

oleh para pemhajak fiim di Indonesia. 

c. Kerjasama Internasional 

Kejahatan kekayaan intelektual marak dikarenakan keuntungan 

yang didapat banyak dan dalam waktu singkat, taknologi yang semakin 

canggih, kemudaban untuk mendistribusikan produk- produk basil bajakan 

bak cipta, kurang efektifuya ponegakan hukum Sementara kejabatun 

kekayaan intelektuol berbasis internet marak dikarenakan sifat internet itu 

sendiri yang memudahkan para kriminal untuk melakukan upload, 

download, dan distribusi produk-produk ilegal yang tidak terhltung 

jumlolmya demi mendapatkau keuntungan miliar dolar. Internet juga 

memudahkan mereka untuk berkomunikasi, rnelakukan perencanaan, 

membentuk sindikat transnasional yang modern. Tidak akan berhasil jika 

upaya menangani masalah kejabatan kekayaan intelektual ini dilakukan 

sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan institusi atau negara lain. 

Kerjasarna dengan pihak industr~ penegakan hukum dengan strategi yang 

efekti( undang-undang atau sistem hukum yang menduk--ung kerjasama 

internasional dan edufrnsi terhadap masyarakat adalah pendekatan secara 

holistic yang barus diterapkan untuk menangani permasalahan ini. 

Perlindungau kekayaan intelektual membutuhkan kerjasarna global 

dan dengan memberikan edukasi kepada public guna meningkatkan 

kesadaran masyarakat intemasional tentang kejabatan kekayaan intclektual. 

Melihat dari pengalaman terjadi di Cina da!am melawan pembajakan bak 

cipta. Pemerintah Cina mengadakan kampanye anti pembajak.an selama 100 

hari dari tanggal 15 Juli- 25 Oktober 2006 yang eukup sukaes. Data statistik 

menunjul<kan bahwa selama kampanye 100 hari anti pembajakan terse but, 

aparat penegak hukum melakukan inspeksi sebanyak l 05,000 kali, menyita 
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28.316.000 produk audio-video-software bajakan, melakukan investigasi 

terhadap 2.300 kllsus, menahan 3.095 tersangka dan menyita 6 mesin 

produksi CD ilegaL Kerjasama interru:sional yang cukup berhasil adalah 

"Operation Summer Solstice" di bulan Juli lahun 2006. Kerjasama antara 

Amerika Serikat dengan Cina ini berbasil membongkar 2 sindikat k<tiahatan 

terorganisir yang meroproduk:si dan menjual produk software palsu ke 

seluruh dunia. Secara keseluruhan nilai barang disita mencapai 60 jntl!. RMB 

(sekitar 8 juta USD). 

KDnsep lPCEN adalah mengembangkau jeringan dimana ·para 

penegak hukmn bidang HKI bekerja sama, dengan berbagi tantangan dan 

strategi karena setiap negara merniliki keunikan masing-masing. Konferensi 

ini depet digunakan sebagai arena untak mengeuali hamhatan-hambetan 

yang dihadapi delam penegakan hukmn bideng HKl dan juga untuk berbngi 

strategi dan informasi (contoh: target operasi yang sama). Jaringan inijuga 

uksn berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan : Bngahnanakah cara 

untuk bekerjasama dengan lebih baik? Bngairnanakah dapat bekcrja lebih 

keras I cepat untuk mengimbangi para krirninal ? Bagaimanakah cara untuk 

mencari I mempertahankan bukti yang ditinggalkan oleh para krirninal di 

internet? 

Menurut Sigal P. Mandell<er- Deputy Assistant Attorney Genera~ 

US DOJ Washington, Prinsip-prinsip yang diajukan untuk IPCEN ini 

adelah: 

l) Negara-negara terkait hams bekerjasama untuk memastikan 

bahwa tidak ada tempat yang arnan bngi mereka yang 

terlibat dalam. kejahatan kekayaan intelektual serius atau 

yang terorganisir; 

2) Kerjasarna internasional dalam hal penegakan bukum 

bidang kekayaan illtelektual membutuhkan tindakan yang 

cepat dan terkordinasi~ 

3) Kerjasarna diantara negara terkait dalam hal penyelidikan 

dan penuntutan kejahatan kekayaan intelektual harus dibina 
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tanpa melihat lokasi korban maupun asal benda palsu atau 

melanggar bek kekayaao intelektual; 

4) Negara-negara terkait harus memastikan terdapat 

mekanisme yang tepat agar kerjasam.a internasional yang 

efektif dalaru kesus-kasus kejahateu kekayaan intelektual 

dapat terjadi; 

5) Bantuan timbal balik (mutual assistance) harus memastikan 

bahwa pengumpulan dan pertnkaran bukti dalam kasus 

yang melibatkan kejahatan kekayaan intelektual terjadi 

dalam waktu yang sesual. 

Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk kerjasama ini 

adalah membuka jalur untuk komuniknal secara reguler, berbagi 

pengalaman dianiara sesarua peneguk hokem dan berbagi imelijen 

atau infurmasi untuk meningkatkan kerjasama antara sesama 

panegak hukurn dalarn perlawanan terbadap sindikat kejabatau 

kekayaan intelektual terorganisir. 
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5.1 Kesimpulou 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun beroasarkan pcmaparan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, 

kiranya p~nulis hendak menyimpulkan akan jawaban dari rumusan permasalahan 

dalam tesis ini, yakni: 

L Penulis simpulkan dalam permasalaban pertama mengenai perkembangan 

perlindungan HKI di.lndnnesia khususnya permasaial!l!ll-permasalaban dalam 

penegakan hukum di bidang hak cipta dalam bidang film ialah di dalam 

perkemhangannya terbadap perlindungan hak cipta dalam bidang film telah 

dilakukau sejak dahulu kala, bal tersebut dapat dibulctikan dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, 

kemudian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang 

Hak Cipta, dan pada periode terakhir ini diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang flak Cipta, di mana masing-masing UUHC 

tersebut mempunyai karakteristik yang terus disesuaikan dengan 

perkembangan zamannya Keempat nndang-unda.ng tersebut dibuat sebagai 

wujnd konsekuensi dari arus globalisasi yang terns burkembang dan sebagai 

salah satu negara yang tergabung di dalam organisasiworganisasi yang 

berhubungan dengan HKI. Namun pada kenyataan praktek di lapangan, bahwa 

masih saja pelanggaran-pelanggaran terbadap hak cipta teljadi, seperti 

pembajakan karya fihn yang semakin marak, peredaran ilegal yang tidal< bisa 

terbendu~ dan pelanggaran hak cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi 

1ainnya. 

2. Dalam permasalahan kedua penulis simpulkan bahwasanya fuktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya pembajakan hak cipta di bidang flim, yakni: 

a. Faktor Undang-Undang, di mana UUHC ditinjau dari dasar-dasar 

bedakunya,. seperti dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar filosofis 

belum secara keseluruhan memadai untuk diberlakukan di Indonesia 

mengingat ciri bangsa Indonesia yang bersifat komunal atau kebersamaan. 
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Kemudian dilihat dari segi substansinya juga masih perlu dilakukan 

tinjauan lebih lanjut atau revisi terkati dengan ancaman hukuman yang 

terkasan masib ringan dan tidak berlaku bagi pengusaha yang 

menyediakan tempat penjuaJan produk bajakan, pemenuban unsur pidana 

yang mengbaruskan pembuk!ian dengan pemeriksaan salq;i abli dari Ditjen 

HKI yang memerlukan biaya, tidak ada sanksi bagi prua pembali atau 

konsumen yang membeli film-film "bajakan, dan menyangkut pidana balk 

pidana penjara denlatau denda yang masih dirasakan terlalu ringan; 

b. Faktor peuegak hukum, di mana penegak bukum seperti polisi seeing 

mengalami kesulitan-kesulitan untuk memberanlas tindak kriroinalitas 

pembejakan film, hal tersebut dikarenakan penyidik terpaksa meminta 

akan bantuan dana untuk penyidikan kepada pelapor dan babkan kepada 

tersangka pelanggaran hak cipta, sehingga integtitas dan moralitas 

penyidik dipertanyakan eksistensinya, adanya intervensi kasus yang 

dilakukan pibak-pibak tertentu akan kasus yang sedang berjala:n_ 

diskriminasi penyidikan, sering terjadinya penggelapan benmg bukt~ 

ketidakjelasan akan uang penangguban penabanan yang diberikan 

tersangka kepada polis~ dan lebih mengutarnakan kordinasi ilegal, 

disamping itu aparat penegak hukum lainnya seperti Jaksa penuntut umum 

dan Majelis Hakim yang menyidangkan kasus-kasus Hak Cipta seringkali 

berkolusi dengan terdakwa dengan earn menggunakan undang-undang lain 

diluar UUHC yang sangsi pidananya sangat ringan babkan barang bukti 

basil pembajakan sering kali dikembalikan kepada terdakwa. 

c. Faktor sarana dan prasarana, di mana kurangnya akan kelengkapan 

Kepo lisian dari sudut sarana a tau fasllitas yang belum memadai dalam 

memberantas pembajakan. Sarana atau fasilitas in.i, antara lain mencakup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai~ keuangan yang cukup dan seterusnya; 

d. Faktor masyarakat, di mona faktor ini memiliki pengaruh positif dan 

negatif terhadap terjadinya pembajakan film, yang dibagi penulis menjadi 

4 kelornpok masyarakat, yakni kelompok ma'yarakat pemegang hak cipta, 
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kelompok masyarakat produsen, kelompok masyarakat pedagang, dan 

kelompok masyarakat konsumen; dan 

e. Faktor kebudayl!lln., di mana pada factor tcrakhir ini dapat disimpulkan 

penulis merupakan fuctor yang. terpenting, karena tegaknya peraturan­

peraturan hukum semua disandarkan budaya huknm masyarakatnya yaitu 

sikap masyarakat terhadap bukum dan sistem huknm kepercayl!lln., 

pandangan-pondangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapan-harapan~ 

Budaya hukum masyarakat tergantung pula kepada sub budaya hukum 

anggota-anggota masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai taktor, yaitu 

kepentingan ekonorni, posisi atau kedudukan, Jatar belakang pendidikan, 

llngkungan, budaya, agama, dan bahkan kepentingan-kepentingan. Faktor 

kebudayaan ini penulis buat dalam 2 goloagan, yakni budaya aparat 

penegak hukum dan budaya masyarakatnya. 

3. Dalam permasalahan ketiga penulis simpulkan babwa upaya penegakan 

huknm dibidaag hak cipta khususnya terhadap pelanggaran hak cipta dibidaag 

film ialah masih memprihatinkan dari harapan UUHC, karena aparat hukum 

seperti Polisi, Jaksa dan hakhn belum bisa menyokong penegakan bukum di 

bidang hak cipta khususnya pembajakan film, karena ketiga penegak bukum 

ini selalu saja berkolusi dengan para pelanggar hak cipta tersebut dengan cam 

menguraagi harang bukti, kemudian dengan alasan tidak bisa meaghadirkan 

pencipta atau pemegang hak ciptanya, menggunakan pasa!-pasal yang ringan 

atau pasal-pasal yang berlainan dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta 

dalam membuat berita acara pemerikasaan atau di dalam putusan pengarlilan. 

Sehingga hal tersebut menguntungkan para pelanggar hak cipta, karena vonis 

pidananya pastinya jauh lebih ringan .iika dibandingkan jika pelanggar hak 

cipta tersebut divonis sesuai UUHC- Untuk itu diperlukan adanya upaya­

upaya dari aparat penegak hukum secara kongkrit dengun cara menegakan 

hukum UUHC secara tegas tanpa pandang buJu; membuat sistem penegakan 

hukum berbasis Community Policing dan diperlukannya harmonisasi dan 

kerjasama yang efektif bagi para aparat pencgak hukurn guna mernherantas 

pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan akan karya sinematografi. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang hendak penulis berikan daiam tesis ini untuk 

memberikan suatu solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam tesis 

in~ yakni: 

I. Perlunya meningkatkan peran serta aparat penegak huknm baik Kepolisia:n, 

Kejaksaan dan Pengadilan yang tegas dan tidak pandang bulu serta menindak 

para penegak huknm yang berkolusi dengan para pemhajak. 

2. Merevisi Undang-Undang Nomor 19 tabun 2002 tentang Hak Cipta, 

khususnya yang berkaitan dengan sanksi kcpada pengusaha penyedia tempat 

penjualan harang bajakan (rnall!pasar swalayan). 

3. Memberikan sanksl baik pidana rnaupun sangksi sosial kepada masyarakat 

yang membeli atau menggunakan VCD/DVD hajakan. 
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Tabel2. 

Daftar barik VCD dan DVD di Indonesia 

Nama Perusahaan & Jenls 
Pirnp:inan 

No. 
Izin Usaha Industri Produksi 

Lokasi Pabrik Peruaahaan/ 
Contact Person 

1. Akeda Multimedia, PT CD, VCD, Jl. Raya Prancis No.2 ParAai Drs. Nurdin Umar, 
049/IUI· DVD Indah Dadap Biok H/7 Ds. Fendi 
IKAHT/VlJ/2003 Dadap Kec. Kosambi 

Tangerang 
Tip. 021-55954291 

. 
. 

2. A vidisc Crestec CD, VCD Jl. Sulawesi 1 Blok H-4-2 1, Witawan Tanzil 
Interindo~ PT Kawasan IndUslrl MM 2100 
255/T/lNDlJSTRI/2004 Cibitung Bekasi 

Tlp.021~B282B 

3. Central Data Recorder, CD-R Jl. :Rawa Melati AS Blok D-lt Lawi 
Pr No. 12, Kec. Kalideres, 
73/31/T /IND1JSTRl/ Jakarta bamt 
2004 Tip. 021-55952988 

-
4. Dharma Sejahtere, Pr CD,DVD f\:rgudangan Pantai indah tim Kok Tjien 

14/IUI-IKAHT/lli/2003 Dadap, Jl. Raya Perand.s 2 
Biok FF No.5 Desa. Dadap 
Kec. Kosambi. Tangerang 
Tip. 021-55958575 
Fax.021~076/021-
5409659 

Digital Media CD,VCD Kawasan Industrl MM: 2100 SooySutanto, Pang 
Technology~PT Cibitung Blok HI No.1, Pakim 

5. 1023/T/INDUSTRI/2007 Bekasi 
Tip. 021-l!9983888, 021-
89983939 

' 

6. Dimension Multi Digital CD,VCD JI. lndusfri Raya ill Blok Felly He.-jus 
Star, PI A/16, lndustri Facto~ Desa Bistock: Umbakaur 
54f1UI-IKAHT/V!l/2003 Sunder Kec. Cikupa Kab. Fendi 

Tangerang 
Tip. 021-6124151 
Fax, 021-6124152 

7. Dynaroitra Tarra, PT. Stamper, Kawasan lnduslri Manis & IrwanHL 
49/T/INDUS1RI/1996 CD, VCD, Palm Manis, JL Manis Ray a 

DVD No. 18,Serang Km8.5 
Jatiuwung, Tagerang 
Telp. 021-5847861 

-
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8. Dynatech Perkasa, PT CD-R J1 J~babeka Raya Blok Q No.1 Mai Xianhai, 
306/T/INDUSIRI/2004 K I, Jababek.a 1, Cikarang, Tan Cheng Eong 

Bekasi 17530 
Telp. 021-8936287, 
Fax. 021-8936289 

9. Indomas Cipta Sa:rana,PT CD,DVD Jl Adi Sudpto No.7 RT BudiTono 
181/Kanwil.10.19.22/IL 003/10, Kel. Belendung. Kec. Tehjakesuma 
MEA/ Benda, Tangerang 
b(IZ.00.03/Xll/2000 Telp. 021-5400938, 

Fax.021-6319810,0216328816 

10. Intra Media Digital. PT Stamper jl. KH. Moh. Mansyur 11, Karyoto 
22/IUI/JP/IX/2005 Blok BS-12, Jakarta 

Telp. 021-6314739, 
Fax. 021-6315050 

11. Karyamas Visionindo, PT CD,VCD Jl. Husen Sastranegara, Derma 5udarman 
91/Kanwii.10.19.22/ILM Pergudangan Nusa Indah 
EA/ Blok B No. 27RT. 04, RW.03, 
b (lz.OO .03/VIII/2001 Kcl. Jurumndi, Kec. Benda, 

Tangerang 
Telp. 021-54370117, 
Fax. 021-5456451 

12. Kencana Buana Semesta, CD,VCD Kawasan lndustri (KBI) A II, Lim Soei Khlang, 
PT Desa Dengdeur, Kec. Mangendar Wanta 
536/ 07 /lndagl'M Bungursari, Purwakart:a 

Telp. 0264-350588, 
Fax. 0264-350587 

13. Laserindo Inti DVD Kemp. Pergudangan Miami, LimatTansir, 
Persada,PT. Jl. Rawa Melati VIII A Blok Aseng, HP 
042/IUI/IKAHH/1/2002 03 No. 15, Kel. Tegal Alur, 0812070%6 

Kec. Kalideres, Jakarta Barat 
Telp. 021-55799887, 
Fax. 021-55799887 

14. Medialine Indonesia,PT CD,VCD JI. Petemakan Dalam ill No. Hendrik Priyatna 
099/IUI(IKAHH/1/VIII 60-A RTU2/07, KeL Kapuk, 
/2003 Kec. Cengkareng, Jakarta 

Barat 
Telp. 021-5451845/6, 
Fax.0216198601 

15. MegaNuansa CD, VCD, Pergudangan Pantai Indah Edy Sumantri 
Cemerlang, PT DVD Dadap BlokS No. 8,Jl 
041/IUI-IKAHT/IX/2002 Perancis No. 2 Desa Dadap, 

Kec. Kosambi, Tangerang 
Telp.021-55956056, 
Fax.021-55960871 
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17, Megaplast Jay a Citra, PT CD-R Jl.jababeka XU BlokW No, Hendry Utomo 
135A/III/PMA/2000 SA Cikarang Industrial 

Estate .. Ci.kaxang.. Bekasi 
17530 
Telp, 021-8936048, 
Fax. 021..S936049 

' 

18, Metro Utama Raya CD,DVD JI. Daan Mogot Km 18,5 Freddy Laude, 
Electtonics Industry, PT Ka!ideresz Cengkareng. Herlina Tjandra 
608/T/INDUSTRI/1998 Jakart:a Barat 

Telp. 021-6190125, 
Fax. 021-6190173 

19, ~tra Gemilang CD, VCD Jl. Raya Cikande-Kopo Maja YusWardi 
Sejahtera, PT 1<m- 3, Kp, Namho RT 03/02 
13/1lanien11L14/TEA/ Ds. Gab us, Kec. Kopo, Serang 
b.IZ,OOD3/XI/2005 Telp, 021-702(13675, 

Fax. 021-6126120 

20, Multimedia Replikasi CD,DVD, Pergudangan 75 Blok j • 2A, Go Bun Han, 
Plasl.ikatama, PT VCD JI. Raya Perands# Tangerang, Kamal, HP 
041/Kanwil.10.19.02/IA/ Ban ten 08128433173 
bf1<,,00,03/V/95 Telp, 021-6690533, Telp. 021-

5504782, 
Fax.02H5504783, 
Fax. 021-6678l52 

·~·· 
21, Panggung Electric CD,DVD Jl. Raya Warn No.1, Sidoarjo. Ali Soebroto 

Citrabuana, PT Sumbaya 
02/3515/T/INDUSTRI/ Telp.031-8534567, Telp. 021-
2002 3510702 

22. Sanyo Jaya Compcmenls CD,DVD Jl. Raya Jakarta Bogor Km35,. Masahiro lizuka 
Indonesia, PT Cimanggis, Depok.- jawa 
35/11/PMA/2004 Barat 

Telp. 021- 8741567y 
Fax. 021-8741595 

23_ Sinar Cahaya Cemerlang CD, VCD, Pancatama Kav 2.7, AliSusansi 
Jaya, Pr DVD Ds.Leuwilimus, Ket. 
02/llan!en.OL09/TEA/ Cikande, Jl. Ray a Serang.. 
bJZ.00,31/!/2006 Kab.Semng 

Telp. 0254 -402280 

24, SJnar Mulia Sejati, PT CD, VCD JL Daan Mogot KM 18 :Komp Freddy Radunat 
530/149-IUI- TDKBlok B No. 5-6, Sumekar 
PERIDAGKOPAR/2006 Tangerang 

Telp. 021-6919317, 

L 
Fax. 021--6919347 
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25. SumberSukse.s Sejahtera, Stamper Jl. Daan Mogot KM. 18 Komp lndra s. 
PT TOK Blok B No.7 Kel. Kebun Tjokrowijoto, 
530/004-!Ul- Be:sar, Kec. Bam Cepet, Junaidy 
PERINDAGKOPAR/2004 Tangemng Tjokrowijoto 

Teip. 021-5418-736 

26. Swa-,a Stnga Kencana~ PT CD,DVO Jl. Kapuk Raya No. 18 AA, Oyo Iskandar 
16/1.824.1 Ket Kapuk Muara, Kec. 

. Penjaringar4 Jak-Ut 
Telp. 021 -5456543-4, 
Fax.Oll-6193050 

27. TakdH Jaya Abadt PT CD,DVD J1. Bouraq No.34;,I<arang Max :Markus Sasia, 
530/077-I.Ul- ' Anyar, Batu Cepcr, Suhendra Rusly 
PllRINDAGKOPAR/2004 Tangerang15121 

Telp. 021-55:!3333, 
Fax.021~5~ 

VisindotamaSakti CD,DVD Komp. Pe:rgudangan 9 Blok Winarto Phitoy<>t 
Perkasa,PT CNrJl· Perancis RTOl/08 Kel. HP 0818602608 
54/PL.!Ul- Jatimulya, Kec. Kosambi, 
lKAHT fVIUf2003 Kab. Tangerang 

Telp. 021-6000351, 
Fax.021-6288433 

29. Visora Catur Disindo,PT. CD,DVD Kawasan Industrl Jababeka Sulaeman 
530/39(Perlndagkop 17 Blok U 24 A, Okarang 
d<m PMD fX/2004 Telp. 021-6294523, 

Fax. 021-6294526 

30. Winnerstarindo CD,DVD ]l Industr:i illKav. 6, Heriyanto, Hasan 
Utuna.PT. Kawasan Industri Modem 
09/Banlen.01.09/TEA/ Cikande, Serang 
b.Iz.00.03fVIll/2005 Telp, 02.54-402510, 

Fax, 0254-402234 

Sumber : Direktorat Jendrallndustri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian 
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Tabe1.3 
Gambar Alat Penggandaan VCD/DVD 

Dengan Ala! Dupli.kator 
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PABRIK VCDIDVD BAJA.KAN 
MILIK LIMAT TANSm Alias ASENG 
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PABRIK FILM BAJ'AKAN MILIK CINTOKO PUTRO 
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